KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CURAI
NOMOR PER- 3 /BC/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTER]I KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 161 /PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA
MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIFASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN
UNTUK DIEKSFOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CURAIL

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40
Peraturan Menteri Keuangan Nemor — 161/PMK.04/2018
tentang Pengemballan Bea Masuk yang Telah Dibayar atas
impor Barang dan Bahan Untuk Diclah, Dirakil, atau
Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor,
perlu menetapkan Peraturan Direkiur Jenderal Bea dan Cukai
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 161/PMK.04/2018 tentang
Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor
Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada
Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 ientang
Kepabeanan (lLembaran Negara Republik Indonesla
Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indenesia MNomor 3612) schagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
leritang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 lentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661]);



Menetapkan

_9.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
161/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk
yvang Telah Dibayar atas lmpor Barang Dan Bahan Untnk
Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain dengan
Tujuan Untuk Diekspor.

MEMUTUSEAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CLKAI
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REFUBLIK INDONESIA NOMOR
161/PMK 04/2018 TENTANG FENGEMBALIAN BEA MASUK
YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIFASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menterl ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2. Undang-Undang  Cukai  adalah Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukal sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cukai.

3. HKemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, yang
selanjutnya  disebut  KITE  Pengembalian  adalah
pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor
atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari
luar daerah pabean untuk Diclah, Dirakit, atau Dipasang
pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
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Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, yang
selanjutnya  disebut  KITE  Pembebasan, adalah
pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah terutang tidak dipungut atas Impor atau
pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar
daerah pabean untuk Diclah, Dirakit, atau Dipasang
pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
Bea Masuk adalah pungutan Negara berdasarkan
Undang-Undang Kepabeanan yvang dikenakan terhadap
barang yang dilmpor.
Bea Masuk Tambahan adalah tambahan atas Bea Masuk
seperth Bea Masuk antidumping, Bea Masuk imbalan,
Bea Masuk tindakan pengamanan, dan Bea Masuk
pembalasarn.
Perusahaan KITE FPengembalian adalah badan usaha
yvang ditetapkan sebagal penerima fasililas KITE
Pengembalian.
Perusahaan KITE Pembebasan adalah badan usaha yang
ditetapkan sebagal penerima fasilitas KITE Pembebasan.
Barang dan Bahan adalah barang dan bahan baku,
termasuk bahan penolong dan bahan pengemas yang:
a. diimpor; atau
b. dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikal,
Kawasan Bebas dan/atau kawasan ekonomi khusus
yvang berasal dari luar daerah pabean,
dengan fasilitas KITE Pengembalian, untuk Diolah,
Dirakit, atau Dipasang pada barang lain untuk menjadi
barang Hasil Produksi vang mempunyai nilal tambah.
Diolah  adalah  dilakukan  pengolahan untuk
menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai
nilai tambah.
Dirakit adalah dilakukan perakitan dan/atau penyaluan
sehingga menghasilkan barang Hasil Produksi yvang
mempunyai nilal tambah.
Dipasang adalah dilakukan pemasangan, pelekatan,

dan/atau penggabungan dengan barang lain sehingga
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menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyail
nilai tambah.

Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau
pemasangan Barang dan Bahan.

Konversi adalah suatu pernyataan dari Perusahaan KITE
Pengembalian mengenai komposisi pemakalan Barang
dan Bahan untuk setiap saluan Hasil Produlksi.

Tempat Penimbunan Berikal adalah bangunan, tempat,
atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang
digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan
tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.

Gudang Berikal adalah Tempat Penimbunan Berikat
untuk menimbun barang impor, dapat diseriai 1 [satu)
atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasar
kembali, penyertiran, penggabungan (kittirg),
pengepakan, penyetelan, pemotongan, alas barang-
barang terteniu dalam jangka waltu lertentu untuk
dikeluarkan kembali,

Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat
untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang
berasal darl tempat lain dalam daerah pabean guna
Diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau dilmpor
untuk dipakai.

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah Tempal
Penimbunan Berikal untuk menimbun barang impor
dalam jangka waktu terteniu, dengan atau lanpa barang
dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan,

Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan
Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean
dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam
daerah pabean, dapat disertal 1 [satu) atau lebih kegialan
sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk
dikeluarkan kembali.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang
selanjutnya discbut Kawasan Bebas adalah sualu
kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara

Hesatuan Republik Indonesia yvang terpisah dari daerah
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pabean sehingga bebas dari Bea Masuk, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
dan Cukal.

Mitra Utama Kepabeanan yang selanjuinya disebut MITA
Kepabeanan adalah importir dan/atau eksportir yang
diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Dircktorat
Jenderal Bea dan Cukal yvang ditunjuk dalam jabatan
tertentn untuk melaksanakan tugas tertentiu
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-
Undang Cukai.

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah di lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kantor Pelayanan Utama yang selanjulnya disingkat KPU
adalah Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Culkai.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukail tempat dipenuhinya
kewajiban pabean sesual dengan ketentuan Undang-
Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Culkad.

Sisterm  Komputer Pelayanan vyang seclanjutnya
disingkat SKP adalah sistem komputer yang
digunakan oleh Kantor Wilayah, KPU. dan Rantor
Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan
kKepabeanan.



BAB 11

FPENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN,

(1)

KEWAJIBAN PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN, DAN

PERUBAHAN ATAS HEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI
PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN

Bagian Perlama

Penetapan sebagal Perusahaan KITE Pengembalian

Pasal 2

Untuk mendapatkan penetapan sebagai Perusahaan KITE

Pengembalian, badan wusaha yang telah memenuhi

kriteria dan persyaratan dalam Peraturan Menteri

Keuangan tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah

Dibayar atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diclah,

Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan

untuk Diekspor mengajukan permohonan kepacda kepala

Kantor Wilayah atan KPU yang mengawasl lokasl pabrik

atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dengan mengisi

daftar isian berupa:

a. Nomor Induk Berusaha;

b. nomor, tanggal, dan nama instansi penerbil izin
usaha industri;

c. jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau
buliti penguasaan lokasi;

d. daftar Barang dan Bahan, daftar Hasil Produksi, dan
dafiar penerima subkontrak, dalam hal terdapat
proses produlsi yang akan disubkontrakkan,

e. data jumlah investasl. jumlah tenaga kerja, serla
jumlah asel, utang, dan permodalan;

{. data indikator kinerja utama [key performance
indicator] yang ditargelkan oleh badan usaha unluk
mengukur manfaal ekonomi yang dilimbulkan dari
pemanfaatan lasilitas KITE Pengembalian, seperli
peningkatan pajak penghasilan badan, peningkatan
investasi, dan peningkatan tenaga kerja; dan



{2)

13

(1}

(2]

(3)

14)

-

g. waktu kesiapan pemeriksaan lokasi  serta
pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan
kriteria.

Permchonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara eleklronik melalul sistem Indonesia

National Single Window dalam kerangka Online Single

Submission

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elekironik,

permohonan disampaikan secara tertulis kepada;

a. kepala Kantor Wilayah melalui kepala Kantor
Pabean: atau

b. kepala KPU,

vang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha

perusahaan.

Pasal 3
Dalam hal permohonan disampaikan secara elekironik
sebagaimana dimaksud dalam FPasal 2 ayal (2], 3HFP
melakukan validasi terhadap isian data yang diajukan
oleh badan usaha.
Dalam hal data tidak walid, SKP memberikan respon
penolakan disertai dengan alasan penolakan.
Dalam hal data valid, SKP memberikan respon kepada
kepala KPU atau kepala Kantor Pabean atau Pejabal Bea
dan Cukai yang ditunjuk yang mengawasi lokasi pabrik
atau lokasi kegiatan usaha badan usaha untulke
a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan
lokasi; dan
b. menerbitkan berila acara pemeriksaan.
Dalam hal permohonan disampaikan secara lertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), kepala
KPU atau kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk yang mengawasi lokasi pabrik atau
lokasi kegiatan usaha badan usaha:
a.  melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan
lokasi; dan
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.  menerbitkan berita acara pemeriksaan.

(5) Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan  lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayai (4)
huruf a melipudtl:

a. valildasi MNomor Induk Berusaha, dalam hal
permohonan disampaikan secara tertulis;

b. validasi atas izin usaha industri atau sejenisnya;

c. pemeriksaan terhadap pemenuhan data  isian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan
dokumen pembuktian kriteria dan persyaratan yang
menjadi dasar pengisian,

d. pemeriksaan terhadap pemenuhan Kriteria dan
persyaratan meliputi:

1. pemeriksaan jenis usaha [(nature of business);

a. jenis kegiatan produksi dan uraian proses
produks!, jenis barang dan bahan serta hasil
produksi;

b. keterkaitan jenis barang dan bahan yang akan
diilmpor dengan fasilitas KITE dengan bidang
usaha badan usaha dan hasil produksi yang
akan diekspor;

2. pemeriksaan bukti kepemillkan atau penguasaan
lokasi kegialan usaha;

a. uniuk keglatan produksi, tempal penimbunan
Barang dan Bahan serta Hasil Produksi paling
singkat 3 (liga]l tahun sejak permohonan
penectapan sebagal Perusahaan  KITE
Pengembalian diajukan;

b, untuk tempat penimbunan Bahan Baku dan
tempat penimbunan Hasil Produksi paling
singkat 6 (enam] bulan sejak penetapan
sebagai  Perusahaan KITE Pengembalian
diajukan, dalam hal tempat pernimmbunan
terpisah dari lokasi untuk kegialan produksi;

3. pemeriksaan sistem pengendalian internal;
4. pemeriksaan pemenuhan kriteria pendayagunaan

sistem Informasi persediaan berbasis komputer (T
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Inventory] sesual Peraturan Direkiur Jenderal
mengenai penerapan sistem informasi persediaan
berbasis komputer {IT Inventory] pada perusabhaan
pengguna fasilitas KITE Pengembalian;

5. pemeriksaan  lokasi  kegiatan usaha, tempal
penylmpanan, pembongkaran;

6. pemeriksaan terhadap badan usaha penerima
subkontrak berdasarkan manajemen risiko.
Dalam hal diperlukan, kepala Kantor Wilayah, kepala
KPU, dan kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi
pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dapat
meminta asli dokumen pembuktian kriteria dan

persyaratan.

Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan
penerbitan  berita acara pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayal (3) atau ayat (4). dilakukan paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah permyataan kesiapan
pemeriksaan lokasi dalam permohonan.

Kepala Kantor Pabean menyampaikan berila acara
pemeriksaan  sebagaimana dimaksud pada ayal (V)
kepada kepala Kantor Wilayah.

Pasal 4
Badan usaha yang mengajukan  permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus melakukan
pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan
kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Bea
Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang Dan
Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada
Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, kepada
kepala Kanlor Wilayah atau KPLL
Pemaparan schagaimana dimaksud pada avat (1),
dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan.
Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling cepal pada hari kerja berikutnya alau
paling lambat 3 [liga)] hari kerja setelah tanggal
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penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (3] atau ayat (4).
Berdasarkan pemaparan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabal
Bea dan Cukai yang ditunjulk membuat berila acara yang
ditandatangani pihak badan usaha dan Kantor Wilayah
atan KPU, yang paling kurang mencantumkan hasil
pemaparan serta wakiu selesai pemaparan sebagal dasar
janji layanan penerbitan persetujuan atau penolakan atas
permohonan  penetapan scbagai  Perusahaan KITE
Pengembalian.

Dalam hal terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau
hal yang periu dilengkapt oleh badan usaha, pemaparan
dinyalakan belum selesal dan  dapat dilakukan
penjadwalan ulang.

Dalam hal pemaparan Udak dilakukan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3], kepala
Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai
vang ditunjuk membuat berlta acara tentang tidak
dilakukannya pemaparan sesual wakiu yang ditentukan.

Pasal 5

(1} Kepala Hantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri

(2)

membertkan:

a. persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menterd
Keuangan mengenai penetapan sebagal Perusahaan
KITE Pengembalian: atan

b. penclakan dengan menerbitkan surat penolakan
yang diserlai dengan alasan penolakan,

berdasarkan berita acara pemeriksaan secbagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau ayat (4], serta

berita acara scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(4) dan ayat (6).

Dalam hal dilakukan pemaparan, keputusan menteri

kKeuangan mengenal penetapan sebagail Perusahaan KITE

Pengembalian alau  surat  penolakan  sebagaimana
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dimaksud pada ayat [1) diberikan paling lama 1 (satu)
jam setelah pemaparan selesal dilakukan.

Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka
wakiu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3],
kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan penolakan
dengan  menerbitkan  sural  penelakan  dengan
menyebutkan alasan penclakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf b pada hari kerja berikutnya.

Format dokumen yang digunakan oleh badan usaha
dalam permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE
Pengembalian, serta format yang digunakan oleh Pejabat
Bea dan Cukai dalam proses penetapan sebagai
Perusahaan KITE Pengembalian, sebagalmana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan baglan tdak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan KITE Pengemballan

Pasal 6

Dalam waktu paling lama 1 ([satu) tahun scjak tanggal
penerbitan keputusan penetapan sebagai Perusahaan
KITE Pengembalian, sistem informasi persediaan berbasis
komputer ([T Inventory] yang didayagunakan Perusahaan
KITE Pengembalian, wajib dapat diakses oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai secara daring.

Badan usaha vang telah ditetapkan sebagai Perusahaan
KITE Pengembalian wajib memasang papan nana yang
paling kurang mencantumkan nama Perusahaan KITE
Pengembalian dan status sebagai perusahaan penerima
[asilitas KITE Pengembalian pada seliap lokasi pabrik,
lokasi penimbunan, dan lokasi kegiatan usaha.
Perusahaan KITE Pengembalian wajib melakukan
penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pengembalian
sehingga dalam pencatatan dan/atau pembukuan dapat
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dibedakan dengan barang yang bukan asal [asilitas KITE
Pengembalian,

Kepala Kantor Wilayah atan KPU melakukan pengawasan
untuk memastikan dipenuhinya kewajiban pemenuban
sistem  informasi persediaan berbasis komputer (T
inventoryl vang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai secara daring dan kewajiban pemasangan
papan nama melalui mekanisme monitoring dan evaluasi.
Hegiatan pengawasan unfuk memastikan dipenuhinya
kewajlban pemenuhan sistem  informasl persediaan
berbasis komputer ([T inventory) yang dapat diakses oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara daring
dilakukan sesuai lata cara dalam Lampiran 11 yang
merupakan bagian tidak {erpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

Perusahaan KITE Pengembalian wajib menyampaikan:

a. laporan keuangan tahunan; dan

b. laporan mengenai dampak ekonomi pemberian
fagilitas KITE Pengembalian, capalan indikator
kinerja utama (key performance indicator] yang telah
ditargetkan, serta targef indikator kinerja utama
(ley performance indicator] periode berikutnya,

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah atan KFU

vang menerbitkan keputusan penetapan scbagai

Perusahaan KITE Pengembalian paling lambal pada akhir

bulan ke-4 [empat] setelah akhir tahun pajak.

Alas laporan yang disampalkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:

a. melakukan pendataan alas penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat [1); dan

b. melakukan pencatatan dan pengelolaan dala
keuangan, data mengenai dampak eleonomi

pemberian fasilitas KITE Pengembalian, dan daia
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capaian indikator kinerja utama (key performance

indicator] Perusahaan KITE Pengembalian.
Data keuangan dan data capaian indikator kinerja utama
(keyy  performance  indicater)  Perusahaan KITE
Pengembalian digunakan sebagai salah satu sumber data
dalam pelaksanaan monitoring dan/atau  evaluasi
terhadap pemberian fasilitas KITE Pengembalian.
Laporan mengenal dampak ekonomi pemberian fasilitas
KITE Pengembalian, capaian indikator kinerja utama (key
performance indicator) yang telah ditargetkan, seria target
indikator kinerja utama (key performnance indicator)
periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada avat (1]
huruf b sesuai contoh format sebagaimana tercanium
dalam Lampiran [l yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pencatatan data laporan keuangan, data mengenai
dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE Pengembalian
dan laporan capaian indikalor kinerja utama (key
performance indicator] sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} huruf b sesuai contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini,

Bagian Keliga

Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan

KITE Pengembalian

Pasal 8

Dalam hal terdapat perubahan data dalam keputusan
penetapan  sebagai Perusahaan KITE Pengembalian,
Perusahaan KITE Pengembalian yang bersangkutan
harus mengajukan permohonan kepada kepala Kantor
Wilayah atan KPU yang menerbitkan keputusan
penetapan sebagal Perusahaan KITE Pengembalian untuk
diterbiikan perubahan atas keputusan penelapan sebagal
Perusahaan KITE Pengembalian.
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Permohonan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diseriai dengan alasan perubahan dan melampirkan
dokumen pendukung dalam bentuk salinan digital (saft
Copy).
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara elektronik.
Dalam hal permohonan sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat disampalkan secara elekironik,
permohonan disampaikan secara tertulis kepada kepala
Hantor Wilayah atau KPU,
Terhadap permohonan perubahan data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU
atau Pejabat Bea dan Cukal yang ditunjuk:
a. menerima berkas permohonan beserta lampirannya;
b, meneliti kelengkapan dan kesesualan permohonan
beserta lampirannya; dan
¢, melakukan pemeriksaan lapangan dalam  hal
diperlukan.
Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk dapat melakukan kKoordinasi dengan
kepala Kantor Wilayah atau KFU lain, atau dengan
Kepala Kantor Pabean (terdekat dalam  melakukan
pemeriksaan lapangan.
Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk dapat meminta asli dokumen
pendukung sehagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam
hal terdapat dokumen dalam bentuk soft copy yang
kurang jelas dan/atau memerlukan penjelasan lebih
lanjut.
[Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sesual, kepala Kanlor
Wilayah atau KPU menerbitkan keputusan tentang
perubaban alas kepuiusan  penetapan  sebagai
Perusahaan KITE  Pengembalian dan  melakukan
pemulakhiran data,
Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayal [5) dinyatakan tidak sesuai, kepala
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Kantor Wilayah atau KPU memberikan  surat
pemberitahuan peneclakan dengan menyebutkan alasan
penolakan.

Perselujuan atau penolakan perubahan data Kepufusan

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalion

diberikan paling lama:

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
elekironik dan tldak dilakukan pemeriksaan
lapangan: atau

b. 3 [tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal:

1) permohonan disampaikan secara elektronik dan
dilakukan pemeriksaan lapangan; atau
2] permohonan disampaikan secara tertulis.

Dalam hal lerdapat perubahan data keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) vang elemen data

perubahammya telah disetujul oleh instansi terkait, dan
clemen data tersebut tersedia dalam sistem informasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Perusahaan KITE

Pengembalian menyampaikan pemberitahuan perubahan

data dimaksud kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU

vang menerbiikan kKepulusan penetapan sebagal

Perusahaan KITE Pengembalian wuntuk diterbitkan

keputusan perubahan.

Reputusan tentang perubahan atas Kepulusan penetapan

sebagai Perusahaan KITE Pengembalian sesual contoh

format sebagalmana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian lidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

sural pemberitahuan penclakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (9 sesual contoh format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direldtur Jenderal ind.
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BAB 111
IMPOR DAN/ATAU PEMASUKAN SERTA PENGOLAHAN,

PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN, KONVERS] DAN

SUBRONTRAK

Bagian Pertama

Impor dan/atau Pemasukan

Pasal 9
Barang dan Bahan dapat dilmpor dan/atau dimasukkan
dari:
a. luar daerah pabean;
b. Pusat Logistik Berikat;
Gudang Berikat;
Kawasan Berikal;
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
Kawasan Bebas;

a1 TR =

g. kawasan ekonomi khusus; dan/atau

h.  kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh
Pemeriniah.

Perusahaan KITE Pengembalian melakukan impor

dan/aiau pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dengan keteniuan:

a. pelaksanaan impor dan/atau pemasukan Barang
dan Bahan menggunakan dokumen pemberitahuan
pabean impor sesual dengan asal Barang dan
Bahan: dan

.  jenis Barang dan Bahan yang diimpor dan/atau
dimasukkan harus sesual dengan jenis vang
iercantum dalam lampiran keputusan penetapan
sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.

Atas impor sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1)

huruf a berlaku ketentuan scbagai berikut:

a. menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor;

b. mengisi  pillhan  "KITE  Pengembalian®™  dan

mencantumkan nomor dan  langgal  keputusan



{4)
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penctapan schagai Perusahaan KITE Pengembalian
pada kolom 33 Kelerangan Fasilitas dan Persyaratan;

c. mencantumkan nomor dan  tanggal Keputusan
penctapan scbagal Perusahaan KITE Pengembalian
pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan
persyaratan /[asilitas;

d. mencantumkan nilai Bea Masuk KITE, Pajak
Pertambahan Nilai (FPN) atau Pajak Pertambahan Nilai
(PPN} dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPnBM), serta Pajak Penghasilan pada kolom Data
Penerimaan Negara dalam kolom Dibayar;

e. membayar Bea Masuk KITE dengan akun pendapatan
Bea Masuk dalam rangka fasilitas KITE Pengembalian;

[. menyampaikan PIB yang telah diisi dengan lengkap
dan benar kepada Kantor Pabean bongkar;

g. tata cara penyampaian pemberitahuan pabean impor
mengikutli  peraturan  perundang-undangan  yang
mengatur mengenai impor barang untuk dipakai.

Atas impor sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1)

hurul b berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang
dari Pusat Loglisilk Berikat; dan

b. mengisi pilihan  “KITE  Pengembalian” dan
mencantumkan nomor dan  tanggal  Keputusan
penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian
pada kolom 37 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;

. mencaniumkan nomor dan  tanggal Keputusan
penetapan scbagai Perusahaan KITE Pengembalian
pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan
persyaratan/fasilitas;

d. mencaniumkan nilai Bea Masuk KITE, Pajak
Perlambahan Nilai (PPN] atau Pajak Pertambahan Nilai
(PPN] dan Pajak Penjualan Alas Barang Mewah
(PPnBM]. seria Pajak Penghasilan pada kolom Data
Penerimaan Negara dalam kolom Dibayar:

¢. membayar Bea Masuk KITE dengan akun pendapalan
Bea Masuk dalam rangka fasilitas KITE Pengembalian;
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menyampaikan  dokumen  pemberitahuan  impor
barang dari Pusat Logistik Berikat vang telah diisi
dengan lengkap dan benar kepada Kantor Pabean

bonghkar;

. tata cara penyampaian dokumen pemberitahuan

impor barang dari Pusat Logistik Berikat mengikuti
peraturan  perundang-undangan yang mengatur
mengenal Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor
Dari Pusal Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk
Dipakal.

Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢,
huruf d, dan huruf ¢ berlaku ketentuan sebagai berikul:
a. Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat melakukan

hal-hal sebagai berikut:

I. mengisi dokumen pemberitahuan impor barang
dari Tempal Penimbunan Berikat untuk diimpor
urituk dipakai;

2. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan
penetapan sebagal Perusahaan KITE Pengembalian
pada kolom “Penerima Barang™;

3. mengisi nilai Bea Masuk KITE, Pajak Penghasilan
dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilal dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah pada kolom “Jenis Pungutan” dalam
kolom *Dibayar™;

4. mengisi  pilihan kode 40 untuk fasilitas
KITE/Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
Pengembalian pada kolom 17 Fasilitas Impaor; dan

5. melakukan pelunasan atas tagihan pajak dalam
rangka impaor;

6. menyerahkan tagihan bea masuk KITE dan
dokumen pemberitahuan impor barang dari
Tempat Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk
dipakai kepada Perusahaan KITE Pengembalian
untuk dilakukan pelunasan bea masuk KITE:

7. menyampaikan dekumen pemberitahuan impor
barang darl Tempat Penimbunan Berikat untuk
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diimpor untuk dipakal yang telah dilunas! tagihan
bea masuk KITE dan pajak dalam rangka impor
kepada Kantor Pabean yang mengawasi Tempat
Penimbunan Berikat; dan

melakukan pengeluaran barang selelah mendapat
persetujuan darl Kantor Pabean yang mengawasi
Tempat Penimbunan Berikat;

b. Perusahaan KITE Pengembalian melakukan hal-hal
sebagai berikut:

1.

melunasi Bea Masuk KITE dengan akun
pendapatan Bea Masuk dalam rangka lasilitas KITE
Pengembalian; dan

mengirimkan kemball dokumen pemberitahuan
impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat dan
bukti  bayar kepada  Pengusaha  Tempat
Penimbunan Berikat untuk proses pengeluaran
barang:;

c. tata cara penyampaian dokumen pemberiiahuan

impor barang darl Tempat Penimbunan Berikat dan

pengeluaran barang mengikuti peraturan perundang-

undangan yvang mengatur mengenai Talta Laksana

Pengeluaran Barang Impor dari Tempat Penimbunan
Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai.
(6) Alas impor sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1)

huruf f berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Pengusaha di Kawasan Bebas melakukan hal-hal
sebagai berikut:

mengisi dokumen Pemberitahuan Pabean untuk
pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dar
Rawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean,
dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke
tempat lain dalam Daerah Pabean:

mencaniumkan nomor dan  tanggal keputusan
penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian
pada kolom "Dokumen Pelengkap Pabean” pada
baris “Lainnya”;
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3. mencantumkan nilai  Pajak  Penghasilan, Bea
Masuk RITE dan Pajak Perlambahan Nilai atau
Fajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah dalam kolom "Dibayar”;

4. menyerahkan tagihan bea masuk KITE dan
dokumen Pemberitahuan Pabean untuk
pemasukan dan pengeluaran barang ke dan darl
Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean,
dan pengeluaran harang dari Kawasan Bebas ke
tempat lain dalam Daerah Pabean kepada
Perusahaan KITE Pengembalian untuk dilakukan
pelunasan;

5. menyampaikan dokumen pemberitahuan  impor
barang dari Kawasan Bebas untuk diimpor untuk
dipakai yang telah dilunasi tagihan bea masuk
KITE dan pajak dalam rangka impor kepada Kantor
Pabean vang mengawasi Kawasan Bebas; dan

6. melakukan pengeluaran barang setelah mendapat
perselujuan pengeluaran barang dari  Kantor
Pabean yang mengawast Kawasan Bebas;

b. Perusahaan KITE Pengembalian melakukan hal-hal
sebagai berikut;

I. melunasi Bea Masuk KITE dengan  akun
pendapatan Bea Masuk dalam rangka [asilitas KITE
Pengembalian: dan

2. mengirimkan kemball dokumen Pemberttahuan
Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang
ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar
Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari
Kawasan DBebas ke tempal lain dalam Daerah
Pabean dan bukti bayar kepada Pengusaha di
Kawasan Bebas untuk proses pengeluaran barang,

c. tata cara penyampalan dokumen pemberitahuan
impor barang darl Kawasan Bebas dan pengeluaran
barang mengikuti peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenal Tata Laksana Pengeluaran
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Barang Imper dari Kawasan Bebas Unluk Diimpor
Untuk Dipakai.

Pasal 10

Ferusahaan KITE Pengembalian wajib membongkar dan

menimbun Barang dan Bahan serta Hasil Produksi di

lokasl yang tercantum dalam lampiran keputusan KITE

Pengembalian.

Perusahaan KITE Pengembalian dapat melakukan

pembongkaran dan penimbunan Barang dan Bahan serla

Hasil Produksi di lokasi selain lokasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

a. mengajukan  permohonan dan  mendapaikan
persetujuan dar kepala Hanlor Wilayah atau KPU;
atau

b. menyampaikan pemberitahuan penambahan atau
perubahan tempal lokasl pembongkaran dan/atau
penimbunan kepada kepala Kantor Wilayah atau
KPU - penerbil  keputusan penetapan  sebagai
Perusahaan KITE Pengembalian, bagi perusahaan
KITE Pengembalian yang telah mendapatkan
pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat
[authorized economic operator) dan/atau  Importir
yang telah dilctapkan sebagai MITA Kepabeanan,

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat [2) huruf

a dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b disampaikan secara elektronik.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana

dimaksud pada ayat {2) huruf b tidak dapat disampaikan
secara  elektronik, permohonan atau pemberitahuan
disampaikan secara tertulis kepada kepala  HKantor

Wilayah atau KPTJ,

Kepala HKantor Wilayah atau  KPU  memberikan

perselujuan atau penolakan atas  permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling

lama:
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a. 5 {lima) jamn kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permochonan disampaikan secara
elekironik; atan

b. 3 [tiga) hari kerja sejak permchonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampalkan secara
tertulis.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] hurufl a disetujui, kepala Kantor Wilayah atlan
KPU menerbitkan sural persetujuan pembongkaran dan
penimbunan Barang dan Bahan dan/atau Hasil Produksi
di lokasi selain yang lercantum dalam lampiran
keputusan KITE Pengembalian.
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPyU
menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan
alasan penolakan.
Persetujuan pembongkaran dan/atau penimbunan  di
lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau
pemberitahuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurul b hanya berlaku untuk 1 (satu) kall pembongkaran
dan/atau penimbunan,
Dalam hal lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan
sebagaimana dimaksud pada ayat [2) dipergunakan
secara ftetap dan/atau berulang., Perusahaan KITE
Pengembalian  wajib  melakukan perubahan data
keputusan  penctapan  sebagai  Perusahaan KITE
Pengembalian.
Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalion membongkar
dan/atau menimbun Barang dan Bahan, dan/atau Hasil
PFroduksi selain di lokasi penimbunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] dan/atau tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitas
KITE Pengembalian dibekukan,
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayatl (2]
huruf a, sesuai contoh format sebagaimana tercanium
dalam Lampiran VIl vang merupakan hagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
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{12} Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2] huruf b, sesuai contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ind.

(13} Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

(1}

(2]

(3

(4]

(5)

sesual contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Pengolahan, Perakitan, dan/atau Pemasangan
Barang dan Bahan, Konversi dan Subkontralk

Pasal 11
Barang dan Bahan wajib Diolah, Dirakit atau Dipasang
pada barang lain untuk menghasilkan barang Hasil
Produksi dengan tujuan diekspor.
Terhadap Barang dan Bahan wajib Diolah. Dirakil atau
Dipasang pada barang lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Perusahaan KITE Pengembalian menyerahkan
Konversi kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang
menerbilkan keputusan penelapan sebagai Perusahaan
RITE Fengembalian dalam hal Konversi belum direkam
dalam SKP.
Penyerahan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) dilakukan sebelum proses produksi dimulai.
Dalam hal terdapat perubahan Konversi atas Hasil
Produksi sebelumnya, Perusahaan KITE Pengembalian
harus mengajukan perubahan Konversi kepada kepala
Hantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan
penetapan  sebagal Perusahaan KITE Pengembalian,
dengan menyerahkan Konversi baru.
Perubahan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat [4)
harus  dilakukan paling lama sebelum tanggal
pemberilahuan pabean ekspor.



1G]

(7]

L)

(9

(10}

(1)

_ 04 -

Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian menyerahkan

Honversl melewali batas waktu sebagaimana dimaksud

pada ayal (3) atau mengajukan perubahan Konversi

melewati batas wakiu sebagaimana dimaksud pada avat

I5). penggunaan Bahan Baku yang dimintakan

pengembalian (BCL.KT 02) yang merujuk pada Konversi

tersebut ditolak.

Perubahan Konversi setelah tanggal pemberitahuan

pabean ekspor dapat dilakukan dalam hal:

a, kesalahan penulisan kode satuan;

b. kesalahan penulisan karakter pada kode Barang dan
Bahan dan/atau kode Hasil Produksi, seperti karakter
“17, tertulis “I7; dan/atan

c. kesalahan penulisan koeflsien karena ekuivalenst,
seperti "100 cm”, tertulis “1 m".

Perubahan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat

[¥} dilakukan dengan menambahkan kode baru Hasil

Produkst dan/atau kode Barang dan Bahan setelah seri

lerakhir kode Hasil Froduks! dan/atau kode Barang dan

Bahan pada nomor Konversi yang telah ada dalam

database SKF fasilitas KITE Pengembalian.

Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian tidak

menyampaikan Konversi, permohonan pengembalian Bea

Masuk tidak diterima.

KEonvers! sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai

contoh lormat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran

X yang merupakan baglan tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini

Pasal 12
Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayal (2)
atau perubahan Konversi sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 11 ayal (4) diserahkan dengan cara:
a. dikilm  secara  daring  melalul pertukaran  data

elekitronik ke dalam SKP fasilitas KITE Pengembalian;
alau
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b. diserahkan dengan sural permohonan pengunggahan
{loading] Konversi kepada kepala Kantor Wilayah atau
KPL.

Terhadap Konversi dan perubahan Konversi yang

diserahkan secara daring melalui perlukaran data

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

proses  penerimaan dan penyampaian tanda terima

ioading Konversi dilakukan menggunakan SKP fasilitas

KITE Pengembalian.

Terhadap Konversi dan perubahan Konversi yang

diserahkan dengan surali permochonan sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai:

a. menerima sural permohonan pengunggahan (loadirg)
Ronversl dan data Konversl yang akan diunggah;

b. melakukan pengunggahan (loading) data Konversi ke
dalam SKP fasilitas KITE Pengembalian; dan

c. menyampaikan tanda terima loading Konversi kepada
Perusahaan KITE Pengembalian,

surat Permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat (3)

sesuai conloh format sebagaimana ditetapkan dalam

Lampiran Xl yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 13

Perusahaan KITE Pengembalian dapat
mensubkontrakkan sebagian dari kegiatan pengolahan,
perakitan, dan/alau pemasangan Barang dan Bahan
kepada penerima subkontrak yang tercantum dalam data
keputusan  penetapan sebagai  Perusahaan KITE
Pengembalian.

Perusahaan KITE Pengembalian dapat
mensubkontrakkan  seluruh kegiatan  pengolahan,
perakitan, dan/alau pemasangan atas kelebihan kontrak
yang lidak dapat dikerjakan karena kelerbatasan
kapasitas produksl kepada penerima subkontrak yang
tercantum dalam data keputusan penctapan sebagai
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Perusahaan KITE Pengemballan, dengan Ketenluan

Ferusahaan KITE Pengembalian:

a.  berstatus perusahaan terbuka vang sebagian alau

seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat;

b. telah mendapatkan pengakuan sebagai operator

ekonomi bersertifikatl (authorized economic operator):

c. merupakan importir yang telah ditetapkan sebagai

MITA Kepabeanan; atan
d.  selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai
dengan huruf ¢, dengan kategort risiko rendah,
dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU
penerbil. kepulusan penelapan sebagai Perusahaan KITE

Pengembalian.

Uniuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud

pada  ayat (2), Perusahaan KITE Pengembalian

mengajukan permohonan kepada kepala Kanior Wilayah
atau KPU dilampiri dengan:

a4,  paparan mengenai kapasitas produksi; dan

b.  peganjian kerja sama subkentrak paling kurang

memuatl uraian pekerjaan yang dilakukan.

Permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan secara elekironik.

Dalam hal permochonan sebagaimana dimaksud pada

ayal [3] tidak dapat disampaikan secara elektronik,

permohonan disampaikan secara tertulis.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan

Cukai  yang dilujuk melakukan penelittan  atas

permohanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayal (3),

kepala Kantor Wilayah atau KPU  memberikan

persetujuan atau penolakan paling lama:

. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan dilerima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
elektronik: atan

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
Lertalis.
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Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayal (3] disetujui. kepala Kantor Wilayah atau KPU
menerbitkan surat persetujuan subkontrak seluruh
kegiatan pengelahan, perakitan, dan/atau pemasangan
atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan
karena kKeterbatasan kapasitas produksi.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU
menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan
alasan penolakan.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
sesual conteh formal sebagaimana tercantum  dalam
Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direklur Jenderal ini.

Sural persetujuan sebagaimana dimaksud pada avat (8],
sesunal contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Divektur Jenderal ini.

Pasal 14

Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian

mensubkontrakkan kegialan pengolahan, perakilan,

dan/alau pemasangan kepada penerima subkontrak
yvang belum tereantum dalam Keputusan penelapan
sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, Perusahaan

KITE Pengembalian wajib:

a. mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada
kepala Kantor Wilayah atan KPU yang menerbitkan
keputusan penetapan sebagal Perusahaan KITE
Pengembalian; atau

b. menyampaikan pemberitahuan penambahan
penerima subkontrak kepada kepala Kantor Wilayah
atau KPU yvang menerbilkan Keputusan penetapan
sebagai  Perusahaan KITE Pengembalian. bagi
perusahaan KITE  Pengembalian yang telah
mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi
bersertifikat {authorized economic operator] dan/fatan
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importir yang ielah ditetapkan sebagal MITA
Kepabeanan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul

a dan pemberitahuan sebagalmana dimaksud pada aval

(1) huruf b disampaikan secara elektronik.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1] huruf a atau pemberitahuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat disampaikan
secara eleklronik, permohonan atau pemberitahuan
disampaikan secara tertulis kepada kepala Hantlor

Wilayah atau KPLL.

Atas permohonan sebagaimana dimaksod pada ayat (1)

hurul a, kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan

persetujuan atau penolakan paling lama;

a. 3 (lima} jam Kerja kerja setelah permohonan diterima
secara lengkap, dalam hal permohonan disampailkan
secara eleklronik; atau

b. 3 [(liga) hari kerja sejak permohwonan dilerima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
tertulis.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} huruf a disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU

menerbitkan  sural persetujuan subkontrak Kepada

penerima  subkontrak yang belum tercantum  dalam
lampiran kKeputlusan KITE Pengembalian,

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) buruf a ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU

menyampalkan surat penolakan dengan menyebuikan

alasan penclakan.

Persetujuan  kegiatan subkontrak kepada penerima

subkenirak yang belum tercantum dalam keputusan

penetapan sebagal Perusahaan KITE Pengembalian
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a atau

pemberitahuan sehagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurul b hanya berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan

subkontrak,
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Dalam hal subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayal
(1} akan dilakukan secara tetap dan/atau berulang,
Perusahaan KITE Pengembalian harus mengajukan
perubahan data penerima subkontrak dalam keputusan
penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
hurul a. sesuai contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XIV yang merupakan baglan tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ind.

Surat pemberitahuan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf b, sesuai contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
sesual contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

Perusahaan KITE Pengembalian dapat
mensubkontrakkan kegialan pengolahan, perakitan,
dan/alau pemasangan kepada penerima subkontrak di
luar daerah pabean, dengan persetujuan kepala Kantor
Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan
penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
Kegiatan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} hanya dapat dilakukan dalam hal secara teknis
pekerjaan subkontrak tersebut tidak dapat dikerjakan di
dalam daerah pabean atau tidak dapal memenuhi
standar mutu apabila dikerjakan di dalam daerah
pabean, yang dibukiikan dengan sural pernyataan dari
perusahaan.
Alas  impor kembali hasil pekerjaan  subkontrak
sebagalmana dimaksud pada ayat (1):
a. dilakukan pemeriksaan fisik;
b. [asilitas KITE Pengembalian tetap diberikan dalam

hal dapat dibukiikan barang yang diimpor kembali
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merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar
daerah pabean; dan

c. atas Dbagian-bagian  (parts)] pengganti atau
ditambahkan, serta biaya pengerjaannya lermasulk
ongkos angkutan dan asuransi, berlaku ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenal impor kemball barang yang telah diekspor
untuk  keperluan perbaikan, pengerjaan, dan
pengujian,

Ekspor untuk kegiatan subkontrak kepada penerima

subkontrak di luar daerah pabean dilaksanakan sesual

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai ckspor.

Impor kembali hasil pekerjaan subkontrak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

peraluran  perundang-undangan  yang  mengatur

mengenal pengeluaran barang impor untuk dipakai,

Paszal 16

Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (1), Perusahaan KITE Pengembalian

mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah
atau KPU dilampiri dengan;

a. daftar jemis dan jumlah barang yvang akan
disubkontrakkan disertal dokumen pemberitahuan
pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan
pabean pemasukan asal barang yang akan
disubkontrakkan:

b.  alur proses produksi dan alasan perlunya dilakukan
kegiatan subkontrak kepada penerima subkontrak di
luar daerah pabean:;

c. dokumen yang membuktikan bahwa barang yang
nantinya diimpor kembali merupakan barang yang
disubkontrakkan ke luar daerah pabean: dan

d. daftar perkiraan bagian-bagian (parts] pengganti
atau  ditambahkan, serta biaya perbaikannya
termasuk ongkos angkutan dan asuransi, dalam hal
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terdapat penggantian, penambahan, atau biaya-
biaya dimaksud.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara elekironik,

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1] tidak dapat disampaikan sccara elektronik,

permohonan disampalkan secara lertulis,

Kepala Hantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan

Cukai vang ditujuk melakukan penelilian atas

permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1).

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kepala Hantor Wilayah atau  KPU  memberikan

persetujuan atau penolakan paling lama:

a, 5 (lima} jam kerja kerja setelah permohonan diterima
secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan
secara clektronlk; atau

b. 3 {tiga} hari kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
tertulis.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disetujul, kepala Kantor Wilayah atau HKPU

menerbitkan sural persetujuan subkontrak kepada
penerima subkontrak di luar daerah pabean.

Dalam hal permchonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU

menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan
alasan penolakan.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayai (1],

scsual contoh format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XVIl yang merupakan bagian tidak terpisalikan

dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Sural persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat [6),

sesual conloh format sebagalmana tercantum dalam

Lampiran XVl yang merupakan bagian  tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ind.
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BAB IV
EKSFOR

Pasal 17

Hasil Produksi yang akan dimintakan pengembalian Bea

Masuk harus diekspor.

Ekspor sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan dengan cara:

a. Langsung ke luar daerah pabean;

b. melalul Pusal Logistik Berikat; dan/atau

c. diserahkan kepada Perusahaan KITE Pengembalian
lain atau Perusahaan KITE Pembebasan. dalam
rangka ekspor barang gabungan,

Atas ekspor melalui Pusat Logistik Berikat scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat digunakan sebagai
dasar pengajuan permohonan pengembalian atas Barang
dan Bahan dalam hal Hasil Produksi telah dikeluarkan
dari Pusatl Logistik Berikat ke pelabuhan muat untuk
diekspor,

Atas ekspor barang gabungan sebagaimana dimaksud

pada ayat {2) huruf ¢ dapat digunakan sebagai dasar

pengajuan permohonan pengembalian atas Barang dan

Bahan dalam hal Hasil Produksi telah diekspor.

Ekspor barang gabungan sebagalmana dimaksud pada

ayat (2) hurul ¢ harus memenuhi Ketentuan sebagai

berikut:

a. digabungkan dengan Hasil Produksi Perusahaan
KITE Pengembalian lain atau Perusahaan KITE
Pembebasan;

b.  wajib dickspor dalam satu kesatuan unit;

c. dapat dimintakan pengembalian Bea Masuk alas
Barang dan Bahan dalam hal telah diekspor;

d. Ekspor scbagaimana dimaksud pada hurul ¢
dilakukan sebelum jangka wakiu ekspor berakhir:
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e.  penyerahan barang untuk tujuan penggabungan
menggunakan Surat Serah Terima Barang (SSTB);
dan

[.  diberiiahukan dalam 1 (satu) dokumen
pemberitahuan pabean ekspor sebagai ekspor Hasil
Produksi dengan mengisi nomer dan langgal SSTB
dalam lembaran lanjutan dokumen pelengkap
pabean.

Dickspor dalam satu kesatuan unil sebagaimana

dimaksud pada ayat {4) huruf b merupakan Hasil

Froduksi Perusahaan KITE Pengembalian digabungkan

menjadi satu kesatuan vang utuh dengan hasil produksi

perusahaan lain namun masing-masing barang masih
tlapat dipisahkan.

Pasal 18
Alas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(2] huruf a, Perusahaan KITE Pengembalian:
a.  memberitahukan ekspor sebagai kategori ekspor
dengan [asilitas KITE Pengembalian; dan
b. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan
penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian,
pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor.,
Alas ckspor melalui Pusat Logistik Berikal sebagaimana
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2] huruf b, Perusahaan
KITE Pengembalian harus mencantumkan nomor dan
tanggal kepulusan penetapan sebagai Perusahaan KITE
Penigembalian pada dokumen pemberitahuan pabean
ekspor.
Dalam hal dokumen pemberitahuan pabean ekspor lidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} atau ayat (2), atas Hasil Produksi yang diekspor
dimaksud lidak dapat dimintakan pengembalian Bea
Masuk.
Ekspor sebagaimana dimaksud pada pasal 17
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai ekspor.
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BAB V
PENGEMBALIAN BEA MASUK

Bagian Pertama

Persyaratan Pengembalian Bea Masuk

Pasal 19

Pengemballan dapat diberikan terhadap seluruh atau
sebagian Bea Masuk yang telah dibayar atas Impor Bahan
Baku yang hasil produksinya telah diekspor.
Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sebesar Bea Masuk dari Bahan Baku Yang
terkandung dalam Hasil Produksi yang telah diekspor,
Pengembalian bea masuk antidumping, bea masuk
imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea
masuk pembalasan diberikan sebesar  bea masuk
antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan
pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan yang
lerkandung dalam Hasil Produksi yang diekspor vang
dihitung secara proporsional.
Penghitungan secara  proporsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} adalah perbandingan antara
Jjumiah bea masuk [Most Favoured Nation) dalam Bahan
Baku yang terkandung dalam Hasil Produksi dengan
jumlah total bea masuk [Most Favoured Nation) dalam
dokumen pemberitahuan impor dikaltkan jumlah bea
masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk
tindakan pPENgamanar, dan/atau bea masuk
pembalasan dalam dokumen pemberitahuan impaor.
Pengembalian Bea Masuk dapat diberikan sepanjang
memenuhi Kriteria sebagai berikut:
a, Hasll Produksi yang menggunakan Barang dan

Bahan yang dimohonkan pengembalian Bea Masuk

nyata-nyaia telah dilakukan ekspor;
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b. Ekspor sebagaimana dimaksud pada hurul a,
dilakukan dalam jangka waktu:

1. paling lama 12 [dua belas) bulan sejak tanggal
pendalfiaran dokumen pemberitahuan pabean
dalam rangka impor dan/atau pemasukan; atau

2. lebih dari 12 [dua belas) bulan dalam hal
Perusahaan KITE Pengembalian memiliki masa
produksi lebih dari 12 [dua belas) bulan;

c.  Bea Masuk atas Imper atau pemasukan Barang dan
Bahan dari Hasil Produksi yang dilakukan ekspor
sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilunasi
dengan bukti pembayaran menggunakan akun
pendapatan Bea Masuk untuk fasilitas KITE
Pengembalian; dan

d. Perusahaan KITE Pengembalian telah menyerahkan
Honversi secbagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Perusahaan KITE Pengemballan dapat mengajukan

permohonan perpanjangan jangka waktu ckspor dengan

dilampiri  bukti yang mendukung pemenuhan
persyaralan perpanjangan jangka wakiu ekspor KITE

Pengembalian,

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hars

disampaikan sebelum jangka waktu ekspor berakhir.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

disampaikan secara elekironik.

Dalam hal permchonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) tidak dapat disampaikan secara elektronik,

permohonan disampaikan secara tertulis.

(10) Atas permohonan perpanjangan jangka waktu ekspor,

kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan
Culkal yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:
a. Jangka walkiu ekspor atas dokumen pemberitahuan
pabean Impor danfataun pemberitahuan pabean
pemasukan:



- 86 -

b, alasan permohonan perpanjangan jangka waktu
ekspor; dan

c. bukti pendukung terkait alasan permohonan
perpanjangan jangka waktu ekspor,

[11) Kepala HKantor Wilayah atau KPU memberikan
persetujuan  atau  penolakan  atas  permohonan
sebagaimana dimaksud pada avat (6] paling lama;

a. 5 (ima) jam kerja setelah permohonan diterima
secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan
secara elektronik; atau

b. 3 (tiga}] hari kerja setelah permohonan diterima
secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan
secara tertulis.

(12} Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (B) disetujui, kepala Kantlor Wilayvah atau KPU
menerbitkan sural persetujuan perpanjangan jangka
wakiu ekspor, dengan jangka wakiu paling lama sesuai
ketentuan.

(13] Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
aval (6) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU
menyampaikan sural penolakan dengan menyebutkan
alasan penolakan.

(14) Penghitungan  secara  proporsional  sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai contoh
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIX vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini

(13) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
sesuai contoh format sebagaimana  tercantum  dalam
Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

|16] Surat persetujuan perpanjangan jangka wakiu ekspor
KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(12], sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
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(17} Surat penolakan atas permchonan perpanjangan jangka

(1)

(2]

(3]

(4}

(3]

wakin ekspor KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud
pada ayat ({13}, sesuai contoh formal schagaimana
tercanium dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direltur Jenderal ini.

Pasal 20

Perusahaan KITE Pengembalian dapat  mengajukan

permohonan perpanjangan kembali jangka waktu ekspor

RITE Fengembalian yang telah diberikan perpanjangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (12), dengan

dilampiri dengan buktl yang mendukung pemenuhan
persyaralan perpanjangan jangka wakiu ekspor KITE

Pengembalian.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

disampaikan secara elekironik.

Dalam hal permochonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elekironik,

permohonan disampaikan secara tertulis kepada Direktur

Fasilitas HKepabeanan atas nama Direktur Jenderal

melalul kepala Kantor Wilayvah atan KPU.

Alas permohonan perpanjangan jangka waktu ekspor

KITE Pengembalian, Hepala Kantor Wilayah atau KPU

atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan

penelitian terhadap:

a. jangka wakitu ekspor KITE Pengemballan atas
dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau
pemberitahuan pabean pemasukan;

b. alasan permchonan perpanjangan jangka wakiu
ekspor KITE Pengembalian; dan

c. bukti  pendukung terkait alasan  permohoran
perpanjangan  jangka  waktu ckspor KITE
Pengembalian.

Kepala HKanlor Wilayah atau KPU  memberikan

rekomendasi kepada Dircklur Fasilitas Kepabeanan

mengenal persetujuan alau penolakan atas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) paling lama:
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a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
elektronik; atau

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
tertulis.

(B) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada avat (5,

[7)

(8]

()

Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian kembali
terhadap:

a. jangka waklu eckspor KITE Pengembalian atas
dokumen pemberitahuan pabean impor danfatan
pemberitahuan pabean pemasukan;

b. alasan permohonan perpanjangan jangka waktu
ekspor KITE Pengembalian; dan

c. bukti pendukung terkait alasan permohonan
perpanjangan  jangka waltu ekspor KITE
Pengembalian.

Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Direkiur

Jenderal memberikan persetujuan alau penolakan atas

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lama:

a, O (lima] jam kerja setelah rekomendasi dari kepala
Kantor Wilayah atau KPU diterima secara lengkap,
dalam hal permwhonan disampaikan secara
elektronik; atau

b. 3 (tiga) harl kerja setelah rekomendasi dart kepala
Kantor Wilayah atau KPU diterima secara lengkap,
dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disetujui, Direktur Fasilitas HKepabeanan

menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka
wakiu ekspor KITE Pengembalian.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditelak, Direktur Fasilitas Kepabeanan

menyampatkan surat penclakan dengan menyebutkan
alasan penolakan.
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Sural permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat [1),
sesual contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXIII  yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Surat rekomendasi mengenai perpanjangan jangka wakin
ekspor KITE Pengembalian scbagaimana dimaksud pada
ayal (9), sesuai contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Surat persetujuan perpanjangan kembali jangka walkiu
chkspor KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (B), sesuai contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direkiur Jenderal ini.

Surat penclakan atas permohonan perpanjangan kembali
jangka waktu ekspor KITE Pengembalian sebagaimana
dimaksud pada aval [9), sesual conioh {ormal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3XXVT yvang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Permohonan Pengembalian Bea Masuk

Pasal 21
Untuk mendapatkan pengembalian Bea  Masuk
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Perusahaan
RITE Pengembalian harus mengajukan permohonan
kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang
menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan
KITE Pengembalian, disertai laporan penggunaan Bahan
Baku yang dimintakan Pengembalian (BCL.KT Q2] dengan
melampirkan:
a. dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau
dokumen pemberilahuan pabean pemasukan yang
telah mendapat persetujuan keluar oleh Pejabal Bea
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dan Cukai dan bukti pembayaran Bea Masuk yang
menggunakan Akun Pendapatan Bea Masuk dalam
ranghka Fasilitas KITE Pengembalian;
b.  dokumen pemberitahuan pabean ekspor; dan
c. bukti realisasi ekspor dalam hal Barang dan Bahan
diselesaikan dengan diekspor, berupa:
1. laporan hasil penelitian realisasi ekspor; dan
2. dokumen bukti transalesi keuangan/
pembayaran atas ckspor/devisa hasil ekspor.
Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disampaikan dengan cara:

a. dikirim secara daring melalui pertukaran data
clektronik ke dalam SKP fasilitas KITE Pengembalian;
ataun

D. diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah atan KPL,

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diajukan paling lama 6 (enam) bulan sejak langgal
laporan hasil penelitian realisasl ekspor.

Ketentuan  penyerahan dokumen salinan  cetak
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak
berlaku bagi Perusahaan KITE Pengembalian yang
melakukan impor dan/atau pemasukan dan ekspor yang
pemberitahuan pabeannya diajukan di Kantor Pabean
vang telah menerapkan SKP.

Laporan hasil penelilian realisasi ekspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] huruf ¢ angka 1 merupakan hasil
rckonsiliasi  terhadap dokumen pabean ekspor dan
outward manifest dengan mencocokkan elemen nomaor
dan tanggal dokumen pabean ekspor dalam SKP;

Dalam hal 7 {tujuh) hari setelah tanggal perkiraan ekspor
hasil rekonsiliasi sebagalmana dimaksud pada ayat (5)
kedapatan tidak  sesuai, SKP memberitahukan
ketidaksesuaian melalul notifikasi tidak rekon.
Berdasarkan nolifikasi tidak rekon, Perusahaan KITE
Pengembalian menginput data PEB pada SKP dan
menyerahkan atau mengunggah dokumen:

a. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PEE;
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b, 55TB, dalam hal barang ekspor gabungan;

c. Invoice;

d. Packing list:

e. House B/L atau AWE,

Perusahaan KITE Pengembalian wajib mengunggah
dokumen sebagaimana dimaksud pada avat (7) dalam
SKF atau menyerahkan ke HKantor Wilayah alau KPU
dalam jangka waktu paling lambat 60 lenam puluh) hari
sejak tanggal notifikasi tidak rekon,

Kepala Hantor Wilayah atau EPU atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk melaltukan penelitian atas dokurmen
secbagaimana dimaksud pada ayat {7) dan memberikan
persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling
lama 14 (empal belas) harl sejak tanggal diterimanya
dokumen dengan lengkap dan sesuai dalam SEP,
Ketentuan penyerahan salinan cetak buki  realisasi
ckspor sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf c
tidak berlaku dalam hal data telah tersedia pada SKP.
Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] terpenuhbi dalam hal (elah
diterima dalam SKP dengan mendapatkan register.

Sural permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) sesuai contoh formatl sebagaimana
tercantum  dalam Lampiran XXVII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

Laporan penggunaan Bahan Baku vyang dimintakan
pengembalian (BCL.KT 02) sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) sesuai contoh formai sebagaimana tercantum
dalam Lampiran NXVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal inl.
Laporan Hasil Penelilian Realisasi Ekspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan Tata cara penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sesuai
dengan  ketentuan  sebagaimana  tercantum  dalam
Lampiran XXIX yang merupakan bagian  tidak
terpisahkan darl Peraturan Direktur Jenderal ini.
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Pasal 22

Alas permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1}, kepala Kantor Wilayah

atau KPU atau Pejabal Bea dan Cukal vang ditunjuk
melakukan penelitian;

a. kesesualan dokumen pemberitahuan pabean impor,
dokumen  pemberitahuan  pabean  pemasukan,
dokumen pemberitahuan pabean ekspor, dan/ataun
dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian yang
dilaporkan dengan data pada SKF atau data pada
DJBC:

b. pemenuhan persyaratan pencantuman nomor dan
tanggal keputusan penetapan scbagai Perusahaan
KITE Pengembalian pada dokumen pemberitahuan
pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan
pabean pemasukan serta dokumen pemberitahuan
pabean ekspor;

c. pemenuhan  persyaratan pemberitahuan  ekspor
scbagai  kategori ekspor dengan f[asilitas KITE
Pengembalian pada dokumen pemberitabuan pabean
ekspor;

d. pemenuhan persyaratan jangka waktu permohonan
pengembalian;

e. pemenuhan persyaratan jangka wakin ekspor KITE
Pengembalian;

[ kesesuaian jenis Barang dan Bahan yang disampaikan
dalam laporan penggunaan Barang dan Bahan yang
dimintakan pengembalian (BCL.KT 02) dengan jenis
Barang dan Bahan yang diimpor dan/atan
dimasukkan berdasarkan data pada SKP;

g. Kesesuaian jumlah dan jenis Hasil Produksi yang
disampaikan dalam laporan penggunaan Barang dan
Bahan yang dimintakan pengembalian (BCL.KT 02)
dengan jumlah dan jenis Hasil Produksi dalam

dokumen pemberitahuan pabean ekspor berdasarkan
data pada SKP:
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h. kesesuaian Konversl yang dicantumkan dalam laporan
laporan penggunaan Bahan Baku yang dimintakan
pengembalian (BCL.KT 02) berdasarkan data Henversi
pada SKF,

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kedapatan sesuai, atas permohonan

pengembalian yang disampaikan diberikan register,

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayal (1) kedapatan tdak sesuai, permohonan

pengemballan yang disampaikan diserahkan kembali
kepada pemohon,

Terhadap permohonan  pengembalian yvang telah

mendapatkan register, kepala Kantor Wilayah atau KPU

atau Pejabat Bea dan Cukal yang ditunjuk melakukan
penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Dalam  hal  perusahaan  belum  menyampaikan

kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau

Pejabat Bea dan Cukal yang ditunjuk menyampaikan

pemberitahuan kepada perusahaan.

Perusahaan wajlb menyampaikan kelengkapan dokumen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling

lama 7 [tujuh) hari kerja scjak tanggal pemberitahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dalam hal perusahaan tidak menyampaikan kelengkapan

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat  (6),

permohonan pengembalian ditolak.

Dalam hal perusahaan telah menyampaikan kelengkapan

dolkumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(1), Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabai Bea

dan Cukal yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:

a. pemenuban wakiu penyerahan Konversi, kebenaran
impor danfalau pemasukan. dan kebenaran
transaksi ekspor; dan

b. kesesualan jumlah pemakaian Barang dan Bahan
yang dilaporkan dalam laporan penggunaan Bahan
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Baku yang dimintakan Pengembalian (BCL.KT 032)
dengan jumlah pemakaian Barang dan Bahan yang
terkandung dalam Hasil Produksi berdasarkan
Konversi.

Untuk melakukan penelitian terhadap kebenavan

transaksi ekspor sebagaimona dimaksud pada ayat [5)

hurufl a, Pejabal Bea dan Cukal yang ditunjuk

menggunakan data:

a. laporan hasil penelitian realisasi ekspor: dan

b, devisa hasil ekspor atau dokumen bukti transaksi

keuangan/pembayaran aias ekspor.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayvat (1] dan ayat

(8] dapat dilakukan dengan menggunakan SKP.

Dalam hal penelitian terhadap laporan penggunaan

Bahan Baku yang dimintakan Pengembalian (BCL.KT 02]

terdapat;

a. kesalahan pengisian kode penyelesaian, langgal
dan/atau nomor aju dokumen pemberitahuan impor,
tanggal dan/atan nomor pendaftaran dokumen
pemberitahuan pabean impor. nomor seri barang,
nomor dan langgal dekumen pemberitahuan pabean
ckspor, klasifikasi HS., satuan, kode bahan baku,
kode hasil produksi. jumlah bahan baku, jumilah hasil
produksi dan kode kantor; dan/atau

b, nomor Ronversi yang dilampirkan tidak sesuai dengan
permohonan pengembalian.

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan

konfirmasi kepada Perusahaan KITE Pengembalian dan

meminta buktl pendukung, dengan cara menyampaikan
pemberitahuan melalui perlukaran data elekironik.

Dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (11) membuktikan adanya kesalahan yang tidak

signifikan, seperil kesalahan pengetikan alau sejenisnya,

Perusahaan KITE Pengembalian dapat melakukan

pengajuan perbaikan permohonan pengembalian.
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Pengajuan perbatkan sebagaimana dimaksud pada ayal
{12} harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal surat pemberitahuan,

Dalam hal pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud
pada ayat ({12} melewati jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (13), penelitian dilakukan
berdasarkan data permohonan KITE Pengembalian yang
dimintakan konflrmasi.

Pemberitahuan pengembalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Dircktur Jenderal ini.
Pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sesuali contoh  [ormat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Pasal 23
Kepala Hantor Wilayah atau KPU  memberikan
persetujuan atau  penolakan  atas  permohonan
pengembalian berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud dalam pasal 22,
Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabal Bea dan
Cukal yang ditunjuk harus memberikan putusan
sebagaimana dimaksud pada ayal {1) paling lama 20
[dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara
lengkap.
Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
a.  menyetujul seluruhnya;
b.  menolak seluruhnyva; atau
c. menyeiujui sebagian.
Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] disetujui seluruhnya, kepala
Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan Surat Ketetapan
Pembayaran  Fasilitas Pengembalian  Bea Masuk
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[SKP.FFEM) sebagal dasar penerbitan Surat Perintah
Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk.
Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) disetujui sebagian, kepala Kantor
Wilayah atau KPU menerbitkan Sural Keletapan
Pembayaran  Fasilitas Pengembalian Bea  Masuk
[SKF.FPBM)  dengan  nilai  sebesar  permohonan
Pengembalian yang disetujul sebagai dasar penerbitan
Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas
Pengembalian Bea Masuk (SPME.FPBM).

Dalam hal hasil penelitian stas permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditolak seluruhnya, kepala
Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan  surat
pemberitahuan dengan menyebutlkan alasan penolakan,
Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian
Bea Masuk (SHP.FPBM) sebagaimana dimaksud pada
ayat [2) sesuai contoh formatl sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direklur Jenderal ini.

Pasal 24

Lembar  asli Sural Ketetapan Pembayaran Fasllitas

Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPEM] sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan (8) disampaikan

kepada Perusahaan KITE Pengembalian dan  dibuat

salinannya dengan peruntukan:

a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
setempat;

b, Direktorat Penmerimaan dan Perencanaan Stralegis,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukal;

¢. Kantor Pabean atau KPU, tempat pemenuhan
kewajiban pabean tmpor atau pemasukan; dan

d.  Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan Surat
Retelapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea
Masuk [SKP.FFBM),

Penyampaian salinan Surat Ketetapan Pembayaran

Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) kepada



(3)

(4)

(5

(&)

i7)

. o B

Hantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huoref a
disampaikan melalui Kantor Pabean atau KPU tempal
pemenubhan  kewajlban  pabean impor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ untuk diajukan secara
bersama pada saal pengajuan Sural Perintah Membayar
Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk
(SEME.FPBM].

Berdasarkan Surat HRetetapan Pembayaran Fasililas
Pengemballan Bea Masuk (SKP.FPBM) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayal {4) dan (5), Perusahaan
KITE Pengembalian mengajukan permohonan
pembayaran pengembalian Bea Masuk ke Kantor Pabean
atau KPU tempat pemenuhan kewajiban pabean impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
Berdasarkan permohonan Perusahaan KITE
Pengembalian schagaimana dimaksud pada ayat (3),
kepala Kantor Pabean atau kepala KPU atau Pejabat Bea
dan Cukal yang ditunjuk melakukan pengujian atas
salinan  Surat  Heletapan  Pembayaran  Fasilitas
Pengembalian Bea Masuk [SKP.FPBEM).

Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] telah sesuai, kepala Kantor Pabean atau kepala
KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
menerbitian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) paling
lama 5 (Hma) hari kerja sejak permohonan pembayaran
Pengembalian Bea Masuk diterima secara lengkap.

Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) terdapat ketidaksesuaian, kepala Kantor Pabean
atau KPU  melakukan konfirmast  kepada kepala
Kantor Wilayah atau kepala KPU yang menerbitkan
keputusan  penetapan  sebagai Perusahaan KITE
Pengembalian  paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
permohonan  pembayaran  pengembalian  Bea Masuk
diterima secara lengkap.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU yvang menerbitkan
keputusan  pencltapan  sebagai  Perusahaan KITE
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Pengembalian menyampaikan jawaban atas konfirmasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6] paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak konfirmasi diterima.
Dalam  hal jawaban atas konfirmasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (7] menyatakan sesuai, kepala
Kantor Pabean atau KPU atau Pejabal Bea dan Cukai
yang dilunjuk  menerbitkan  Surat  Permintaan
Pembayaran [SPP) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
jawaban kKonlirmasi diterima.
Dalam hal jawaban atas konfirmasi sebagaimana
dimaksud pada ayat {7) menyatakan tidak sesuai, kepala
Kantor FPabean atau KPU menerbitkan surat
pemberitahuan penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak jawaban konfirmasi diterima.
Berdasarkan Surat  Permintaan Pembayaran ({SPF)
scbagalmana dimaksud ayat (5) atau ayat (8}, kepala
Kantor Pabean atau KPU atau Pejabal Bea dan Cukai
yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SPMK.FPEM)
paling lama 5 (lima] hari kerja sejak tanggal Surat
Permintaan Pembayaran [SPP) diterbitkan.
Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas
Pengembalian Bea Masuk (SPME.FPEM) sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) diterbitkan dalam 5 (lima)
rangkap dengan peruntukan:
@, lembar ke-1 dan ke-2 untuk HKantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara;
b.  lembar ke-3 untuk Perusahaan KITE Pengembalian;
c. lembar ke-4 untuk Kantor Wilayah yang
menerbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas
Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM); dan
d. lembar ke-5 sebagai arsip pada Kantor Pabean atau
KFU yang menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk
(SPMK.FFBM).
Lembar ke-1 dan ke-2 Surat Perintah Membavar Kembali
Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SPMEK FPEM)
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sebagaimana dimaksud pada ayal (11) huruf a
disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara secara langsung oleh petugas vang ditunjuk,
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal Surat
Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea
Masuk [SPMK.FFBM) diterbitkan,

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Kemball Fasilitas
Pengembalian Bea Masuk ([SPMEKFPEM], Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Sural
Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 25

Penandatangan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas
Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) dan Surat Perintah
Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk
ISPME.FPEM) tidak boleh dirangkap oleh 1 (satu) orang
Pejabat Bea dan Cukai.

Spesimen landa langan Pejabat Bea dan Cukai
penandatangan Surat Keletapan Pembayaran Fasilitas
Pengembalian Bea Masuk [SKP.FPBEM)] dan Surat Perintah
Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk
(SPME.FFBM)  disampaikan ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara setiap tahun atau setiap terdapat
perubahan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani
Surat Ketetapan Pembayaran Fasllitas Pengembalian Bea
Masuk [SKP.FFBEM]} dan/atau Surat Perintah Membavar
Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk
[SPME.FPEM).

Bagian Ketiga
Helebihan Pembayaran Pengemballan Bea Masuk

Pasal 26

Dalam hal terdapat kelebthan pembayaran pengembalian
Bea Masuk, Perusahaan KITE Pengembalian wajib
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mengembalikan  kelebihan pembayaran pengembalian
EBea Masuk.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan sural
penetapan pabean sebagai dasar penagihan kewajiban
FPerusahaan KITE Pengembalian mengembalikan
kelebihan  pembayaran  pengembalian Bea Masuk
scbagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Kekurangan Pembayaran Pengembalian Bea Masuk

Pasal 27

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pengembalian
Bea Masuk, Perusahaan KITE Pengembalian dapal

mengajukan  permohonan atas kekurangan pembayaran
pengembalian Bea Masuk.

(1]

(2)

(3]

BAB V1
MONITORING, EVALUASI, DAN AUDIT

Bagian Pertama
Monito ring dan Evaluasi

Pasal 28

Hepala Hantor Wilayah atau KPU yang menerbiikan
keputusan  penetapan sebagai Perusahaan KITE
Pengemballan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
melakukan monitoring terhadap pemberian fasilitas KITE
Pengembalian,
Kegiatan monitering sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan bersamaan dengan kegiatan pelayanan dan
pengawasan lerhadap perusahaan penerima [asilitas
KITE Pengembalian.
Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
a. disampaikan kepada unil yang melaksanakan tugas

dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan/fatau unit
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yvang melaksanakan tugas dan fungst di bidang
pengawasan kepabeanan sebagai informasi awal;

b. digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi
pemberian fasililas KITE Pengembalian; dan/atau

c. digunakan secbagai dasar penagihan kelebihan
pembayaran pengembalian Bea Masuk dalam hal
terdapat kelebihan pembayaran pengembalian Bea
Masuk.

Tata cara monitoring scbagaimana dimaksud pada ayai

(1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur

Jenderal mengenai pelaksanaan monitoring dan/atau

evaluasi terhadap perusahaan penerima fasililas
kepabeanan.

Pasal 29
Bepala Hantor Wilayah atauw KPU yang menerbitkan
keputlusan  penetapan sebagai  Perusahaan KITE
Pengemballan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
melakukan evaluasi terhadap pemberian fasilitas KITE

Pengembalian secara periodik paling kurang 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.

Dalam rangka evaluasl kebijakan fasilitas KITE

Pengembalian, Direktur Fasilitas Kepabeanan atau

Pejabat Bea dan Cukal yang ditunjuk dapat melakukan

evaluasi terhadap pemberian lasilitas KITE

Pengembalian.

Hasil evaluasi scbagalmana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2):

a. digunakan sebagal dasar untuk melakukan asistensi,
pembinaan,  apresiasi,  pembekuan, dan/atau
pencabutan fasilitas KITE Pengembalian; dan/atau

b. rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang-

undangan.
Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
mengenai pelaksanaan monitoring dan/atau  evaluasi
terhadap perusahaan penerima [asilitas kepabeanan,
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Bagian Kedua
Audit Eepabeanan

Pasal 30
Dalam rangka menguji kepatuhan Perusahaan KITE
Pengemballan atas kelentuan penggunaan fasilitas KITE
Pengembalian, dapat dilakukan audit kepabeanan,
Dalam hal berdasarkan hasil audit kepabeanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelebihan
pembayaran pengembalian Bea Masuk, Perusahaan KITE
Fengembalian ~ wajib  mengembalikan  kelebihan
pembayaran pengembalian Bea Masuk.
Hasil audit kepabeanan disampaikan kepada kepala
Bantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan
penctapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian,
Audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada aval (1)
dilaksanakan sesual dengan peraturan perundang
undangan yang mengatur mengenal audit kepabeanan.

BAB VII
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN
Bagian Pertama
Pembekuan

Pasal 31

Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan pembekuan

terhadap fasilitas KITE Pengembalian dalam  hal

Perusahaan EBITE Pengembalian:

a.  Hdak mendayagunakan sistem informasi persediaan
berbasis komputer (IT Inverntory);

b. tdak mengajukan permohonan perubahan data
keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE
Pengembalian kepada kepala Kantor Wilayah atau
KEPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
alas perubahan data berupa berupa nama
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perusahaan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak
[NFWF), penanggung jawab, Barang dan Bahan,
dan/alau Hasil Produksi;

tidak memenuhi ketentuan pembongkaran dan/ataun
penimbunan Barang dan Bahan dan/atan Barang
Conteh serta Hasil Produksi sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau ayat (2), paling
lama 3 [liga) bulan berdasarkan pertimbangan
mangjemen risiko kepala Kantor Wilayah atau KPU;
tidak memenuhi ketentuan subkontrak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), paling lama 3
(tiga) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen
risiko kepala Kantor Wilayah atau KPU:

tidak memenuhi ketentuan subkontrak atas seluruh
kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau
pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2), paling lama 3 ([tga) bulan berdasarkan
pertimbangan  manajemen  risiko kepala Kanlor
Wilayah atau KPU,

tidak memenuhi ketentuan subkontrak kepada
penerima subkontrak vang belum tercantum dalam
keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE
Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1), paling lama 3 [tiga) bulan berdasarkan
pertimbangan manajemen ristko kepala HKantor
Wilayah atau KPU;

tidak  mengemballkan  kelebihan  pembayaran
pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayal (1) sampai dengan tanggal jatuh
lempao;

tidak menyerahkan deokumen dan/atau data yang
diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan
cvaluasi:

tidak memasang papan nama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayal (2);
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J.  tidak melakukan penatausahaan barang asal

fasilitas KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3);

k. tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat 1;

L diduga melakukan tindak pidana di  bidang
perpajakan, hepabeanan, dan/atau cukai dengan
bukti  permulaan yang cukup berdasarkan
rekomendasi penyidik: dan/atau

m. Perusahaan KITE Pengembalian berubah siatus
menjadi  Pengusaha  Kawasan Berikat  atan
Pengusaha di Kawasan Berikat dan permohonan izin
Kawasan Berikat telah disetujui.

Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian memenuht

kriteria pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayatl

[1}. kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat

pembekuan fasilitas KITE Pengembalian.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan

Cukal vang ditunjuk melakukan perckaman surat

pembekuan sebagaimana dimaksud pada avat (2) dalam

SKP.

Dalam hal fasilitas KITE Pengembalian dibekukan,

Perusahaan KITE Pengembalian tidak dapat mengajukan

permohonan pengembalian Bea Masuk.

Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

menghilangkan hak Perusahaan KITE Pengembalian

untuk melakukan kegiatan kepabeanan lain.

Surat  pembekuan fasilitas KITE  Pengembalian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh

formal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXXIII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Pasal 32
Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberiakukan
kembali fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b,



(2)

13]

- 55 -

dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah

mengajukan  permohonan  perubahan  data secara

lengkap, dan telah diberikan persetujuan oleh kepala

Kantor Wilayah atau KPU.

Kepala HKanltor Wilayah atan KPU memberlakukan

kembali fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf ¢
sampal dengan huruf {, dapat diberlakukan kembali
setelah waktu pembekuan berakhir,

Kepala Kantor Wilayah atau KPU  memberlakukan

kembali fasilitas KITE Pengembalian vang dibekukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a,

dan huruf g sampai dengan huruf k, dapat diberlakukan

kernbali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian:

a. telah mendayagunakan sistem informasi persediaan
berbasis komputer (IT Inventoryl;

b. telah mengembalikan kelebihan pembayaran fasilitas
KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam
FPasal 26 ayat [1):

¢. lelah menyerahkan dokumen dan/atau data yang
diperlukan dalam pelaksanaan moniloring  dan
evaluasi;

d. telah memasang papan nama sebagaimana
dimaksud pada Pasal 6 ayat (2):

e. telah melakukan penatausahaan barang asal
fasilitas KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat, [3);

[ telah menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1); atau

g tidak terbukii melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukal
berdasarkan rekomendasi penyidik atau putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
letap.

[4] Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian  telah

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayal (2], atau ayat (3), kepala Kantor Wilayah atau KPU
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menerbitkan surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE
Pengembalian.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan
Cukal yang ditunjuk melakukan perekaman surat
pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pengembalian
schagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam SKFP.

Surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE
Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Pencabiitan

Pasal 33

Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan pencabutan

fasilitas KITE Pengembalian dalam hal Perusahaan KITE

Pengembalian:

a. tidak melakukan kegiatan impor dan/aiau
pemasukan Barang dan Bahan dengan
menggunakan fasilitas KITE Pengembalian selama 2
(dua) tahun berturut-turut;

b. tidak mengajukan permohonan perubahan data

nama perusahaan, data alamai, Nomor Pokole Wajib
Pajak [NPWF], dan/alau penanggung jawab pada
keputusan penerima fasilitas KITE Pengembalian
dalam waktu paling lama 60 fenam puluh) hari scjak
langgal fasilitas KITE Pengembalian dibekukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
hurufl b;

¢. dilerbitkan sural paksa karena ada tagihan vang
lidak dilunasi:

d. terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan, kepabeanan, dan/atau culai
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berdasarkan putusan pengadilan vang telah
memiliki kekuatan hukum tetap;

e. berubah status menjadi pengusaha Kawasan Berilkat
atau pengusaha di Kawasan DBerikal, setelah
permohonan pengembalian Bea Masuk
mendapatkan putusan;

[, dinyalakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki keluvatan hukum tetap;

g. tidak lagli memenuhi kriteria untuk memperoleh
fasilitas KITE Pengembalian; dan/atau

h, mengajukan  permohonan  untuk  dilakukan
pencabutan fasilitas KITE Pengembalian.

Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian memenuhi

kriteria pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan

keputusan  pencabutan  atas penetapan  sebagai

Perusahaan KITE Pengembalian.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabal Bea dan

Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman kKeputusan

pencabutan atas penetapan sebagai Perusahaan KITE

Pengembalian scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

dalam SKF.

Dalam rangka pencabutan fasilitas KITE Pengembalian,

terhadap Perusahaan KITE Pengembalian dapat terlebih

dahulu dilakukan pemeriksaan sederhana oleh kepala

Kantor Wilayah ataun KPU atau dilakukan audit

kepabeanan.

Dalam hal fasililas KITE Pengembalian dicabut, berlaku

ketentuan scbagai berikut:

a, permohonan  pengembalian  yang telah  diajukan
sebelum pencabutan fasilitas KITE Pengembalian,
diselesaikan sesual kelentuan penyelesaian atas
permohonan pengembalian Bea Masuk; dan

b. tidak dapal mengajukan permohonan pengembalian
Bea Masuk.

Dalam hal fasititas KITE Pengembalian dicabui, badan

usaha wajib melunasi seluruh pungutan negara untuk
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impor yang lerutang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di  bidang kepabeanan dan
perpajakan,

Keputusan  pencabutan atas penetapan  sebagai
Perusahaan KITE Pengembalian sesuai contoh format
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXXV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

BAB VIII

PERUBAHAN STATUS MENJADI PENGUSAHA KAWASAN

BERIKAT ATAU FENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT

Pasal 34
Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian akan berubah
stalus  menjadi  pengusaha Kawasan Berikalt atau
pengusaha di Kawasan Berikat, Perusahaan KITE
Pengembalian mengajukan permohenan izin Kawasan
Berikat kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor
Wilayah atau KPLI.
Dalam hal permohonan izin Kawasan Berikat disetujui
kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit Kepulusan
penetapan  sebagai  Perusahaan KITE Pengembalian
membekukan  fasilitas  KITE Pengembalian vang
diberikan.
Eepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman surat
pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dalam
SKP.
Perusahaan HKITE Pengembalian dapatl mengajukan
permohonan penetapan Barang dan Bahan asal fasililas
KITE Pengembalian menjadi saldo awal persediaan
Kawasan Berikat kepada kepala Kantor Wilayah atau
KPU yang menerbitkan kepulusan penetapan sebagai
Perusahaan KITE Pengembalian,
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disampaikan sebelum keglatan operasional Kawasan
Berikat dimulai.

Fermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {4)

disampaikan secara elektronik.

Dalam hal permechonan sebagaimana dimaksud pada

ayal (4] tidak dapat disampalkan secara elektronik,

permohonan disampaikan secara terfulis kepada kepala

Hantor Wilayah atau KP1.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU alau Pejabat Bea dan

Cukal yang ditunjuk menindaklanjutl permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima
dengan melakukan pencacahan terhadap Barang dan

Bahan asal [asilitas KITE Pengembalian.

Pencacahan scbagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat

dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kepala Kantor

Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat.

Hasll pencacahan dituangkan dalam berita acara

pencacahan, dengan menyebutkan dokumen

pemberitahuan  pabean  impor dan/atau dokumen
pemberitahuan pabean pemasukan asal Barang dan

Bahan.

Kepala Kantor Wilayah atau HKPU menerbitkan surat

keputusan tentang penetapan Barang dan Bahan vang

menjadi  saldo awal persediaan Kawasan Berikat,
berdasarkan berita acara pencacahan, paling lama:

a. 2 (lima) jam Kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap. dalam hal permohonan disampaikan secara
elektronik; atan

b. 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara
lengkap. dalam hal permohonan disampaikan secara
Lertalis.

Atas Barang dan Bahan asal [asilitas KITE Pengembalian
yang telah diletapkan sebagai saldo awal persediaan

Kawasan DBerikat, diperlakukan sebagai barang asal

tempat lain dalam daerah pabean, dan
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dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Kawasan
Berikat.

Atas Barang dan Bahan yang telah dickspor sampal
dengan penetapan saldo awal persediaan Kawasan
Berikat,  Perusahaan KITE Pengembalian dapat
mengajukan permohonan pengembalian Bea Masuk.
Kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan kepulusan
pencabutan atas  Keputusan  penetapan  sebagai
Perusahaan KITE Pengembalian dalam hal permohonan
pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) telah mendapatkan putusan.

Kepala Rantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan
Cukal yang ditunjuk melakukan perekaman kepuiusan
pencabutan  atas  keputusan penetapan  sehagai
Perusahaan KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud
pada ayat [14) dalam SKP.

Realisasi ekspor yang telah dilakukan olch Perusahaan
RITE Pengembalian dapat diperhitungkan dalam
penentuan batas penjualan Hasil Produksi dari Kawasan
Berikal ke tempat lain dalam daerah pabean.

BAB IX
IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI

Bagian Pertama
Impor Kembali Hasil Produlksi

Pasal 35
Hasil Produksi vang lelah diekspor dapat dilmpor kembali
karena alasan tertentu, dengan persetujuan kepala
Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan kepuiusan
penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
antara lain:

a.  dilmpor Kembali untuk diperbaiki {reworkd:



(3)

(4)

(1]

{2)

_E]L -

b. ditolak oleh pembeli di luar neger!; atau
¢ terjadi kondisi kahar (force majeure) di negara tujuan
elispor.
Hasil Froduksi yang diimper kembali sebagaimana
dimaksud pada ayal (1] wajib diekspor kembali dalam
waktu  paling lama 3 (tiga) bulan sejak  tanggal
pemberitahuan  pabean  impor kembali dan  dapat
diperpanjang untuk wakiu paling lama 3 (tiga) bulan
dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU
yang menerbilkan keputusan penetapan  sebagai
Perusahaan KITE Pengembalian.
Kepala Hantor Wilayah atau KPU melakukan kegiatan
monitoring atas realisasi ekspor kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Pasal 36

Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1}, Perusahaan KITE Pengembalian
mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayvah
atau KU yang menerbitkan keputusan penetapan
sebagai  Perusahaan KITE  Pengembalian, dengan
menycbutkan alasan disertal buktl pendukung.

Bulkti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

anlara lain berupa;

a. salinan [copyl dokumen pemberitahnan pabean ekspor
beserta dokumen pelengkap, Persetujuan Ekspor,
dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan:

b. bill of lading atau sea way bill atau air way bill pada
saat ekspor dan impor; dan

¢. bukti pendukung alasan impor kembali berupa:

l. perintah kerja atau bukti lain terkait adanya
permintaan rework;

2. bukti penolakan dari pembeli di luar negert:

3. bukti yang menunjukkan kondisi kahar di Negara
tujuan: atau

4. bukti-bukti lain yang mendukung alasan impor
kembali Hasil Produksi.
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara elektronik.

Dalam hal permchonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dapal disampaikan secara elektronik,

permohonan disampaikan secara tertulls kepada kepala

Kantor Wilayah atau KPL.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan

Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap

permohonan dan buktl pendukung yang disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah ataun KPU  memberikan

persefujuan  atau  penolakan  atas  permohonan

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama:

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan dilerima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
elektronik; atau

b. 3 (tiga) harl kerja sejak permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
tertulis.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disetujui, kepala Kantor Wilayah alau KPU

menerbitkan surat persetujuan impor kembali dengan
pembebasan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk dan
pajak dalam rangka impor.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU

menerbitkan  sural pemberitahuan penolakan dengan
menyebutkan alasan.

[Dalam hal permohonan impor kembali atas Hasil

Produlsi yang belum diajukan permohonan

pengembalian Bea Masuk disetujui, waktu permohonan

pengembalian Bea Masuk diperpanjang paling lama
sampai dengan berakhirmya batas waktu ekspor kembali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat {3) ditambah

60 (enam puluh) hari.

Sural persetujunn impor kembali sebagaimana dimaksud

pada ayat (5] sesual contoh sebagaimana ditetapkan
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dalam Lamplran XXXVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Sual penclakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
sesual contoh sebagaimana ditefapkan dalam Lampiran

HKXRVI] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Dirckiur Jenderal ini.

Pasal 37

Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah

mendapatkan pengembalian Bea Masuk, Perusahaan

KITE Pengembalian:

a. memberitahukan dengan menggunakan dokumen
pemberitahuan pabean impor;

b.mengisl kelom ‘“Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas
Impor”  dengan pilihan  “barang reimpor yang
mendapat fasilitas KITE";

c. mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor
kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(¥) pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan
persyaratan/fasilitas pemberitahuan pabean impor;

d. melampirkan persetujuan impor kembali sebagaimansa
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7);

e. menyerahkan jaminan senilal Bea Masuk serta pajak
dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai
barang atas barang yang diimpor kembali.

Dalam hal permohonan pengembalian Bea Masuk belum

diajukan, terhadap Hasil Preduks! yang akan dilakukan

impor, Perusahaan KITE Pengembalian:

a. memberitahukan  dengan menggunakan dokumen
pemberitahuan pabean impor;

b.mengisi kelom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas
Impor”  dengan  pilihan  “barang reimpor yang
mendapat fasilitas KITE";

¢. mencantumkan nomor dan tanggal perseiujuan impor
kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada
kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor®;
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d. mencantumkan nomoer dan tanggal persetujuan impor
kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(7) pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan
persyaratan/lasilitas pemberitahuan pabean impor;

e. melampirkan perselujuan impor kembali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7).

Tata cara impor kembali mengikutl ketentuan peraluran

perundang-undangan  yvang mengatur mengenai

pengeluaran barang impor untuk dipakai,

Bagian Kedua

Ekspor kemball atas Hasil Produksi yang diimpor kembali

Pasal 38

Perusahaan KITE Pengembalian pada saal pelaksanaan

ckspor kembali atas Hasil Produks!t wang diimpor

kembali:

a. menggunakan dokumen pemberitahuan  pabean
ekspor;

b. mengisi kelom jenis ekspor dengan jenis “reckspor
lainnya™ pada dokumen pemberitahuan pabean
ekspor;

c. mengisi kategori ekspor "wmum” pada dokumen
pemberitahuan pabean ekspor;

d. mencantumkan nomor dan tanggal pemberitahuan
pabean ekspor atas Hasil Produksi yang diberikan
persetujuan untuk diimpor kembali pada lembar
lanjutan dokumen pelengkap pabean pemberitahuan
ekspor barang;

Tata cara ckspor kembali atas Hasil Produksi yang

diimpor kembali mengikuli ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor,
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Bagian Ketiga
Laporan Realisasi Ekspor Kembali

Pasal 39

(1} Perusahaan HKITE Pengembalian wajib menyampaikan

2]

(2)

(4]

i5)

(6)

(7]

laporan realisasi atas ekspor kembali Hasil Produksi yang
dilmpor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (1) kepada kepala Hantor Wilayah atau KPU yang
menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan
KITE Pengembalian, paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak berakhirnya batas waktu ekspor kembali herakhir
dan disertal dokumen pendukung.
Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada aval (1)
berupa:
a. dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali dan
dokumen pelengkap pabean;
b. bukti pembayaran atas ekspor kembali atlau
sejenisnya;
c. copy persetujuan impor kembali,
Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan
Cukal yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap
laporan realisasi ekspor kembali dan bukti pendukung
yvang disampaikan,
Laporan realisasi ekspor disetujui dalam hal berdasarkan
hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa barang vang
diimpor kembali telah diekspor kembali sesuai jangka
waltu sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3).
Hepala HKantor Wilayah atan HKPU memberikan
persetujuan atau penclakan paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak laporan realisasi ekspor diterima secara
lengkap.
Laporan realisasi ekspor disetujui dalam hal dapat
dibuklikan barang vang diekspor kembali merupakan
Hasil Produksi vang diimpor kembali.
Dalam hal laporan realisasi ckspor atas impor kemball
Hasll Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) disetujul, kepala Kantor Wilayah atau KPU:
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(9)

(10)
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menerbitkan  surat persetujuan atas laporan
realisast ekspor; dan

mengembalikan jaminan yang diserahkan pada saal
irmpor kembali.

Dialam hal laporan realisasi ckspor atas Impor kembali

Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU:

.

menerbitkan surat penolakan atas laporan realisasi
ekspor;

melakukan penetapan dan menyampaikan kepada
Perusahaan KITE Pengembalian untuk melunasi Bea
Masuk serta pajak dalam rangka impor vang
terulang;

menyampaikan sural penetapan kepada penjamin,
dalam hal penyelesalan Kewajiban pembavaran
dilakukan melalui pencairan jaminan.

Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali
Hasil Produksi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayal (2) disetujul, kepala Kantor Wilayah atau KPU;

.

menerbitkan  surat  persetujuan  atas  laporan
realisasi ekspor;

menatausahakan persetujuan tersebut yang akan
digunakan dalam penelitian permohonan
pengembalian Bea Masuk:

merekam nomer dan tanggal pemberitahuan pabean
ekspor kembali pada SKP untuk kepentingan
validasi permohonan pengembalian Bea Masuk.

Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali
Hasil Produksl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (2) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU:

il.

menerbithan surat penolakan atas laporan realisasi
ekspor; dan

menalausahakan penclakan tersebul yang akan
digunakan dalam penelitian permohonan
pengembalian Bea Masuk,



(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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c.  merekam nomor dan tanggal pemberitaliuan pabean
ekspor kembali pada SKP untuk kepentingan
validas] permohonan pengembalian Bea Masuk

Dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian tdak

melakukan ekspor kembali sesual dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 aval (3] atau
tidak menyampaikan laporan realisasi ekspor sesuai

dengan kelentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. apabila Hasil Produksi yang diimpor kembali telah
mendapatkan pengembalian Bea Masuk,
Perusahaan KITE Pengembalian wajib melunasi Bea
Masuk serta pajak dalam rangka impor vyang
lerulang; atau

b. apabila Hasil Produksi yang diimpor kembali belum
digjukan permohonan pengembalian Bea Masuk,
permohonan  pengembalian  Bea Masuk yang
diajukan ditolal.

Kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat

penetapan pabean  sebagai  dasar  penagihan  atas

kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat

& huruf b dan ayal {11} huruf a sesual dengan

peraturan perundang-undangan,

Pajak dalam rangka impor berupa Pajak Pertambahan

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

alas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (8} huruf b dan ayat (11) huruf a

tidak dapat dikreditkan,

Laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam

Lampiran XXXVIIl yang merupakan bagian tidak

lerpisahkan dari Peraturan Direktorat Jenderal ini.

Surat  perselujuan atas laporan realisasi  ekspor

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a sesuai

contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXXIX

yang merupalkan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.
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(16) Suat  penclakan atas laporan realisasi  ekspor

(1)

(2)

13

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a sesuai
conteh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XL yang
merupakan bagian tidak terpisahlkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Pasal 40
Terhadap Hasil Produksi wyang diimpor kembali
setbagaimana dimaksud dalam Pasal 35 vang belum
diajukan permohonan pengembalian Bea Masuk,
Perusahaan KITE Pengembalian dapal mengajukan
permehonan pengembalian Bea Masuk dimaksud dengan
ketentuan:
a. Hasil produksi yang dimaksud telah dilakulan ekspor
kembali:
b. laporan realisasi ekspor kembali atas Hasil Produksi
dimaksud telah mendapatkan putusan;
c. disampaikan paling lama sesuai jangka wakiu
sebagalmana dimaksud dalam pasal 35
d. laporan penggunaan barang dan bahan menggunakan
dokumen pemberitahuan  pabean ekspor yang
disetujul untuk diimpor kembali,
Permohonan pengembalian Bea Masuk diajukan sesuaf
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 dengan melampirkan dokumen pendukung tambahan
berupa:
a. dokumen pemberitahuan pabean impor kembali
Hasil Produksi;
b. dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali
Hasil Produksi; dan
¢. surat persetujuan atau penolakan atas laporan
realisasi ekspor kembali Hasil Produlksi.
Repala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk dalam melakukan penelitian atas
permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dengan memperhatikan putusan atas hasil



{1

2]

(1)

(2)

(1]

(2]
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penelitian laporan realisasi ekspor kembali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39.

BAB X
KEETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Tata cara impor Barang dan Bahan berupa barang kena
cukai, dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenal cukai.
Tata cara ekspor Hasil Produksi yang dikenakan Bea
Keluar, dilaksanakan sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan  yang —mengatur — mengénai
pemungutan Bea Keluar,

Pasal 42
Sistem  informasi persediaan berbasis komputer (IT
[nventory) dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak,
Pelaksanaan pemberian akses sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) mengikutl ketentuan mengenal pengawasan
bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
dengan Direktoral Jenderal Pajak terhadap perusahaan
penerima fasilitas kepabeanan.

Pasal 43

Perusahaan KITE Pengembalian, dapat memanfaatkan
fasilitas Kawasan Berikat, sepanjang lokasi pabrik vang
ditetapkan sebagai Kawasan Berikat berbeda dengan
lokasi pabrik yang memperoleh fasilitas KITE
Pengembalian.

Lokasi yang berbeda sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dipisahkan cleh batas yang permanen.



(1)

(2)

(1]

(2)

[3)

(4)

- 70 -

Pasal 44
Eegialan  pelayanan fasilitas HKITE  Pengembalian
dilakulkan menggunakan SKP.
Dalam hal SKP belum lersedia atau lidak berfungsi,
pelayanan fasilitas KITE Pengembalian dilakukan secara

mantal.

Pasal 45
Pelayanan pemberian fasililtas KITE Pengembalian
dilakukan oleh HKantor Wilayah atau KPU vyang
mengawasi lokast pabrik atau lokasi kegiatan usaha
Perusahaan KITE Pengembalian,
Badan usaha yang berlokasi di wilayah Jakarta, Bogor,
Depok, Bekasi, Cikarang, Karawang, Purwakarta dan
Sukabumi dapat dilayani pemberian [fasilitas KITE
Pengembalian di Kantor Wilayah DJBC Jakarta,
Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta menyampaikan
tembusan keputusan penetapan sebagai  penerima
fasilitas KITE Pengembalian kepada kepala Kantor
Wilayah atau KPU yang mengawasi lokas!i pabrik atau
kegiatan usaha Perusahaan KITE Pengembalian yang
berlokasi di luar wilayah pengawasan Kantor Wilayah
DJBC Jakarta,
Pengawasan lerhadap Perusahaan KITE Pengembalian
dilakukan oleh:
a. Kantor Wilayah atau KPU yang melayani pemberian
fasilitas KITE Pengembalian; dan
b. Kantor Wilayah atau KPU dan Kantor Pabean yang
mengawasi lokasi pabrik atau lokasi keglatan usaha
Perusahaan KITE Pengembalian.
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BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46
Fermohonan pengembalian Bea Masuk yang disampaikan
sejak Dberlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, alas
dokumen pemberitahuan  pabean ekspor yang belum
diterbitkan Laporan Pemeriksaan Ekspor [LPE), dapat
dilampiri dengan laporan hasil penelitian realisasi ekspor.

BAB XII
HKETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulat berlaku:

a. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-15/BC/2012
tentang Tata Laksana Tata Laksana Pengembalian Bea
Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan
Bahan Untuk Diolah, Dirakil, Atau Dipasang Pada
Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Direkiur
Jenderal Nomor PER-O5/BC/2014 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

b. Pasal 27 ayat [2), Pasal 46 dan Pasal 47 pada Peraturan
Direktur Jenderal Nomor PER-32/BC/2014 tentang
Tata Laksana Hepabeanan di Bidang Ekspor
schbagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur

Jenderal Nomor PER-29/BC/2016 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 48
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 18
Februari 2019.

Ditelapkan di Jakaria
pada tanggal 13 Februari 2019
DIRERTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL

-ted-

HERU PAMBUDI

eonilinan sesuai dengan aslinya,
g uwiau garitgretaris Direlitorat Jenderal
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__._
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PEIGTURAN IHEHERTLHL JENIDEIRAL JIEA TR CLIKA]
PRONMON PER- 3 /2000

TENTANG

IETUNJLIE  PELAEBANAAN  PERATURAN  MENTER
BELAN AN REFUBLIK BN HINES S PITHA
TEE ST 0 200 TENTANG IENGEMEALIAN BEA MAEL I
VANG TELAL THIVAYAR ATAS |LAMANCT REWA] AT RN T [F
IWAHANG THAN BANAN UK DA THIRAKIT, A1A0
ENPASAND PATIA BAMANG LAIN DENCAN 1T UAN UNITI
LNERSHOR

FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAEAN DALAM PERMOHONAN
PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN

T e e e e e e e T T T e e e e ot i e e o el

SURAT PERMOHONAN FENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE
PEMBEBASAN DAN/ATAU KITE PENGEMBALIAN

(dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis)

T e e e e e B ] e e o e e e BB 05 e o i e s

T e e e o Y S e o e o s O il - e e

Nomor :....... Tanggal .....
Lampiran: - Dokumen Persyaratan
- Daltar isian permohonan

Hal » Permohonan Fasilitas*:
[] KITE Pembebasan

[] KITE Pengembalian
[] KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian

Yih. Kepala Kantor Wilayah DJBC ... {Kepala KPU BC ...
c.q. Kepala Kantor Pabean .......

. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan
Hea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilal dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas lmpor
Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain
dengan Tujuan untuk Diekspor dan/atau Peraturan Menter] Keuangan
tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas [mpor Barang dan
Bahan untuk Diolalh, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan
Tujuan untuk Diekspor, dengan ini kami mengajukan permohionan
penetapan sebagal Perusahaan KITE Pembebasan dan/atau Perusahaan
KITE Pengembalian.

2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen persyaratan
permohonan dan daftar isian permohonan fasilitas KITE Pembebasan
dan/atau KITE Pengembalian dalam benluk soft copy.

3. Terkait permohonan ini, kami menyalakan bahwa:

2. dokumen untuk melengkap! permohonan sebagaimana terlampir adalah
sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;



e

b, kami telah memiliki sistem informasi berbasis kompuier [IT Inventory)

sesual keientuan fasilitas KITE dan bersedia untuk dapat diakses uniuk
kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukal dan
Direktoral Jenderal Pajak;

. badan usaha:

1) tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,
kepabeanan, dan/atau cukai;

2] tidak ada satu atau lebih dari anggota direksi dan/atau komisarisnya
yang pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,
kepabeanan, dan/atau cukai: dan/atau

3] tidak mengalami pailit atau dipailitkan,

yang lelah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 10 (sepuluh) tahun

sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit:

- bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang undangan

yang berlaku dan bersedia dicabut keputusan penetapan sebagai

penerima Fasilitas KITE Pembebasan dan/ atau KITE Pengembalian jika

di kemudian hari dokumen dan keterangan yang kaml sampaikan

kedapatlan

tidak sesuai

dengan

aslinya

dipertanggungjawabkan kebenarannya.

dan

tidak  dapal

- Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawal

sehagai berikut:

Marna

Nomor Identitas (KTP/Paspor/SIM]**

Surat Tugas/Surat Kuasa No.

Telepon
Emuail

- Berikut pas folo  penanggung jawab

ditugaskan: **+*)

perusahaan serta pegawai vang

Pas Foto Warna Pas Foto Warna Pas Fouo Warna Pas Fato Warnn
Ukuran 4 x 6 Ukuran 4 x 6 Ukuran 4 x 6 Ulcuran 4 x 6
Famn Mama © .ot Memas ; ..., Mamia & ...
M. Iderilitas: M. identitas: Mo, identitas; N, identiisns:
NPWE: ... NEWE: ..., NEWE: .. NPWP ..
Alarmat: .. ... Alamat: ...... Alamat: ..., Alamat: ......
Jabalan : ..., Jabatan ;... Jabatan o ..., Jabatin ¢ ...,
o

Pemohon (Penanggung
Jawab Badan
Usaha/Direksi] ***+)

Ml atera

TTD
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*) Diisi dengan tanda silang (%) sesuai dengan jenis permohonan fasilitas yang
diajukan.

**) Coret yang tidak perlu.
***)Pas foto sesuai dengan jumlah penanggung jawab perusahaan yang ada,
serta folo pegawal pengurus permohonan.

“***Pimpinan badan usaha yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha
alau perubahannya.
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DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN
RITE PEMBEBASAN DAN/ATAU KITE PENGEMBALIAN

I. DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA

1. Nama hadan usaha ] e
2. Nomor Pokok Wajth Pajak S S ——
i MWonwr Induk Berusaha 1
d. Alamal kantor QI T e B e
5. Nomor telepon kantor 0 @ i
LN Nomaor foximile kantor N R i
7 Emaidl kantor
e Daia penanggung jawab
e [ OFTTHY Jabatan | Ko Mamer karin Motwr | Exall
Ldentltas I enlitng telepanfHE
1
| 1, [ |
[ |
8. Fasilitas kepabeanan yang telah
digunakan
Mo, | denis [asliies MNamoar dan lanepal surst Eeputus Gesilins Laknsi
il
v
[ =
10.  Asal perolehan barang dan bahan a. Impor
b. Impor dan Lokal
11.  Tujuan penjualan hasil produksi ¢ A, Ekspor

. Ekspor dan Lolkal
12, Nilai investasi

Aowiel Terdir
Sanl Ink

13, Jumlah tenaga kerja

T4, Duta kevangan 1 (satu) tahun RS LR A LA E A Wy ;
terakhir

Mo, Lrati Hevangan T
ik Asel Liuwsir
b, Todal Asel

v | Ui Lang
il, Tl Laazyf
E. Modal

| Lailne f m._._m_ Bersth

13, Indikator kKinerjo ubama [key

performance indicaftor)
o, lncliknkor Targel
A PP Bogdan Posal 21 ==
. Dievise) okspor l
0
16.  Wakiu kesiapan dilakukan S AL N LR P

pemeriksaan lolkasi



III.

DAFTAR ISIAN TENTANG EESISTENSI BADAN USAHA

1.

Tempat pengolahan/ pabrik

Mo, | Alammd | Luss Biakis Buki kepemillisan vpalal | beraklur
[N Kependlikan ESITTRTRAA]
penflinsann e
denls | Momor | Tasngeal
il
13
[
Tempat pembongkaran dan/atau
penimbunan barang dan bahan®
"W | Alanml | Luas Sialis Bkl kepemiltkan aiilad Lernkliir
N | kepemblisin sl
pengisnan depygiun
Jewds | Medier | Tangsl

AlFE

“rilist dalam hal lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan berbeda dengan lokasd
tempat pengolahan/ pabrik.

DAFTAR ISIAN TENTANG KEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA

i

Izin Usaha Industrei {1U1)
A, Instans] penerbit U1
Moncr 111

Tanggal 11T

Bidang Usaha Industri

e

Kapasitas produls] sesual 1111

[, Liratan Barang Ealuan

Fonpagitas per L

I8

i1

r

Rarang dan Bahan

Y H5 Uralan Basang Saluan Rernsanm tnpor per 1l
ik,
1.
.
Hasil Produksi
No. | H3 Liraian B Sninna Misa protduksl | Fencana ekspar
- per Ll
s
o,




5. Penerima sublontrak®™

e

i, Mok peiterios MPYWP I dekunen | Noosar & Tanggal Alaiiend Taduapan leginlan
=ulsknanirak = jeTisnyg Hanlrak el pany
dibobkantrnkkan
il
8
R

G, Jangka Walidu Ekspor

wuwina dumi wuys s INELLEIE

**dalam hal terdapal proses produkst yvang akan disebkontrakkan,

Pemohon (Penanggung
Jawab Badan
Usaha /Direksi] *)

TTD
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PETUNJURK PENGISIAN

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN

KITE PEMBEBASAN DAN/ATAU KITE PENGEMBALLAN

I. DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA

1.

moN oo

10,

12,

E3.
k4.

16.

Diisi dengan nama badan usaha.

Diist dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP] badan usaha,
Diisi dengan Nomor Induk Berusaha,

Diisi dengan alamat kanior badan usaha.

Diisl dengan nomor telepon kantor badan usaha.

Diisi dengan nomor faximile kantor badan usaha.

Diisi dengan alamat email kantor badan usaha.

Diisi dengan data penanggung jawab perusahaan, berupa:
Nama;

. Jabatan;

Kartu identitas;

MNomor kartu Identitas:

Nomor {elepon/HF; dan

. Email.

Diisi dengan informasi mengenai fasilitas kepabeanan yang telah
dimiliki oleh badan usaha dan masih berlaku, berupa;

a, Jenis fasilitas;

b. Nomwor dan tanggal surat keputusan (asilitas; dan

c. Lokasi.

Diisi dengan pilihan;

a. Barang dan Bahan yang akan digunakan seluruhnya merupakan
barang yang ditmpor atau dimasukkan dengan fasilitas KITE; atau

b. Barang dan Bahan yang akan digunakan sebagian merupakan
barang yang dilmpor atau dimasukkan dengan fastlitas KITE. dan
scbagian lalnnya bukan barang yang mendapatkan fastlitas KITE
[barang asal lokal atau Impor non fasilitas KITE).

Diisi dengan pilihan:
a. Hasil produksi seluruhnya diekspor; atau
b. Hasil produles! sebagian diekspor dan sebagian di jual ke dalam

negderi.

mp oo DR

Diisi dengan nilal Investasi awal dan saat inl
[iisi dengan jumlah tenaga kerja badan usaha.

[yiisi dengan data kevangan sesual laporan keuangan perusahaan 2
[dua) tahun terakhir, berupa:

a. Aset Lancar:

b. Total Aset:

¢, Uang Lancar
d. Total Ulang;
e, Madal;

f. Laba/Rugi Bersih.

Diisi dengan indikator kinerja utama (key performance indicator) yang
ditargetkan cleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi
yang ditimbulkan dad pemanfaatan fasilitas KITE Pengembalian,

paling kurang memual informasi mengenal target devisa ekspor dan
target PPh badan Pasal 21.

Indikator lain yang hisa ditambahkan untuk diisi sepertl nilad
investasi dan jumlah tenaga kerja.
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16. Diisl dengan tlanggal kesiapan badan usaha untuk dilakukan
pemeriksaan lokasi,

II. DAFTAR ISIAN TENTANG EKSISTENSI BADAN USAHA

i. Diisi dengan dala lokasl tempat pengolahan/pabrik badan usaha
yang dimohonkan untuk mendapat fasilitas KITE, berupa:

a. Alamat:

b. Luas, dalam satuan meter persegi;

¢. Slatus kepemilikan/penguasaan, misal hak milik atau sewa:

d. Jenis, nmomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau bukt
penguasaan lokasi;

e. Mulal, yaitu langgal dimulainya waktu penguasaan atas lokasi,
diisi dalam hal bukan hak milik;

[. berakhir sampai dengan. yaitu tanggal berakhimya wakiu
penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik.

2, Diisl dengan data lokasi tempat pembongkaran dan/atau
penimbunan barang dan bahan yang dimohonkan uniuk mendapai
lasilitas KITE, berupa;

a. Alamat:

b Luas. dalom satuan meler persegi;

¢. Status kepemilikan/penguasaan, misal hak milik atau sewa;

d. Jenis. nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau  bukti
penguasaan lokasi;

¢. Mulal. yaitu tanggal dimulainya wakiu penguasaan atas lokasi,
dilsi dalam hal bukan hak milik;

[. berakhir sampai dengan, yaitu tanggal berakhirnya walkitu
penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik.

III. DAFTAR ISIAN TENTANG KEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA

1.  Diisi dengan data lzin Usaha Industri berupa;
a. Instansi penerbit 1U1;
b. Nomor IUIL
c. Tanggal [U1;
. Bidang Usaha Industri.
2. Diisi dengan daftar hasil produlks! baik yang diekspor maupun dijual

ke dalam negeri serta kapasitas produksi sesuad IUL vang terdin dard
data berupa:

A, uralan hasil produksi;
b, jenis satuan; dan
. kapasltas produksi per tahun sesuai IUIL
3. Diisi dengan daftar barang dan bahan yang akan diimpor atau

dimasukkan dengan menggunakan fasilitas KITE, yang terdiri dari
data berupa:

d. kode HS barang dan bahan, sekurang-kurangnya menunjukkan
klasifikasi dalam bentuk & (enam) digit kode HS;

€. uraian barang dan bahan;

f. jenis satuan: dan

g perkirman jumlah barang dan bahan yang akan diimpoer atau

thmasukkan dengan menggunakan fasilitas KITE dalam 1 (satu]
tahun.

4. Diisi dengan daftar hasil produksi yang dickspor, yang lerdin dari
data berupa:



L.
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kode HS hasil produksl, sekurang-kurangnya menunjukkan
klasifikasi dalam bentuk 6 {enam) digit kode HS:

uraian hasil produlksi:

jenis satuan;

masa produkst per jenis hasil produksi. yaltu waktu yang dimulal
darl proses dari barang diminta cleh bagian produksi untulk
dilakukan produksi atan dikirim ke badan usaha subkontrak
sampai menghaslikan barang jadi untuk diekspor, dalam satuan
Hauri.

perkiraan jumlah hasil produksi yang akan dickspor dalam 1
(satu)] tahun,

Diisi dengan data penerima subkontrak yang menggunakan barang
tlarn bahan asal fasilitas KITE, terdiri dari;

opoop

e B

nama penerima subkontrak:
NFWP penerima subkontral
lzin Usaha Indusir atan dokumen sejenisnya;

Nomor dan tanggal konirak perusahaan dengan penerima
subkontrak:

alamat penerima subkontrak;

tahapan kegiatan produksi vang disubkontrakkan. dengan pilihan
tahapan sebagal berikut: awal, dalam proses, atau akhir.

Diist dengan jangka waktu ekspor KITE Pengembalian yang diajukan
oleh badan usaha, dalam satuan Bulan.
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FORMAT TANDA TERIMA

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TANDA TERIMA BEREAS PERMOHONAN ..............
Nomor ;| --—----
Tangeal -
Yih. Fimpinan Badan Usaha ...........
o ey
Berdasarkan sural Saudara Nomor ... tanggal ..........
hal . . dengan ini kami sampaikan bahwa berkas permohonan

_nﬂm__ﬂmﬁ_ dan nm_um; diproses lebih lanjut.

Petugas,

TTD
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TATA CARA PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

T B e e e e e e o e e B8 5 e e s e e o o T 5 5 B e o e . -t e e S i e 0

1. Penilaian SPI dilakukan dengan cara menilai komponen sebagai berikut;

No

Eomponen Penilaian

Kriteria Penilaian

Ada/¥a

Tidak

Heterangan

memilikl struktur organisast yang jelas

memiliki ursian atau deskripal tugas (job
descriprion) dari setiap bagian dalam
siriklur arganisasi

adanya  otorisasi  olech plhak  yang
berwenang atas setap proses bisnis
terhail pemasukan dan  pengeluaran
barang

memiliki - sistem  dan S0P vang

inemacdal antara lain melipuati;

a,  pemesanan dan pembelian barang

b. penerimaan dan  pemasukan
barang

. pengeluaran/pemakaian  borang
untuk proses produlst

d. pemasukan dan pengeluaran hasil
produksi

e. pencatatan dan pembukuan aias

transaksi pemasukan dan |

pengeluaran barang
[, pemerksaan atau pencacahan
fisik barang

pengkodean terhadap m,m,wwn__wnﬁ
barang dan hahan

memilikl laporan keusmgan vang iclah
diaudit oleh auditor independen

Kesimpulan

Nama Pejabatl Penilai -

Jabatan

S —

Tanda Tangan




FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

T T RN ) e e s 0 N 001 i e o e e e D ) 5 556 o e e e e T S e e e e e e e

KOP SURAT KANTOR PABEAN

e e e e e e e o i o T TR NS 0 R S et s o g B0 e o s e < o e e o s o

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
EDEQHL—. bEEdsdddidddsdddinndinnE NN

Pada hari ini ......... tanggal ....... [ sixeenns ) bulam ........ tahun ........ kami yang
w_m.._;:%;mnmmn di bawah ini sesuai nmnmmE Surat Tugas darl Hﬂumi Kantor

- No. .... tanggal ..... serta menindaklanjuti surat permohonan fasilitas
KITE badan usaha e NOL L. tanggal ... telah melakukan
pemeriksaan terhadap:

Nama Badan Usaha

NPFWP

Alamat Kanlor

Alamat Pabrik

Email resmi

Nama pemilik/penanggung jawab

Alamat pemilik/penanggung jawab

Bidang usaha industri

Hasil produkst

Kegialan Pemeriksaan Hastl
Femeriksaan /Kesimpulan

L Penelitian (validasi) dokumen i =11 g SRR
admini=irasi

Iy

o SR S

I1. Analisa kriteria dan persyaratan
a. SPI
b. IT Inventory
¢. Profil badan usaha
lil. Pemeriksaan lapangan
a. Pabrik/Kegiatan Produksi
1] tempal penimbunan Barang dan (lokasi)

Bahan (lokasi)
2) tempat penimbunan Hasil Produksi (lokasi)
3 Pabrik/tempat pengolahan (ditsi proses produksi
4} Kegiatan perusahaan)

pengolahan/pemasangan/perakitan

b. Tempat pembongkaran dan/atau
penimbunan

Il Tempat  pembongkaran dan/atau (lokasi)
penimbunan di dalam Pabrik

4] Tempal pembongkaran dan/atau Nokasi]
penimbunan di luar Pabrik



¢. Badan Usaha Penerima Subkorntrak

1).Pabrik .
2). Tempat pembongkaran dan/atau ...........
penimbunan

d. Informasl lainnya

Lampiran:

Folo lokasi

2. Foto dan daltar mesin atau barang modal;
'
4. Lain-lain

Denah dan peta lokasi ...

Kesimpulan ...

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

............ T T aTTs Pejabat Bea dan Cukai.

Pimpinan Badan Usaha,

=

Mengetahui
Kepala Kantor Pabean/ e Rl
Pejabal yang ditunjulk,

-

L N



FORMAT PENILAIAN PRESENTASI PROSES BISNIS

e O Y R i R - o

O el i e e e e i o

KOP SURAT EANTOR WILAYAH/ Hﬂuﬂ

S T T E T T T

llllllllll

PENILAIAN PRESENTASI PROSES BISNIS

No

KEomponen Penilaian

Kriteria Penilaian

Ada/Ya

Eeterangan

Persyaratan dokumen dan administrasi

Eomitmen badan usaha dalam melakukan

pemaparan proses bisnis dan perizinan KITE

. Pensmggung  jawab  atau  Direktur
badan wsaha dapat dibadirkan pada
saat  presentasi dan sesual dengan
¥ang tercanium dalam akte pendirian
persahaan yang terakhir

Lo I8l paparan dapat menggambarkan
profil bisnis perusahaan secara utuh

. Penanggung jawab  atau  Direkiur

Perusahaan memahami proses bianis
KITE

Sistem Pengendalian Internal [SPI)

A. Badan visalm memiliki st _._.__.F“,HT
organtsasi yang jelas

b. [odan  usaha memiikd S0P yang
memadal terutama berkaitan dengan
barang yang akan dimpor dengan
mengeunakan q....ﬂ__fﬁ

Sudah Enﬂﬁnﬂ#ﬂﬂuﬁhmﬂ IT Inventory
!nﬂﬂuurﬂ._"uﬁn..—uﬂ

Jenis Usaha [Nature Of Business! Badan Usaha

a. alur produks dari barang dan bahan
bk menjadi barang jaci

b, keterkiitonn  jenis  bidang  usaha
perusahaan dengan barang dan bahan
baku serta hasil produloes

Indikator kinerja utama [key
performance indieator) Yang
ditargetkan oleh badam wusaha untuk
mengukur manfaat ekonomi yang
ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas
E.Hm_..

T,

u.n-.___”w Acara Femeriksaan dan
. Rekomendasi Hnwﬁ—n HKanior Pabean

-n_......ﬂnu_mw lainnya yang diperoleh dari
paparan badan usaha:

Eesimpulan

Catatan




Mamia Pejabat Penilal 1:
NI

Jabatan

Tanda Langan

Nama P'ejabal Penilai 2:
NI

Jiakritan

Tanda tangan

Nama: Pejabat Penilai. 3:

MIP
Jabatan
Tonda tangan

st
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FORMAT BERITA ACARA PRESENTASI PROSES BISNIS

I e e ) e e e B B

e e s W S 3

BERITA ACARA PRESENTASI PROSES BISNIS
NOMOR: (.iiiaiiiiissnsrann K

Pada hari ini ......... tanggal ......, e (R 1 | tahun ........ kami yvang
bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Sural Undangan No. ... tanggal
dengan ini menyatakan balwa:

Nama Perusahaan

Lokasi Perusahaan

NPWP _

izin yang Dimohonkan |RITE Pembebasan dan/fatau KITE
Pengembalian)

Jenis Hasil Produksi

G

S

tidak melakukan presentasi proses bisnis sampai dengan batas wakiu yang
lelah ditentukan,

** lelah melakukan presentasi proses bisnis, dengan hasil sebagai berikul:
berdasarkan penilaian, dapat disimpulkan bahwa permohonan PT ... dapat
disetujui/disetujui dengan perbaikan (menyebutkan perbaikan vang harus
dilakukan)/ditelak [menyebutkan alasan penolakan) untuk ditetapkan sebagai
......... /perlu  dilakukan presentasi lanjutan [menyebutkan pemaparan
dan/atau perbaikan yang harus dilakukan).

Presentasi telah selesai dilaksanakan pada tanggal ... pukul ...

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenamya,

Perwalkilan Perusahaan Pejabat Bea dan Cukal dan Pemeriksa

T T e —

Mengetahui
Kepala Kantor Wilayah/KPU,

N W TR WIS PRr S|
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FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE
FENGEMBALIAN

L AL NN LYRELE PR
BP0 e Il

KREMENTERIAN KREUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REFUBLIK INDONESLA

NOMOR. .
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI FERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN KEPADA

Menimbang : a.
b
Mengingat : 1.
2.
Memperhatikan:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa setelah dilakukan penelitan terhadap surat
permohonan badan usaha ............. nomer ........ tanggal
.oineeny  diperoleh kesimpulan bahwa badan wusaha telah
memenuhi persyaratan dan Kriteria untuk ditetapkan sebagal
Perusahaan KITE Pengembalian;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Kepuiusan Menter]
Keuangan tentang H”.m:m.”mE.: m.._ummﬁ Perusahaan KITE
Pengembalian kepada .. s F e e

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);

Peraturan Menterl Keuangan Nomor 161/PMIK04/2018
tentang Pengemballan Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas
Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, alau
Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor ..., langgal ...... :

2. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomor ... tanggal ...



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENETAPAN

SEBAGAlI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN KEFADA

Menetapkan badan usaha ... NPWP i :
sehagai perusahaan penerima fasilitas KITE Pengembalian.

Penelapan sebagaimana dimaksud dalam dikium PERTAMA
disertal kewajiban untuk mematuhi seluruh  peraturan
perundang-undangan di  bidang Kepabeanan, Cukai,
Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan elkspor:

Data tentang enlitas, eksistensi, dan kegiatan produksi
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1,
Lampiran Il. dan Lampiran Il yang merupakan bagian yang
tidak terplsahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini:

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tangsal
ditetaplan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

. Menieri Keuangan;
. Direktur Jenderal Bea dan Cukal;
- Direktur Jenderal Pajak:

- Direktur Penindakan dan Penyidikan:

1
2
3
4. Diirektur Fasilitas Kepabeanan;
5
6

-Kepala Kantor Pabean ....... [yang mengawasi lokasi tempat usaha,
pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima
subkontrak):

7. Pimpinan ..................... [Perusahaan)

Ditetapkan di ............
pada tanggal ......

an. MENTERI KEUANGAN

KEFALA KANTOR WILAYAH/
KEFALA KPL *)
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

MOMOR
TANGGAL
LAMPIRAN I
DATA ENTITAS PERUSAHAAN
17, | Nama badan usaha 0000 [ ]| e
18, | Nomor Pokok Wajth Pajak ™ | | e,
19, [Momor Induk Bervaaha 0 |5 | cevieiiiieionenns
200 | Alamat kantor [ | e e
21. | Nomar telepon kantor
22 | Nomuor fovdmdle kantor
23, | Emadl kantor [ s
4. | Data penanggung jawab
[ Mo, Mazna Jabatan | Kerio ientiine | Momor Barta stentiags | Mo Email
Lederpson FHF
ally
1.
e
25. | Fasilitas kepabeanan yang telah
digunakan
Bo. | Jenis fsdlidas Mo el Engdnd sarnt keputuzan faadiiaeg Ladsinsi
M.
ls.
L
26. | Asal perolehian barang dan hahan ¢. lmpor
d. Impor dan Lokal
27. | Tujuan penjualan hasil produksi ¢. Ekspor
d. Ekapar dan Lokal
28. | Indikator kinerja utama (key
performiance indicotor  KET®
_|~..“._n.. hedibkemtor Tarpel

PPh Badan Posal 21

|
L

Devisi elkspor

:

*Target KPI yang dicantumkan adalah target untuk periode tahun pertama setelah
badan usaha ditetapkan sebagal Perusahaan KITE Pengembalian. Target KPD untuk
periode. bertkutnyz dicantumkan oleh Perusahaan KITE Pengembalian pada laporan
capaian KP yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah,/KPU seliap tahun.

Diletapkan di

pada tanggal ...

. Tl.

MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH /KPU
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER] KELUANGAN
NOMOR -

TANGGAL

LAMPIRAN IT

DATA EKSISTENSI PERUSAHAAN

1. Tempat pengolahan/ pabrik

Ma, [ Alamai | Luns Slalus Bukll kepeodltan Berakhir
M| kepemilikant | denls Momor | Tosggal | soudnd sufnpal
PrigLsEnim dherigin
fi.
]
[
2. Tempal pembongkaran dan/atau
penimbunan barang dan bahan*
Mo | Almsnt | Luns Siplus m:rswnﬁﬂgﬁ_ muelnl ekl
M=) kepeemilikan s sl
(Ll AR clempnn
Jenis MorTior Tanggal
fis
[}
0,

Ditelapkan di .
pada tanggal ......

an. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH /KPU

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TANGGAL

LAMPIRAN III
DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN

1. Lein Usaha Induostrd (101
A, [nstanai penerkxt [T
b, Momor 100
c. Tanggal (171
d. Bidang Usaha Industr

2. Hapasitas produlks] sesual 101

Ulpakie: Hirang Saviam Hapaadlis per il

Al e
IF

& Harang dan Buaban

T H5 Urasdang Barang Saluan Renwsnna inypar per tabin
H "

Ia.
.

4, Has=ll Produksi

-

M- | HS Uit Bz Sanisn Mitsil produksl | Rencans ckepar
[T Liglanm

Al
Ta.
o

L Penerima subkontrak™

Pt MNuma: pemenmn subkonirak | NEWP | Alnmnnd Talmpan kegaian progiioes
i

Ta.
.

6. Jangka waktu ekspor Foaseeraanss EILED

Ditetapkan di Jakarta

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA RANTOR WILAYAH /KPU



FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN FASILITAS KITE
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KOP SURAT KANTOR WILAYAH DJBC/KPU

S o o e, e e T e oy e e ey P L 3] e i

Nomor Tanggal......
Sifat

Lampiran :

Hal :  Pemberitahuan Penolakan Permohonan Fasilitas KITE

Yih. Plmpinan .....

di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor ¢ ............ langgal
s 8L permohonan fasilitas KITE. bersama ini kami sampatkan bahwa
berdasarkan:

[ ] hasil penelitian dokumen

L] hasil analisa kriteria dan persyaratan

[] hasil pemeriksaan lapangan
permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabalan

DIREKTUR JENDERAL,
..:..u-

HERU FAMBUDI

=alinan sesuai dengan aslinya,
Sclretaris Direktorat Jenderal
. b,

,wq Wahjudi Adrijanto
Sl 3P 19700412 198912 1 001
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LAMDPIRAN T

PHEAHATURAN [IESTUR JENTIERAL A TIAN (LKA
NMOMOR PER- O JHCPE0ED

TR ARG

PETUMIUE  FELARSANAAN  DERATURAN  MENTEIR
HELFANG#AA HEFUILIK INEHINESLA I
158/ PL04 /20 04 TENTANG PENGEMILALIAN 1154 MASLIL
VM TELA DNHAY AT ATA5 DA IANG MIDVALATAS M1
BBARANG (3N [ALEAN UNTUK 1IOLANL DIRARIT, ATAL
DIFASANG TADA DARANG LAIN DENGAN TLILIAN LN TUR
LI ERSER

HKEGIATAN PENGAWASAN UNTUK MEMASTIEAN DIPENUHINYA
KEWAJIBAN PEMENUHAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS
KOMPUTER (IT INVENTORY) YANG DAPAT DIAKSES OLEH DIREKTORAT

JENDERAL BEA DAN CUKAI SECARA DARING

mrmEw - e e

Tahap

Kegiatan

Triwulan |

Menyampatkan pemberitahuan pertama kepada
perusahaan atas kKewajiban IT Inventory daring (online) dan
batas wakiu pemenuhan kriteria daring.

Dalam hal IT Inventory perusahaan telah dijalankan secara

online, pefabat Bea dan Cukai melakukan uji coba dan
penilaian.

Trivwulan 11

o

Menyampaikan pemberitahuan kedua kepada perusahaan
atas kewajiban IT Inventory daring {online) dan batas waktu
pemenuhan Kriteria daring.

Mengidentifikasi kendala yang dialami perusahaan.
Memberikan asistensi kepada perusahaan uniuk
memenuhi Kriteria daring [online).

Dalam hal IT Inventory perusahaan telah dijalankan secara

online, pejabat Bea dan Cukal melakukan uji coba dan
penilaian.

Triwlan M1

=

Memantau perkembangan IT Inventory perusahaan dan
memberikan  asistensi alas kendala yang dialami
perusahaan.

Menyampaikan pemberitahuan ketiga kepada perusahaan
alas kewajiban IT Inventory daring {online], batas waktu

pemenuhan  kriteria daring dan  konsekuensi berupa
pembekuan fasilitas KITE.

Dalam hal IT Inventory perusahaan telah dijalankan secara

online, pejabal Bea dan Cukal melakukan uji coba dan
penilaian.

ﬂﬂ..r_._.:m: v

Menyampaikan pemberitahuan keempal kepada
perusahaan atas kewajiban IT Inventory daring (onling],
batas waklu pemenuhan kriteria daring dan konsekuensi
berupa pembekuan fasilitas KITE,

Melakukan peinbekuan fasilitas KITE terhadap perusahaan
yang belum memenuhl kriteria daring (online) pada akhir
trivulan setelah melewatl jatuh tempo satu tahun sejak
tanggal sural keputusan penetapan sebagai perusahaan
KITE

Dalam hal IT Invenlory perusahaan lelah dijalankan secara

online, pejabat Bea dan Cukai melakukan uji coba dan
penilaian,
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FORMAT CHECKLIST KEWAJIBAN PEMENUHAN IT INVENTORY

S —— T A - mEEE - EEL T T F - =

CHECHKLIST KEWAJIBAN PEMENUHAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN
BERBASIS KOMPUTER (IT INVENTORY)

NAMA PERUSAHAAN

No. | KEriteria | ¥a / Tidak*
L. PENCATATAN |
1.1. | Mencatat pemasukan dan pengeluaran Bahan Baku |
1.2, | Mencatat pemasukan dan pengeluaran Barang Dalam
Proses (WiF)
1.3, | Mencatat pemasukan dan pengeluaran Hasil Produksi
L4, | Mencalat pemasukan dan pengeluaran Scrop / Waste N
1.5, | Menampilkan saldo barang
L& | Memuat kolom jenis, nomor, dan tanggal dokumen
kepabeanan
1.7, | Memuat keterkaitan antara pemasukan dan
pengeluaran dengan dokumen kepabeanan

1.8, Penggunann kode atas barang dan bahan baku serta
hasil produksi

II. LAPORAN )

2.1. | Menghasilkan Laporan Pemasukan Bahan Balou
2.2, | Menghasilkan Laporan Pemakaian Bahan Baku
2.3, | Menghasilkan Laporan Pemakaian Barang dalam
| Proses [WIF} dalam rangka Kegiatan Sublontrak |
2.4. | Menghasilkan Laporan Pemasukan Hasil Produkst

2.5. | Menghasillkan Laporan Pengeluaran Hasil Produksi

| 2.6. | Menghasilkan Laporan Mutasi Bahan Baku

2.7. | Menghasilkan Laporan Mutasi Hasil Produksi

2.8. | Menghasillkan Laporan Penyelesaian Waste / Scrap
IIl. AKSES ONLINE DAN REALTIME DATA

3.1, | Dapat diakses secara daring (online)

{wely based/remole desktop/desktop application)*

| 2.2, | Menyediakan Username dan Password khusus untuk
Pejabat/Pegawai DJBC

D Menyediakan akses riwayat alktivitas {log hisiony)
- kegintan pengguna IT nventory
34, | Menyajikan data secara repltime ataw tepat wakty
(ticdak lebih darl 3 harl sejak pemasukan / pemakaian /
pengeluaran) |
4.5, | Menghasillan laporan secara reallime sesual data yang |
diinput — |
| IV. KESIMPULAN
Tempat dan Tanggal,
Jabatan
Nama Pejabal Dea Culkai
DIREKTUR JENDERAL,
e Salinan sesuai dengan aslinya, -itd-
P el pegrclaris Dircktorat Jenderal HERU PAMBUDI
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Nt 5%,

T T T Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001
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LAMIMERAN 1IF

HERATURAN DIMERTUR - TENIMERAL BEA [N OB
PUIMOR PER: 3 JBRT 200

TIFT TG
FETUMIUE  FRELANSANAAN  PERATURAN  MENTER
IH AN G REPLFAK IP¥E MM EESIA PRI R HA

LGSR0 P20 0H TENTARD PENOEMIRALIAN TEA MaSLI
VAN TELAH DINAYAR ATAS TARARC: MEWAL AR5 1ai%9)2

NAHANG AN [MAELAN UNTLIE DIGOLATL THHAKTT, ATAtl
IHTPASANG P00 BARANG LN FIERGAN TULFUAN DHTT I
DI ERET00

FORMAT LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINER.JA UTAMA (KEY
FERFORMANCE INDICATOR) SERTA DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN
FASILITAS KITE PENGEMBALIAN

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

KOF SURAT PERUSAHAAN KITE

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY
PERFORMANCE INDICATOR) SERTA DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN
FASILITAS KITE PENGEMBALIAN

A DATA PERUSAHAAN
1. Nama Perusabhaan
2. NPWT

3. Jenis Pasilitas t a. KITE Pembebasan
b, KITE Pengemnbalian

4, Momor SKEP avral clan
perubahan terakhir

3. Brand Produolesi

G, Jents Investasi : Pilihan [a. PMA b, MPDN o Lainmys
[sebutlcan]]

B CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR)

| No. | Indikator _Target Pericde .., Capalan Periode ... Target Periode ...

8. PPh Baglan Pasal 21 |

_|_.._. Dievisa #kspor == ]
2

C  DAMPAK EEQNOMI

I. Jumlah Tennga Kerja

2. Jumlah Upah Tenaga Kerja
m.w.__:“nmr_._:.ﬂ.u
n

Nilai PMTE (pembentukan mmodad tetap
bruiol / penambahan trvestasi

h

Jumlah PPl Badan Talmn Pajak
Teraklr

6. Jumlahh Jaringan Usaha  [Subkon,
Disiributor, Vendor, L) yang
menggunakan {asilitas




- O -

¥ Jumilah Jaringan  Usaha  [Subkon,
Mstributor. Vendor, dll) yang tidak
mengeunakan fasilitas

8. Jumlah tenaga kerja pada jaringan
usahia yang tidak menggunakan fasilitas

9. CAPEX/Depresizs|

13, Laba/rugl Usaha Sebelum Pajak

11, Jumlah Pajak Tidak Langsung |contoh:
PPN, FPnBM, bea masuk, bea keluar,
pajak impor]

12. Pajak Daerah (contoh: PBE, pajak
kendaraan bermotor)
13, Jumlah nilai Devisa Ekspor

ld. Jumlah nilai Devisa Impor

D PERTANYAAN UMUM

1. Apakah Fasilitas KITE Bermanfaat Bagl Y¥a,/ Tidak, sebuilkan alasan
Ferusahaan?

s Uratan Manfaat Fasilitas KITE Hagi
Perusahaun.

3. Apakah  lerdapat  ketentuan  dan
prosedur saal ini vang menyulitkan
dalam  penerapan  di  lapangan?
Sebuthan.

4.  Apakah terdapat ketentuan saat  ind
yang Udak efektil dalam penerapan di
lapangan? Sebutkan.

2+ Apakah  terdapat  kendala dalam
pelayaran [asilitas i Harmwil
CJRC/KPUBC/KPTRC

[sarana prasarana/SKef
birolkrasi/ SHM)

6. Adakah masukan untuk pengembangan
pemberian fasilitas ke depannya?

Nama Perusahaan
Mama Jabatan

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

mm._Em_._ sesuai dengan aslinya, HERU PAMEBUDI
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AR
PERATURAN INBERFUR SEMCERAL A TN CLRAT
NORATHR FER- 2 i ean1a

TENTANC
CETUNJLUE  [EARSANAAN  PERATURAN  MENTERI
BRLAMG AN HERMLIFEK INEDRIES A MM

TG0 PR O 200 TENTANG PENOEMIEALIAN HEA MASLR
YANCE TIELAN DIHAYAR ATAS HAKANG MEWALL ATAS 1810107
IAMANG AN TBARAN LUNTUK [ICLAH, IHHARE], ATAL!
THPASARG TN BARANG 1AM DENCGAN TULLAN LT
THFESEI

FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN FENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE 1HEEME|

L IR Ry
HEFLR L I R

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ...........

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...,
TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN

Menimbang

Mengingal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

+d. bahwa  selclah  dilakukan  penelitian  terhadap  surat

i

permononan/ pemberitahuan perubahan data oleh PT . nomor
........... tanggal .......... dipernleh kesimpulan bahwa
permohonan  perubahan data dimaksud telah memenuhi
persyaratan/perlu dilakukan perubahan data pada Keputusan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan
Fenetapan sebagal Perusahaan KITE Pengembalian;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurul a, perlu menetapkan Keputusan Menterd Keuangan
Nomaor ... tentang Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai
Perusahaan KITE Pengembalian kepada .....;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahum 20086 [Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04,/2018 lentang
Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang
dan Bahan untuk Diclah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang
Lain dengan Tujuan uniuk Diekspor;
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Memperhatikan: 1.0, ¢ (dokumen pendukung perubahan data keputusan

penetapan sebagal perusahaan KITE Pengembalian)

MEMUTUSKAN:;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ....... TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN
KEPADA ...,

PERTAMA : Mengubah Lampiran ... Keputusan Menteri Keuangan Nomor

. Tanggal ....., EGE..E._ Lampiran .... yang merupakan

Eﬁﬁ-ﬂ yvang tidak terpisahkan darl ﬂnﬁ_...rc.mﬁ-._ Menteri
Keuangan ini;

KEDUA :  Hepulusan Menteri Keuangan ini merupakan baglan yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomer .. ..

KETIGA :  Heputusan Menteri Kewvangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada;

@ e L0 bG e

Menteri Kenangan;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
Direktur Jenderal Pajak:

Direklur Fasilitas Kepabeanan:
Direktur Penindakan dan Penyidikan;

Hepala HKantor Pabean ...... [yang mengawasi lokasi tempat usaha,
pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima
subkontrak);

Pimpinan ......ii..... (Perusahaan),

Ditetapkan di ..........
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH /KPU
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LAMFIRAN HEPLUTUSAN MENTERI KEUANCAN
ROMOH -
TARGOAL

LAMPIRAN 1

DATA ENTITAS PERUSAHAAN

e 0 M . L

16
11.

Mama badan usaha
Nomor Fokok Wajib Pajak
Momor Induk Berusaha
Alanat kantor

Momor teleppon kantor
Memor faximile kantor
Emall kantor

Data penanggung Jawab

T [RETIEn | Inhalamn

Wariny Fhentiing

Meanor kamiu identine Ensntl

Meaior

Libepan /P

o,
I,

L |

Fasililas kepabeanan yvang telah
digunakan

il __.m.u_u._wf.m__u_m__hu Somuar da L

BUTTL keparlugan fsililas Laknsl

.
b,

a,

Aszal perolehan barang dan bahan
Tujuan penjualan hasil produksi

Ditetapkan di .........
pada tanggal ......

MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH /KFU
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LAMEBLRAN HEPLITUSAN MENTER KELWWNGAN

NOMOR
TANGOAL
LAMPIRAN IT
DATA EKSISTENSI PERUSAHAAN
1. Tempat pengolahan/pabrik
Ke Adnmat | Luas Slndus m:wrx_mqtﬂ_“:.._ﬁ.ﬁ HET Eermkb
(| Kegeniblkooss samgsl
PELERNIEED tenignim
Jenls Mowor | Tai 1
ik,
I
1

2. Tempat pembongkaran dan/atau
pentmbunan barang dan batian®

Mo, | Alumal | Loas | Stalus Bukll kepemilEan il hernkle
] | kepenslikan/ s
s RTUERTH AT dengain
oJends | Momior | Tamghial
i
b,
.

Ditetapkan di
pada tanggal ......

a.n MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH /KPU
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR -
TANGGAL

LAMPIRAN III
DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN

1, [xin Usala Dnduster [T0UT)
A, [nstanst penerbit [U]
Ir. Moo 1UI
. Tanggal I'LN
. Bidang Usaha Industri

z, Hopasitas produlos sesuad 10T

K. Uragnn Birnng Sntiapay Hopasitns per Lol
wla
b ] N
) ]
o, |
3. Barang dan Bahan 3
Mo, s Uraton Barmng Sadiea Rencang lmpor per fabam
L
lx.
2 _.
4, Hasll Produksi :
Nee [ HS Uralan Barang Satian Masa profuksl | Rencann ekspor
| prer Laliin
i
I,
... £

B Penerima subkontrak**
M, .“ Maa pencrinn sUbkontmk | NPWE
E |

LHH O

AlamaL Tnhapan kegiafan produolosd

6. Jangha Wakiu Ekspor

............

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ......

MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

a1,

DMEEKTUR JENDERAL,
-tid-

HERU PAMBUDI
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LAMFIRAR W
PERATL AN LDIHERTUR JENIIERAL REA |RAN CUEAL
MOMHY PER: 3 S50 2000

TENTANG
HETUMLIE FELAKSANAAN I"ELATIIRAM MENTEIRI
FRELIANSGAN REFLRELIE IR ELA BRCHAT,

L1 PRI P00 H TENTANG PERGENMTIALIAN HEA MASLIE
ARG TELAI DITEAY AR ATAS FARART MEGWAT T ATAS LML
NARANG A EAHAN. UNTUR THOLAIL DERAKIT.  ATAL
[HIASANG Paba TRAHARG LAIN DISNGAN TUSUAN UNILIK
T EHSEYHL

FORMAT SURAT PENOLAKAN FERMOHONAN PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN

Nomor _ Tanggal....
Sifat

Lampiran :

Hal :  Pemberitahuan Penclakan Permohonan Perubahan atas

Eeputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian

¥th. Pimpinan .....
di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor ; ............ tanggal
hal Permohonan Perubahan atas HKepulusan Penetapan sebagai
Perusahaan KITE Pengembalian, bersama ini kaml sampaikan bahwa
berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pendukung, permohonan
Saudara ditolak dengan alasan:
a. .
c. dst.

Saudara dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali perubahan
atas keputusan penetapan scbagai Perusahaan KITE Pengembalian setelah
mementihi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa ...

Untuk keterangan lebih lanjut Saundara dapat menghubungi ... funit)
dengan nomor telepon ..... femail ....... (nomor telepon dan email resmi kantor).

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabalan

DIREKTUR JENDERAL,
-1td-

HERL PAMBUDI

e

NIF 19700412 198912 1 001
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LAASPIIAN Wl
PERATUHAN 1IEISCTLE JEMINERAL HEA DAN CLRAI
PACIRROA B'ER- O /1R F2000

TENTANG
PETUMJUE  PEIAKSANAAN  ERATURAN  MESTHI
AN G AN TR TERLI B INTIMESLA, OO

LG]SR 04 P20 A CTENTANG PENGEMIGALIAN DEA MASLIK
YANC TELA INNAYAR KTAS FIARAND MERATT ATAS TMINIE
PAJEARGG A0 TRARLAM LUNTLUK DAL INHAKIT. ATAU
PIPASANG PALRY [AEANCG LAIN DEMGAN TTLPLAN BT
ITHEESI

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBONGKARAN DAN/ATAU
PENIMBUNAN BARANG DAN BAHAN, BARANG CONTOH, DAN/ATAU HASIL
PRODUKSI KEE LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN
PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN

KOP SURAT PE mrm.__ﬂw_u_.}z
MNomaor - TITRAR Tanggal ..
Lampiran ; ...
Hal : Permohonan Pembongkaran dan/atau Penimbunan Barang dan

Bahan, dan/atau Hasil Produksi ke Lokasi selain yang Tercantum
dalam Heputusan Penetapan sebagali Perusahaan KITE
Pengembalian

¥ih. Kepala Kantor Wilayah /KPU ......
1 | GRS

Dengan ini diberitahukan bahwa kami:

Nama Perusahaan
SKEF KITE Pengembalian

mengajukan  permohonan  untuk melakukan pembongkaran  dan/atau
penimbunan Barang dan Bahan, dan/atau Hasil Produksi ke lokasi selain vang
tercantum  dalam  Keputusan Penetapan sebagal Perusahaan KITE
Pengembalian, yaitu:
Lokasi Gudang)/ ..
Alamat F b
Jenis Bahan Baku yang ditimbun s
Jumlah Bahan Baku .

Paclking List

FPerkiraan tgl pembongkaran dan/atau

penimbunan

L R

Demikian kami sampatkan.
Penanggung Jawab
Perusahaan /Direksi

DIREKTUR JENDERAL,
-Ltdd-

HERU PAMBLIDN

....|||...__m. 19700412 198912 1 001
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LARIPEIRATY 170

PEIRATURAN DIHEETHR TENDERAL REA [WAN Al
POIRACHE BEER- 3 s ranign

TENTANG

FETLIMILIE FELARSANAARN IPELATITHEAN MEMT R
KELIAMG A KFETLIFEAK TS MR ESEA PRI
LG ITER 04 200 TENTANG PENCEMITALIAN TEA MASLIE
YANG TELA THHAYAR ATAS FIASMO BEWALTATAS (M
PMIABHANG DAN LRARRAN LINTUK DIOLALL DA, a1an
DIPASANG Padin BARANG LAIN DENGARN TLRIIAN LINTLIR
THEXSMO

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBONGHKARAN DAN/ATAU
PENIMBUNAN BARANG DAN BAHAN, DAN/ATAU HASIL PRODUKSI KE
LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN PENETAPAN

SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN

. e e e e s o o 0 Tl bl i e e e o e ot e e S T 0 e 5 e i e e o e T e 5 e e e

ROP SURAT FERUSAHAAN
Nomor @ .. Tanggal ..
LAINPITAD | il
Hal 1 Pemberitahuan Pembongkaran dan/atau Penimbunan Barang dan

Bahan, Barang Contoh, dan/alau Hasil Produksi ke Lokasi selain
yang Tercanium dalam Kepulusan Penetapan sebagai Perusahaan
KITE Pengembalian

Yih, Kepala Kantor Wilayah/KPU ......
4| S

Dengan ini diberitahukan bahwa kami;

Nama Perusahaan
SKEF RITE Pengembalian

akan melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan Barang dan Bahan,
danfatan Hasil Produksi ke lokasl selain yang tercantum dalam Keputusan
Penetapan sebagal Perusahaan KITE Pengembalian, yaitu:
1. Lokasi Gudang/.... QPSS
2. Alamat D ey
3. Jenis Bahan Baku yvang ditimbun
4. Jumlah Bahan Baku
5. Paclking List
6. Perkirnan tgl pembongkaran dan/atau
penimbunan

Demikian kami sampailkan.

Penanggung Jawab
Perusahaan /Direksi

Tembusan :
1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;
2. Kepala Kantor Pabean tempat pembongkaran dan/atau penimbunan.

~Salinan sesual dengan aslinya, DIREKTUR JENDERAL,

....,.____ ub. k-
3 __. Bagian Umum HERU PAMBUIDI

hjudi Adrijanto
P 187004712 198812 1 001
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LAMETIAA X

PERATURARN INEERTU R QENDERAL [1EA DAY CEHA
HOWHL PER-0 FBC 015

TEMTAMG

IHETLGIL PR LAKS AN AN PERATLONS IEMNT ERRD
HELIARGAN REFLIELIK (s A
DL FIADL O B0 B TENTANG FEMOGEMIRALARN HEA BASUIC
EARK] TELAL INTEATAR ATAS DA AN STEWAT ATAS BTN
MARANG AN A3AI AN UTEFLE DNSHATL IHIRARIT. KTAL
IIPAEAM PALIA TRABANG LAIN TIENGAN TULFUAMN L
[NEKEIYCOH

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBONGEARAN DAN/ATAU PENIMBUNAN
BARANG DAN BAHAN, DAN/ATAU HASIL PRODUKSI KE LOKASI SELAIN YANG
TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE
PENGEMBALIAN

TR ST e o [

HOP SURAT KANTOR WILAYAH /KFU

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MNomaor E smemiaean =0 1 1 | R e S
Silat

Lampiran

Hal ¢ Perselujuan Pembongkaran dan/atau Penimbunan Barang dan Bahan.

dan/atau Hasil Produkst ke Lokasi selain yang Tercanium dalam
Heputnsan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian

Yih, PFimpinan (Mama Perusahaan)
SHEP KITE Pengembalian Nomor ...
di .
m,m_,.:_..::..mmb dengan surat Saudara Nomor : ... tanggal ... hal
...................................... . dengan ini diberitahulian ,cm:ﬂﬂ
1 D..ﬁﬂ dlisetujui tm..ﬂc_.__an.h.: Saudara untuk melakukan pembongkaran dan/atau
penimbunan Barang dan Bahan, dan/atau Hasil Produksi ke lokasi selain yang
tercantum dalam Keputusan Penctapan sebagal Perusahaan KITE Pengembalian
dilolkasi:
a. Lokasi Gudang/.... ¥ s R
b. Alamal AR R
c. Jenis Bahan Baku yang ditimbun R R
. Jumlah Bahan Baku .
e. Packing List
f. Perkiraan tgl pembongkaran dan/atau penimbunan i
2. Persetujuan tersebul pada butir 1 [satu) diberikan dengan wn_._.-:_E.m: mn_umri
berilkut:

a. Persetujuan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/atan
penimbunan;

b. Dalam hal pembongkaran dan/atau penimbunan dilakukan pada lokasi
sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan dipergunakan secara tetap dan/atan
berulang-ulang, Saudara wajib mengajukan perubahan data dalam Keputusan
Penetapan scbagai Perusahaan KITE Pengembalian;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.
Kepala Kantor

Tembusan :
1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;
2. Kepala Kantor Pabean tempat pembongkaran dan/atau penimbunan,

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUIKAI

g relaris EﬁmEE.E LEEEE ~ticl-
; HERL PAMBUDI

:_.E. Adrijanto
E:u 19700412 198812 1 M0
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PETUNJUEK PENGISIAN KONVERSI

Diisi dengan nama Perusahaan KITE Pengembalian,

Dilsi dengan Keputusan Penetapan scbagal Perusahaan KITE
Pengembalian.

Diisi dengan nomor Konversi,
Diist dengan nomor urut Haslil Produksi,

Diisi dengan kode Hasil Produksl, klasifikasi HS, dan uraian
barang.

Diisi dengan satuan Hasll Produksi.
Diisi dengan nomor urut Barang dan Bahan,

Diisi dengan kode Barang dan Bahan, klasifikasi HS, dan uratan
barang,

Diisi dengan satuan dari koefisien Barang dan Bahan,

Diisi dengan koeflisien Barang dan Bahan.

Diisi dengan angka persentase Barang dan Bahan vang
digunakan untuk 1 (satu} satuan Hasil Produksi.

Diisi dengan angka persentase waste/scrap dalam Barang dan
Bahan yang digunakan untulk 1 (satu) satuan Hasil Produlksi
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LAMITHAM X3

PEHATLINAN DIREETUR JENTHAL 1A 1AM C1A
MOMOR 514 FAC S

TENTAND

FETUMJUK  PELAKSANAAN  PEMHATURAN  MEMTIER
HELIAM AN REFLALIE INIONESS N aiul il
JOEIMEL ORS00 LB TENTAMG PEMGEMBALIAN [HCA MASL
WARD TELAT | DI TAR A TAS IRALANG MEWAT] ATAS 1341100
TARANG (1AM NATIAN LUNTLE (00081, TITRASIT. ATAL
EIPASANG AL DARANG LAIN DENCGAY TIRIHAN LS5 H
IHERSOE

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGUNGGAHAN (LOADING) KONVERSI

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

KOP SURAT PERUSAHAAN
Momor B SRR Tanggal ........cc........
Lampiran ;
Hal : Permohonan Pengunggahan (Loading) Konversi a.n, Nama

Perusahaan

Yih. Kepala Kantor Wilayah/KPU ......
4 |

Dengan ini kami:
Nama Perusahaan R TR,
SHEP KITE Pengembalian LRI
mengajukan permohonan untuk dilakukan pengunggahan (Loading) Konversi
sebagaimana terlampir pada surat inl ke dalam Sistem Komputer Pelayanan
lasilitas KITE Pengembalian.

Demikian kami sampaikan,
Penanggung Jawab
Perusahaan/Direksi
TTD

DREKTUR JENDERAL,

-tid-

HERU PAMBLIDI]

Salinan sesuai dengan aslinya,

....;m__" retaris Direktorat Jenderal
e .........._.. ._._.._U.
P Bagian Umum

o w..u udi Adrijanto
AP 19700412 198912 1 001
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LRI X
FERATURAN IMEERTUR JENDEIZAL S DAk OO
MO 503 3 F3C/ 2010

TERTANG
FETUMILE  PELARSANAAN 1 RLATLIRAN MENTIIRI
KELIANGARN REFUIELIE IR M RSN, el S

TG LAIMEL O 0 LR TENTAMG PESGEMIIALIAN [IEA MasLK
WANRG THLATE DHIRATAR WTAS FARANCT MEWAT L A% 18171
PARANG B3N JIAHIAN UNTLEC DOLAlL, THEasEl, sral
LI sanals LA [BAHANG LAIN DENGAR TURILAN UINITH
[ [LA12 Lol

FORMAT SURAT PERMOHONAN MENSUBKONTRAKKAN SELURUH
KEGIATAN
PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

KOP PERUSAHAAN
Nomor -
Lampiran
Hal  Permechonan  ijin - mensubkontrakkan seluruh  kegiatan
pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan

Yih. Kepala Kantor Wilayah/KPU ............
2 | R

Kami ... (Perusahaan), Keputusan penetapan scbagal Perusahaan KITE
Pengembalian Nomar ....... Tanggal ........ dengan ini mengajukan permohonan ixin

melakukan subkontrak seluruh kegiatan pengelahan, perakitan, dan/atau pemasangan
alas kelebihan kontrak yang tidak dapal kiami kerjakan karena keterbatasan kapasilas
produksi. dengan data sebagai berikut;

a. Penerima subkontrak b R
. Alamat penerima subkonirak .
. NPWF penerima subkontrak e e
d. Nomor lzin Usaha Industri/ Dokumen Sejenisnya :

e, Nomaor dan Tanggal Kontrak/ Perjanjian e e
[. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses A anilian
& Jumlah dan satuan Bahan Baku atau barang dalam proses  : ...

h. Jenis hasil produksl b it
1.

Jumlah dan satuan hasil produksi E R

Demikian kami sampaikan.

Penanggung Jawab
Matersi | J/abatan

B

Nama Lengkap

DIREKTUR JENDERAL,

Salinan sesuai dengan aslinya, itd

HERL PAMBUDI

_f

* ! %
\ ] R

£ A 5

WA Adrijanto
S==MFFT9700412 198912 1 001
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LA IAN K
PERATURAN . DIREHTUR JENERAL T3EA TN CLIRAl
MOMOR [ER- 3 /2019

TERTARG
PETURJLIE  MELAKSANAKN I'ERATURAN  MENTEHRD
HELIANC A REPUNLIK [MiMIMESIA RO 0

VG PMELO4 20 R TENTANG PENGEMIALLAN BEA MASLIK
WARE TELAN DAY AR &TAS IAHARNT MEWALLA FAS IFL
DRAHANG AN DALAN DSTUR IHOLAH, [HIicaknr, aTall
DIFASAND PALLS, BAHANG LAIN DENCIAN TUILAN UNTUK
DIEESIOH

FORMAT SURAT PERSETUJUAN MELAKUKAN SUBRKEONTRAK SELURUH
KEGIATAN PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

e o o e R B0 08 5 50 8 i e e o e 5 5 o o s e e e e e e

NOmor RIS FAt Tanggal ..................
Silat TR PR
Lampiran 1 ..o
Hal - Persetujuan melakukan subkontrak seluruh kegialan pengolahan,
perakitan, dan/atau pemasangan
Yih, Pimpinan .........., (Perusahaan)
5 1 ERUFERYSAS
Sehubungan dengan sural Saudara Nomor : ... tanggal ... hal
comemrnnses, dengan inl diberitabukan bahwa:
1. Dapat disetujui permohonan ...... (Perusahaan) untul mensubkontrakkan seluruh

kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak
vang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi, dengan data
sebagai berikut:

a. Penerima subkontrak L Tr—

b, Alamat penerima subkontrak -

c. NFWF penerima subkontrak

d. Nomor lein Usaha Industri/ Dokumen Sejenisnya

€. Nomor dan Tanggal Kontrak/ Perjanjian : sy aa s
f. Jenis Barang dan Hahan atau barang dalam proses - (NEREE L
g Jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang

dilam proses O T
h. Jenis hasil produlesi [ ——
. Jumlah dan satuan hasil produksi I T

2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagal berilkut:
a. hasil pekerjaan  subkontrak harus  dikembalikan ke Perusahaan KITE
Pengembalian;
b, dalam hal {erdapat sisa proses produksi [wpaste fserap) harus dikembalikan
kepada Perusahaan KITE Pengembalian; dan
o, persetujuan hanva berlaku untuk 1 [satu) kali perjanjlan subkontrak.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan,
Kepala Kantor

‘embusan :
I. Kepala Bidang Penindakan dan Penyldikan Kantor Wilavah:
2. Kepala Kantor Pabean;

DIREKTUR JENDERAL,
alinan sesuat dengan aslinya,
SieEg laris Direkitorat Jenderal -thel-
.;__nmmmﬁ s HERU PAMBLIDI

o : .-_.__.. w2
nuWadtudi Adrijanto

TP 19700412 198912 1 001
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LAMITHAN X1V
PERATLHIAN DIKEETUR JEXDERAL TEA AN CURAL
NOMOR PEH- 3 JBC/20050

TEMTANL
PETUMNILIK HCLAKSANAAN PERATUAN MENTERI
KELFANTARN REFURLTE I EINESIA MOTEH

TG PME O 2 S TENTANG PENCENITALTAN [E4 MASLE
VAN TELANT DH AT ALK TS TTARANG, DAEWIALL ATAS TIVIR
BaMANG 1AM DAMHAN UNTOE DEHAIL IMEAKIT. ATAL
DIrAGAsl PALA DARAND LAIN THNGAN TUAUAN TINTLRK
[HEESIMH

FORMAT PERMOHONAN MENSUBKONTRAKKAN EEGIATAN OLAH, RAKIT,
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR
DALAM DATA KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE

PENGEMBALIAN
HOP PERU
Momor
Lampiran
Hal : Permchonan mensubkontrakkan kegiatan olah. rakit, dan/atau

pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data
Eeputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian

Yih. Kepala Kantor Wilayah /KPS
= SO R

Kami Perusahaan KITE Pengembalian Nomeor : ..., Tanggal: ........._., dengan ini
mengajukan permohonan ifjin mensubkontrakkan kegiatan olah. rakil, dan/atau
pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data Keputusan
Penetapan sebagal Perusahaan KITE Pengembalian dengan data sebagal berikut:

a. Penerima subkontrak ¥ At

b. Alamat penerima subkontrak s

¢. NPWP penerima subkontrak < S

. Nomor [zin Usaha Industri/ Dokumen Sejenisnya B s

Nomeor dan Tanggal Kontrak/ Perjanjian Pt R

Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses ¥ i hiaterarn
Jumlah dan satuan Barang dan Bahan

atan barang dalam proses -

. Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan gy iNLTNE

Jenis hasil produksi L E——

Jumlah dan satuan hasil produksi - —

Ll
—

—rE men

Demikian kami sampalkan.

Materai Penanggung Jawal
A Jabalan

Nams: Lenghkap

DIREKTUR JENDERAL,

=alinan sesuai dengan aslinya,

——=dar kreiaris Direkioral Jenderal gl

HERU PAMBUDI
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LAKPIRAN M
FERATURAN | KRERTUES JENTIEIZAL, N DA O
NOUSOH 'ER: 1 SRCA S

TENTANG
VETURIE PELAHSANAAN  PERATURAN  MENTER
HELAG AN REPLIRLIE IME IS RPN

1G] SPME DRS00 R TENTAND PENCEMIEALLAN |1 MAST L
WANG TELAL DUDAYAR TS BARANDG MEWAL L ATAS 18155
TIAICARNEG AN IRARIAY UNTLUR  [slCaad), JIR&KIT, WTAL
LEPASANG IR DARANG LAIN DENGAN TLLILIAN LIRTLIE
HERHS I

FORMAT PEMBERITAHUAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH, RAKIT,
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR
DALAM DATA KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE
PENGEMBALIAN

B e et e e e e el P IR MG e .0 - i - e e o i o B e et o L L

Nomaor - ——

Lampiran

Hal :  Pemberitahuan mensubkonirakkan kegiatan olah. rakit, dan/atan
pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdafiar dalam data
Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian

Yih. Kepala Kantor Wilayah /KPU
T | ERRPRPR

Kami Perusahaan KITE Pengembalian berdasarkan Keputusan Nomor: .
Tanggal: ... dengan  ini  memberitahukan  bahwa Perusahaan akan
mensubkonirakkan keglatan olah. rakit, dan/atau pasang pada penerima subkonirak
yang fidak lerdaffar dalam data Keputusan Penelapan sebagal Perusabaan KITE
Pengembalian dengan data sebagat herilout:

a. Penerima subkonlrak TR L
b. Alamat penerima subkontrak E i a e
¢. NPWP penerima subkontrak Lk ntare S
d. Nomor lzin Usaha Industri/ Dokumen Sejenisnya R
e. Nomor dan Tanggal Kontrak,/ Perjanjian
{. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses
g. Jumilah dan satuan Barang dan Bahan

alau barang dalam proses R
h. Jenis pekerjaan yang disubkoniraklkan i
1. Jenis hasil produolsi N
1. Jurmnlah dan satuan hasil produksi SR v

Demikian kaml sampaikan,

Materai Penanggung Jawakb
00D Jabatan

Nama Lengkap

DIRERKTUR JENDERAL.,
-ticl-

HERL PAMBUDI
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LARADT AN X

FERATURAN IHHERT U FENDERAL RA TRAN OLRAT
MNOMOE PER- 5 6 2000

TENTAMG

FETUNJUKE  PELARSAMNASN  [IORATUHAN  MEMTER
IELTANG AN RELLINLLE IS 1A NN
151 AP0 2008 TENTANG PENGEMUALTAN 1224 MASLH
WANG TERLAN | IHISAYAR ATAS IRARANG MEMA] T ATAS IMIIY
BAMANG [N DALLAN UNTUK IR0LAIL INRAKIT. ATAll

DIPASAND A0 IAANG LAIN [RINCAN TIAILAN LN
PIERSEIR

FORMAT SURAT PERSETUJUAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN QLAH,
RARIT, DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK
TERDAFTAR DALAM DATA KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN
KITE PENGEMBALIAN

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nomor D wieders b Tanggal ...oocovvannnnes
Sifat SRR
Lampiran @ oo
Hal - Persetujuan mensubkontrakkan kegiatan olah. rakit, dan/atau pasang

pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data Kepulusan
Penetapan sebagal Perusaliaan KITE Pengembalian

Yih, Pimpinan Perusahaan

di .

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ! ............ tanggal ........... perihal
casennee, dengan inl diberitahukan bahwa:
1. Dapat disetujuli permohonan ... (Perugahaan]  untuk mensubkonirakkan

kegiatan olah. rakit, dan/atau pasang dengan data sebagai berikut:
a. Penerima subkontrak

b, Alamal penerima subkontrak

c. NPWP penerima subkontrak

o, Nomor Izin Usaha Industri/ Dokumen Sejenisnya

©. Nomor dan Tanggal Kontrak,/ Perjanjian

. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses oz
g. Jumiah dan satuan Barang dan Bahan

atau barang dalam proses
. Jenis pekerjaan yang disubkontralkkan
1. Jenis hasil produksi
. Jumlah dan satuan hasil produkest .

2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagal
berikut:

A, hasil pekerjaan sublontrak harus dikembalikan ke Perusahaan: dan

b. dalam hal terdapat sisa proses produksi lwaste/scrap] harus dikembalikan
kepada Perusahaan.

¢ perselujuan banya berlaku untuk 1 {satu) kali perjanjian subkontrak,

Hepala Kantor

Tembusan -

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah /KPU;
2. Kepala Kantor Pabean:

DIREKTUR JENDERAL,
-fildd-

HERL PAMBUDI

HOTaTrIA 1T 1084819 1 ani
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LAMPIRAN XV
PERATURAN TIRERTU R JEMNIHRAL IEEA 1AM CUEa]
NOMOH PEM- 3 facaas

THENTANG
FETURIUKE  PELAKSANAaAM IEHATUIRAN MEDTHI
HELANGAN REILTILIR INDONESLY, ORI

DLW QG S0 | 8 TEMTANG PESNEMIEALIAN A RA&S]E
ARG TELAN T LAYAR ATAS BEARANGS MFNAT T ATAS TN
PWAIRANG AN DIATIAN LRI 1I00LAIL IHRAKIT, ATAL
LAPASANC PALM BBARANG LAIN DIENGAR TLEIIAN UNILIK
(B H 5 o

FORMAT PERMOHONAN MENSUBKONTRAKKAN KEEGIATAN OLAH, RAKIT,
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN

T e e e e o T e T T T e e e e e e e e e e e e e 0 0 e e e

Nomaor - Tanggal
Lampiran
Hal :  Permohonan melakukan subkontrak pada penerima subkontrak oi

luar daerah pabean

Yth, Kepala Kantor Wilayah /KPU

Kami Perusahaan KITE Pengembalian berdasarkan Keputusan Nomor: ...
Tanggal: ........., dengan ini mengajukan permohonan ljin melakukan subkontrak pada
penerima subkontrak di luar dacrah pabean dengan data sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan permohonan tersebut, bersama  ini terlampir kami
sampaikan juga:

1. paparan mengenal alur proses produkst dan alasan perlunya dilakukan keglatan
subkontrak kepada penerima subkentrak di luar dasrah pabean;

2. paparan mengenal kegiatan yang akan dilakukan oleh penerima subkontrak di luar
tlaerah pabean:

3. paparan mengenai hal yang akan dapat membuktikan bahwa barang yang nantinya
ditmpor kembali merupakan barang vang disubkontrakkan ke luar dasrah pabean:
dan

4, daftar perkiraan bagian-bagian (parts) pengganti atau ditambahkan, serta biaya
perbaikannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi, dalam hal terdapat
penggantian, penambahan, alau biaya-biava dimaksud,

Demikian kami sampaikan.

— Penanggung Jawab
Materal | Jabatan
G000

Nama Lengkap
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LA AN XN

LA TLIRAN DIREKTLR JEMIIE IO FEEA TIAN CLIEA]
MOMICE 'R I PO e

TENTAMO

PETLNIUE  PELAKSANSANM PERATLIRAN MEMTEIH
KELLANG AN HEPLHLIEK IMTHME S P HE OHA
VLML O B0 LS TENTARG UERNGEMDALIAN EA MASLIE
AN TELAR DIESAY AR ATAS FRARARG MEWATLNTAYS B0
FRARANG AN NAHAN UNIUE DIOLAFL DEEAKTL, ATALL
FUFASANG Palia TARANG LAIN DENCASY TUAILAN UNITE
EHEI e

FORMAT SURAT PERSETUJUAN SUBKONTRAK EEGIATAN OLAH, RAKIT,
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH
PABEAN

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nomor : Tanggal.....

Sifat

Lampiran :

Hal : Persetujuan subkontrak keglatan olah. rakit, dan/atau pasang pada

penerima  subkontrak di luar daerah pabean

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan KITE Pengembalian)
1 | R e

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ............ tanggal ........... perihal
................... » disetujui permohonan Saudara untuk melakukan subkonirak
kKegiatan olah, rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak di luar daerah
pabean dengan data sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan,

Kepala Kantor
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LAMPIRAN X1x
PERATUIAN DEREICTUR JENDERATL, [EA AN £ Eal
NOMOE TR 1 ool

TENTANG

PETUNJURK PRLARKSANAAN PREIRATURAN METRRI
BEUANGAN BEMUNLIN INDONESLS RO0N

151 # PRS2 08 TENTANG TENGEMIZALIAN FiFA
MASLIK YANG TELAH DITIANAR ATAS [SAFANG M EWATT
ATAS IMIFCOE ATLARG 1AM CLABEAN LINTLIE DI LAEE,
TUHAKIT. ATALT 1HIASANG PADA TEANARNT LAM {550 AN
TLLILAM LINT LI DIEESTOR

CONTOH PENGHITUNGAN SECARA PROPORSIONAL UNTUK PENGEMBALIAN
BEA MASUK ANTIDUMPING, BEA MASUK IMBALAN, BEA MASUK TINDAKAN
PENGAMANAN, DAN BEA MASUK PEMBALASAN

I. Sebagai contoh, diketahui data-data sebagai berikut:

NO URAIAN JUMLAH

Jumlah bea masuk antidumping, bea masuk
L | imbalan, bea masuk tindakan pengamanarn,

dan/fatau bea masuk pembalasan dalam FIB Rpl,500,000
7. | Jumlah total bea masuk [Most Favoured Nation)
| dalam PIE Rp1,000,000

| Jumlah bea masuk (Most Favoured Natlon) dalam

| Bahan Baku yang terkandung dalam Hasil
Produksi berdasarkan penghitungan Konversl
yvang disetujul Rp500,000 |

3.

2. Penghitungan jurnlah bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea
masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk permnbalasan yang
diberikan Pengembalian adalah sebagal herikut:

(500,000 : 1.000,000) x 1,500,000 = Rp750,000

DIREKTUR JENDERAL,
-ttd-

HERU PAMBUDI
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FAREM AN X

IERATLIEAN DIRERTUR JENTEEHAL WA [FAN CUEAI
MO PSR- 3 /0 2nig

TN ARG

PETURIUIE  FELAKSANAAN  ERATURAM  MENTEHD
BELANG AN BEPUIIEK INLOIMESLA AR [T
1ET /TR SR TENTANG PERGEMUALLAN 1EEA BMASLF
YAMG TELAN THHAYAR ATAS FANEANG MEWA]TATAS IMEHH
MARARNG LaAN TR LINTUIK [HOATL ENRAKIT. ATAll
IHPASANG Palia BajeamG DADY THEPRGAN TULILAN LINTLIE
LIERSIR

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGEA WAKTU EKSPOR

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

KOP SURAT PERUSAHAAN
Nomor : Tanggal ......
Lampiran
Perihal : Permohonan Perpanjangan Jangka Wakiu Ekspor
Yih. Kepala Kantor Wilayah/KPU ......
A i

Yang berfanda tangan dibawah ind kami pimpinan dari:

Moma Perusahaan

NPWFE e,
Hepulusan penetapan scbagat Perusahaan KITE A b
Alamal KEantor 3 A S
Telepon/Faxdndle: ™ L
dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu ekspor selama ...,
bulan. terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ (11 /.. .[lainnya)... nomor.... tanggal ... *
KAFEIA ALAEATL 1oveevrein i vensersmrsmsresssmmsae

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:
[] Pemberitahuan Pabean yang dimohonkan perpanjangan
[] Bukii pendukung berupa:

. :

materai Pemohon
Rp.6.0o00p | [Penanggung Jawab Perusahaan)

Nam:a
Jabatan

*dalam hal lidak mencukupl, dapat dibuat lembar lampiran

= 1=K

DIREKTUR JENDERAL.,
ttd-

HERU PAMABLUDI
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LAMFIRAN XX
FERATUHAN [ KEERTUH JENDERAL NEA AN L9
RO PER- 3 FRC/ 2019

TENTANG
I'EMTRILE . PEIARSANAANM  DTERNTURAN MENTEIE
HELLANCAM RE LI INEMRIEZSEA el X 1

L APMI G S 200 B TENTASG FENGEMIBALIAN 5 MASE K
TANG TELAIT DICAYAR ATAS FAILANC: MITWAT T ATAS RO
OARANG  DAN BAHAN UNTUR PIGQLAIL DIRAKET, ATAL
THEMASANG Al DAMANG 1IN DENGAN TLLIUAN LINTLEH
THERSIYHL

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Hal : Persetujuan Perpanjangan Wakiu Ekspor

¥Yih, Pimpinan (Nama Perusahaan)
| S

Schubungan dengan surat Saudara Nomor ............ tanggal ... perihal
Permohonan Perpanjangan Waktu Ekspor, dengan ini diberitahukan bahwa
Permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan Wakiu Ekspor terhadap
BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...(lainnya)... nomor.... tanggal ....karena

alasan............ selama ... bulan sejak berakhirnya Jangka Waktu Ekspor yang
lama, dapat disetujui.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

MNama Jahatan

DIREKTUR JENDERAL,
-1td-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

!
S

¥ ﬂ ,._....,._n
Y
. ) "__.l.m ...br&ﬂ-.“”_.—.l_.-u

),
BAO700412 198912 1 001
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EAMP AN XTI

PEHATUIRAN PIREKTUTR JESNIERAL 1R TAN T
NOMOR FEM- 3 FOC/ 2000

TENTASN

PR LML IELAHSANMA AN I"EHAT LI RAM MR
IELAN G REFUNLIK ENLHINES LA PP
16 IR0/ 2018 TENTANG BERGEAMIALIARN FEA MASLIE
WANG TEEAL L IMBAYAK ATAS [8nMa00 MEWALFATAS [MIXHE
PRAHANG IMAN HAHAN LINIUR THOLAIL IHEAKRIT, ATAL
PIPASAND PAIN BARANG LAIN 1MSNGAN TIAFUAN UMLK
FHERSPOAE

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGHEA WAKTU EKSPOR

e R o i e i e Y R Y 0 o o e S S < S S BB SN BB G e 5 - e e o e e e e e e e g

e . et e S B YT B i o - e e s - e e s e e T B0 B 1R L 8 5 e o] oo e e s

Nomor - Tanggal..
Sifat

Lampiran :

Hal ¢ Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Ekspor

Yih. Pimpinan (Nama Perusahaan)
5 | R

sthubungan dengan sural Saudara Nomor ........... langgal .
perihal...... . dengan ini diberiftahukan bahwa permohonan Saudara untuk
Elm__Erm: perpanjangan waktu ekspor terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC
2.8/PPFTZ 01/.. (lainnya)... nomor.... tanggal .... karena alasan.. . selama

..... bulan sejak berakhirnya ..Hmum_ﬁ Waktu m_ﬂwﬁuw yang lama, ﬂ-nﬂw n_-wnﬁEE
KaPena ;. icvviinsvins

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

DIEEKTUR JENDERAL,
-ttd-

HERU PAMBUDI

mm_:ﬂ.: sesuai dengan aslinva,
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LAMITAN XX

PEHATURAN [RETUIR JENIE AL TURA LA CLRA
MOBACH, [Fil- & SBC 201E

TENTANG

MITUMIUK  VELAKSANAAN . TEHATURAN  MENTERI
KELIANOAN BEIMIELIE B HONESLA PCTRCH
TG TMBL 04 030 |8 CTENTANG PETNGEMIALLARN HEA MAS LIS
VARG TELAT INESATAR ATAS [EARAND MEWALLATAS 817351
IEARANG DAN TIAHAN UEVIUE IMOLALL DIRGAHTT, ATAL
THPASANG PAIA BARAND LAIN DENGAN TURiUAN UNTUR
AIERER M

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN KEMBALI JANGKA WAKTU
ERSPOR

Nomor : Tanggal ......
Lampiran 3
Perihal . Permohonan Perpanjangan Kemball Jangka Wakiu Ekspor

Yih. Dircktur Fasllitas Kepabeanan
c.q. Kepala Kantor Wilavah/KPU ......

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:
Nama Perusahaan R A AR
NPWP AR Tt
Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE s ST
Alamat T,
Telepon/ Faximile :

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan kembali jangka wakiu ekspor
selama ..., bulan, terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...(lainnya)... nomor....
tanggdal ... * karena alasim ..o e s

Bersama Ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:
[] Pemberitahuan Pabean yang dimehonkan perpanjangan
[] Bukti pendukung berupa:

1. :

2.

i Pemohon
materat (Penanggung Jawab Perusahaan)
Rp.6.000,00

Nama

Jabaian

*dlalam hal tidak mencukupi, dapat dibuat lembar lampiran

DIREKTUR JENDERAL,
linan sesuai dengan aslinya, ~tid-

HERU PAMBUDI
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EAMIMEAN KNIV

FFHATLRAN [DIRERTOUR JEWIERAL IEA TN CLIAL
NOMOIR 8- 55 0 en

1N A

PETUMJUIE FELAESANAAN  MATURAN  MENTERL
BELAN AN REPLNLIK IRIAIMESEA OO
1N S IO 2008 TN CANG PENGEMITALLAN FE& MASLIE
VANG THLAI N INHAYAR ATAS TRARNT MEWATATAS 181411
IAMANG %N [AIAN UNTLIL [EOLAR, IaRaKFE, afall
IHTASANG PALS DARANT LAIN LEMCGAN TTULAN LINTUK
L RS

FORMAT SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN ATAS
H.HEH.NGE PERPANJANGAN JANGHEA WAKTU EKSPOR

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Momor : TAREEAL i e iaaiaas
Sifat

Lampiran

Hal :  Rekomendasi terkalt Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Ekspor

Yth. Direlklur Fasilitas Kepabeanan
1 | R

Sehubungan dengan surat ... (Nama Perusahaan) Nomor ............ tanggal ...
perihal...... . dengan int diberitahukan bahwa:

1. Perusahaan mengajukan permoehonan perpanjangan kembali Jangka Waktu Ekspor
terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...(lainnya)... nomor.... tanggal .

karena alasan............ sclamia ... bulan sejak berakhirnya Jangka Ear..n mw.ﬁ_:ﬂ
vang lama.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat kaml sampatkan bahwa:
.
h.
L

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di alas, dengan ini kami sampalkan permohonan
.iNama Perusahaan) untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

Demikian disampatkan.

MWama Jabaian

DIREKTUR JENDERAL.

-ttd-

::m: sesuai dengan aslinya,
s taris Direklorat Jenderal

HERU FAMBUDI

l__ﬂHm. 19700412 198912 1 001
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FAMETARN XY
PIERATUIRAN [MRERTUR JENTIERAL DEA 1AM CLIN
NOGIDH 'ER- 2 F0H 2010

TENTAND
FETURIUE . PELARSGANAMAN PERATLIAN MEMNTEIR
HELIANG AN REFUHELIE INLICMESLA RS R

TP MEL 08 /20 18 TENTANG FFESNGEAALIAN DA M85
YARES TELAH DITWYYAR L TAS EEARARNC MEWAL | TS P
TEAILARNDG IhuM ESIAN DEITUE Didiail Deitakis.. A1Tai
DICASAREG PALA IRARANG LAIN DENGAN TLLUAN UMUK
[ERSIM

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN KEMBALI JANGHA WAKTU
EKSPOR

KOP SURAT DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

o e - RN B - . il

Mormor ” 5_:?..._._ ......................
Sifat

Lampiran

Hal : Persetujuan Perpanjangan Kemball Jangka Waktu Ekspor

Yih. Pimpinan (Nama Perusahaar)
R

sehubungan dengan surat Saudara Nomor ............ tanggal ....... . perthal...
dengan ini diberitahukan bahwa permehonan Saudara untuk melakukan perpanjangan
kembali Jangka Wakiu Ekspor terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.B/PPFTZ
01/...(lainnya)... nomor.... tanggal ... karena alasan............ selama ...... bulan sejak
berakhirmya Jangka Eme Ekspor u___.Ef lama. dapat disetujui.

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Fasilitas Kepabeanan,

Tembusan: Kepala Eantor Wilayah fKPL _.

LMREKTUR JENDERAL,
td-

HERL PAMBUDI

Salinan mmmcE dengan aslinya,
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T AMEHLAN XNV

FERATUIGAN THEERTUE JENDERSL. BEA DAN CLHHA
MOS0 1R 3 FHC 309

TIENTARN

IETLRAETH IELARSARAAN ITHATLIRAN MENTERI
KELIAKNGAR REIILI® FNLCOMESLA BAOIRECHE

1IN0 F 20 1% TENTANG PENGEMBEALIAN THA MASLIY
FANG TELAN IHERIAYAK ATAS TAARANTT MEWVH ATAS (M
IRAHANG IHAN HAIEAN DNITE JHOANL BRAKIT, aTaln
DPASAMNG AN IARANG LAIN DENCAN TUMIARN TINTLIE
LRIt R

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERPANJANGAN KEMBALI JANGHA WAKTU
EKSPOR

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Momor ; Targgal.. i s rea
Sifat

Lampiran

Hal ¢ Penolakan Perpanjangan Kembali Jangka Waktu Ekspor

Yih. Pimpinan (Nama Perusahaan)
a ..

Schubungan dengan surat Saudara Nomor ... -vee tADIEEAL ..\ eveee. peErihal...... "
dengan ind diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan
kembali Jangka Wakiu Ekspor terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ
01/...(lainnya)... nomor.... tanggal .... karena alasan............ selama ...... bulan scjak
berakhimya Jangka Wakiu Ekespor yang lama, tidak disetujul, karena ..

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

a.n. DirekiurJenderal

Direktur Fasilitas
Hepabeanan,
MIF e

Tembusan: Kepala Kantor Wilayah /KPLI _.
DIREKTUR JENDERAL,
-ttd-

HERU PAMBUDI

salinan sesuai dengan aslinya,

r,.mEH..m Direktorat Jenderal

Hm.u._un_.n._m 198212 1 001
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AMTTRAN 30300
PERATLIRAN DIMERTUR -FENIBERAR 1EA A Sl
MOMOI PER- 2| /D S2019

TR
FETUBLILIE - PELARSANAAN  MERATURAN  MERNIEM
BELANGAR HEFLILHLIK ENEONTESLA Lt [

131 S B F 200 TENTANG PENGEMIALIAN 1EEA MASLIH
FRNG TELAN ENHAY AR ATAS DA JCANGE MEWS]TATAS 1ML
HARANG AN [RAHAN UNTUE DI0LAH, DIKAKIT. ATAL
IMIASANG Al DRt LAIN [HEGAN TLRIDAN LINTLIG
ITHERSIMIHR

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ROP SURAT PERUSAHAAN
Nomaor: Tamggal. s
Lampiran
Perihal : Permohonan Pengembalian

Tith, Kepala Kantor Wilayah ...,
ci ..

Yang bertanda tangan dibawah ini kamil plmpinan dari:

Nama Perusahaan

NPWP Perusahaan

Hepulusan penetapan sebagal Perusahaan KITE
Alamat Kanlor

Telepon /Fax

Nomor Rekening

Pada Bank

Fode Bank

dengan inl mengajukan permohonan Pengembalian Bea Masuk atas imipor barang dan

Bahan unluk diclah. dirakit, dan/atan dipasang
dielspor.

pada barang lain dengan tujuan unluk

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara laln berupa:

al dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean
pemasukandan bukti pembayaran Bea Masuk yang menggunakan Akun Pendapatan
Bea Masuk dalam rangka Fasllitas KITE Pengembalian;

B dokumen pemberitahuan pabean ekspor
o] bulti realisasl ekspor;

Apabila permohonan Ini disetujui. kami menyatakan tunduk pada ketentuan peraturan
yang mengatur mengenal Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk

diolah, dirakit, dan/atau dipasang pada barang

lain dengan tujuan untuk diekspor.

ek Pemohon
Rp.6.000,00
Mama: i
dabatan. L.
= F.mﬂﬁ sesual dengan aslinva,
=ElFelaris Direktorat Jenderal DIREKTUR JENDERAL,
ttd-

HERU PAMBUDI
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PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PENGGUNAAN BAHAN BAKU
YANG DIMINTAEAN PENGEMBALIAN

Diizi dengan nama Perusahaan.
Dust demgan Kepulusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE
Pengembalian.
Misi dengan masa produksi.
Diisi dengan pertode Impor misal 1 Januari 2014 s.d. 31 Januari 2014.
Dilsi dengan urut penyelesalan Bahan Baku.

Dhisi dengan pendaftaran dan langgal dolumen pemberitahuan
pabean ckspor.

Diisi dengan kode Kantor Pabean.

Diisi dengan kode Hasll Produksi, klasifikasi HS, uraian barang dan

nilai [dalam Rupiah).

Diisi dengan jumlah dan satuan Hasil Produksi.

Diisl dengan Konverst yang digunakan atas Hasil Produksi.

Diisi dengan urul pemakaian Bahan Eaku.

Dilsi dengian dekumen pemberitabuan pabean pemasokan Bahan

mmr.:. yaltu:

FIB, yang diisi dengan nomor dan tanggal aju serta dan langgal
H“_n__nm_.__,m_dh dalam hal pemasulian Bahan Baku berasal darl luar
daerah pabean;

2. BC 2.8, yang diisi dengan nomeor dan tanggal BC 2.8, dalam hal
pemasukan Hahan Baku berasal dari Pusat Logistik Berlkat;

3. BC 2.5, yang diisi dengan nomor dan tanggal BC 2.5, dalam hal
pemasukan Bahan Baku berasal darl Tempat Penimbunan Berikat:

4. PPFTZ.01, yang diisi dengan nomor dan tanggal PFFTZ.01. dalam
hal pemasukan Bahan Baku berasal dan kawasan bebas;

2. dekumen lainnya, yang diisl dengan nomor dan tanggal dokumen
tersebult, dalam hal pemasukan Balhian Baku berasal dari kawasan
ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah,

Niisi dengan kode Kantor Pabean,

Diisi dengan seri barang.

Diisi dengan kode Bahan Baku, klasifikasi HS, dan uralan barang.

Diisi dengan jumlah, satuan dan harga per satuan Bahan Baku.

Diisi dengan nilal CIF Bahan Baku {dalam Rupiah).

Diisi dengan nilal bea masuk Bahan Baku.

DIEEKTUR JENDERAL,
ttd=

HERU PAMBUDI

Salinan sesuat dengan aslinya,

1.h,

719700412

irelaris Direktoral Jenderal

Bagian Umum

2 1958812 1 001
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LAMSIMIEAN JO0%
FERATURAN DIBERTUR JHENDERAL IEA RN CLEAI
(RO LS ] B O e R et T B

FHITTANG

PETUNJLUE  FELAKSARAAN  IEHATURAN  MENTERI
EEUANGAN REMLISLIEK INIHINESIA RUTRATN R
PGS E0TE  CTENTANG  [ENGEMOALIAN  [NEA
MASLUI YAND TELATL IMEAYRK ATAS [IAKANG MEWALT
ATAS FMMOR AAJANMG BIAMN HAIAN LINTUIE sl
PHHARTT, ATA TNPASANG PATH EAMANCG LATY DENOAN
TLAFLLAK DOWTLIE THERSIOH

LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR (LHPRE]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

EERTORAT JENDERAL BEA DAMN CURA]

LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISAST EESPOR [LHPRE)
MNOEOT:: cansivenssl L senvanonens TROEEBL v viavns f B asnasasnais

A KPU BCY KANWIL BC @ v
B. DATA EESPORTIR:

lhﬂm“. LIS L R LRSI R ]

{ Nomor PEB.- :..A12)... Tanggal: ....{13]...
EXSPORTIR:
0, NPWP feciiesescef e ciiicin o | FASILITAS YANC DITERIMA
bh. NIPER/SEEP | e 15 R ol | e e . A EPLTRAT
¢ Numw AT Pelabuhan Muat Asal ¢ ., 1§ 5] R
d. Alamat SRNENE o VTP Pelabushan Muat Ekspor @ ... T
Pelabuhan Tujwan ALY [ o TR

PEMNISRIMA
B NEmME e B o s Packing st ;... BB b i sdis
b, Alamak 5. (9).. Involce ¢ e ] [EeRET
c. Megara @ [ f | R
Urnian Harang Valuta asing ;

i i N b Y [T b B R b v P s R
.................................................................. MWilad FOE
................................................................................................. X | A

.....................




- 135 -

TATA CARA PENGISIAN LAFORAN HASIL FENELITIAN REALISASI EKSPOR (LHPRE)

{11 Nomaor LHPRE.
(2) Tanggal, bulan dan tahun (ddymm oy LHPRE.

(30 Mama Kantor Wilayah stau KPU yang menerbitkan surat keputusan penetapan sebhagai
Merusahoan KITE Pengembalian atau Pembebasarn,

(4} Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWF) eksportir sesual dengan NPWF yang tercantum dalam
FEB,

(5} NIFER atau nomor sural keputusan penetapan sebagal perusahaan KITE Pengembalian
atau Pembebasan seaval dengan yang tercantum dealam PEB.

(6) MNama eksportir sesuai dengan nama yang tercantum dalam PEB,

(7) Alamat eksporlir sesual dengan nama alamal yang tercantum datam PEB.

{H Nama penerima barang ekspor di luar neger sesual dengan nama peperima yvang
tercantum dalam FPEB.

(%) Alamat penerima barang ckspor di luar negerl sesuai dengan alamal penerima yang
tercantum dalam PEE.

110] Negara penerima barang ekspor sesual dengan negara penerima yang tercantum dalam
FEE.

(11] Uraian barang ekspor sesual yang tercantum dalam PEB.
[12] Nomor pendaftaran PEB sesual dengan nomor perdaftaran vang tercantum dalam PEB.

113] Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy] pendaftaran PEB sesuai dengan vang
bercantum dalam PEB.

[14] Fastlitas yang diterinia oleh eksportir, yaitu fasilitas pembebasan atan pengembalian bea

watsitk atas barang imper yang ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada
Iarang ladn.

113 Mauna pelabuhan mual asal barang ekspor, sesual dengan nama pelabuban muat asal
yang tereantum dalam PEB.

18] Nama pelabuhan muoai ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan moat ekspor yang
bercantum dalam PER,

(17} Nama pelabuhan tujuan di luar daerah pabean.
[18] Nomor packing list sesuai yang tercantum dalam PER.
(19 Mumor involee sesual dengan vang lercantium dalam PEB.

[20] Jenis valuta asing vang digunakan sebagai dasar transaksl antara penjual dan pembell
dalam nilad FOB, sesuai yang tercantum dalam PEB.

[21] Mifal total barang ekspor dengan Incoterm FOB, sesuai nilal FOB yang tercantum dalam
FEBD.

122] Hasil rekonsiliasi dilsi dengan sesual atan tidak sesual.

[23] Jika ada catatan darl Kanter Wilayah atau XPU dalam hal dilakukan penellttan realisasi
ekspor untuk dekuinen yang tidak rekon,
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TATA CARA PENELITIAN REALISASI EKSPOR UNTUK DOKUMEN YANG TIDAK
REHON

- Sistem Komputer Pelayanan melakukan rekonstliast data dokumen pabean ekspor
dengan data Outward Manifest dengan mencocoklkan elemen data berupa nomor
pendaltaran dan tanggal PEB.

- Dalam hal nomor pendaftaran dan tanggal dokumen pabean ekspor kedapatan
sesual dengan data Outward Mantfest. Sistern Komputer Pelayanan menerbitkan
Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor [LHPRE].

- Dalam hal hasil rekonsiliasi anlara PEB dan oufward meanifest kedapatan tidak
sesual, maka 7 (tuwjuhl hari sejak tanggal perkiraan ekspor, SKP akan
memberitahukan ketidaksesuatan melalui Notifikasi Tidak Rekon (NTR).

- Paling lama 60 (enam puluh) harl sejak Notifikasi Tidak Rekon, Perusahaan KITE
Pengembalian menginput data PEB pada SKP dan menyerahkan atau mengunggah
cokumen:

a. PP-PEB. dalam hal dilakukan pembetulan PEB;

b, 55TB. dalam hal barang ckspor gabungan:

¢, Inuoice;

d, Packing list;

e, House B/L atau AWB

- Pejabal Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah yang menerbitkan surat keputusan
penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atau Pembebasan menelit
tlokumen pendulkung yang diserahkan atau diunggah oleh perusahaan KITE
Pengembalian atau Pembebasan dengan cara sebagai berikut:

A. Memeriksa kesesualan data shipper pada dokumen PEB dengan data pada
dokumen inuoice. packing list dan house B/L atan AWE,

b. Memeriksa kesesuaian nomor dan tanggal inuoice pada dokumen PEB dengan
dala pada dokumen inuoice.

c. Memeriksa kesesualan nomor dan tanggal packing list pada dokumen PEB
dengan dala pada dokumen pacling list.

d. Memeriksa kescsuaian nilai FOB pada dokumen PEB dengan data pada
dlokumen fnuoice.

¢. Memeriksa kesesuaian data uralan, jumlah dan jenis satuan barang pada
dokumen PEB dengan data pada dokumen [nuoice dan packing lisi.

. Membandingkan data berat barang (gross atau netto) pada dokumen PER
dengan data beral barang (gross atau netto) pada dokumen pocking list dan
house B/L atau AWE.

fi. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 hural

a sampai dengan f kedapatan sesuai maka Pejabat Bea dan Cukal menerbitkan
Laporan Hasil Penclitian Reallsasi Ekspor [LHPRE] melalui SKP.

Lxalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf
a4 sampai dengan e kedapatan sesual tetapi pada butir 3 huruf { kedapatan tidak
sesual maka Pejabat Bea dan Cukal dapat menerbitkan Laporan Hasil Penelitian

Realisasi Ekspor (LHPRE] dengan memberikan catatan atas ketidaksesuaian butir
3 huruf [ melalui SKP.
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§. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian schagaimana dimaksud pada butir 3 hurof
a sampai dengan e terdapat hasil penelitian yang lidak sesual maka Pejabat Bea
dan Cukai melakukan penoclalkan melalui SKF dan tidak diterbitkan Laporan Hasil
Penelitian Realisasi Ekspor [LHPRE].

2. Dalam hal dokumen disampaikan eleh Perusahaan KITE Pengembalian melewati
60 hari sejak Notifikast Tidak Rekon. Sistem Komputer Pelayanan memberikan

respon penolalkan.

DIREKTUR JENDERAL
-ttd-
HERILI PAMBLUDI

Salinan sesual dengan aslinya,
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LAMITRAN X%
FERATUIZAN |SREKTUR JENTIERGAL THS DaN CLIHAT
HORRRE PER- 3 S0 30 10

TENTANG

PETUMIE  PEIAKSANAAN  PERATURAN  MERTER
KELANTAN REPLIOL TN MESIA MCEMCI
IO/ J01E TENTANG PENGEMIALIAN  HEA
MASUR YAMNG TELAH HEAYAR ATAS HAMANG MEMWALL
ATRS DMIOR DARANG. IWMM [AIIAN UNTUK oAl
DRIRABLIT, ATALH TADASARG 1AL, [WADANG LAIN |MNGAK
TRAFUAN AT IMEESP O

FORMAT PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KEMBALI
SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN BEA MASUK KEPADA PEMOHON

lllllll R o e e e R ) 5 et e o o e e B B 8 e e o o e o e * N P,

e e e e e e e T M e ] i o [ o e et e T T R e B £ e e s L

FEMBERITAHUAN PENGEMBALLAN SURAT PERMOHONAN

Nomor Pengajuan:
Wakiu respon:

b I | PO (Nama Perusahaan)
.......... (Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Dengan init diberitahukan bahwa;

Surat permohonan pengembalian Bea Masuk yang Saudara sampaikan tidak
memenuhi syarat untuk diproses lehih lanjut. Agar dilakukan perbaikan
sebagai berikut:

15

2

Demikian disampaikan untuk dimaklumi,

DIREETUR JENDERAL,
-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direlktorat Jenderal
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LAMPIAN 20
PERATLHAN LERERKTTR JENIERAL 1224 1M Tl
MOBIOHE TER- T SO0 020G

TENTAD
FETUMILE  PELAKSARNAAN  PERATURAN  MENTERI
R ELIAMEATY RETMLIELIK INEOMESIA MR

V0 E MBSO B0 B TENTANG  PENGEMEALLAN RS
MIASLE YaMO TELAR [TADAYAH ATAS [LAHANG MEEWAL]
ATAS IMIVHY DAHANG AN BAIEARY UNTLR mioLALL
CARAKIT, ATAL DIFASAND PALRA TalANG. LAFY TiFHGARN
TUUUAN LINTUK IERERSR

FPEMBERITAHUAN KETIDAKLENGHAPAN DOKUMEN
PERMOHONAN PENGEMBALIAN BEA MASUK

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

HOF SURAT KANTOR WILAYAH /KPU

PEMBERITAHUAN KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN

Nomeor Pengajuan:
Nomor Register:
Waklu respon:

Yth. .........[Nama Perusahaan)
P ETD (Reputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE)

[Dengan ini diberitahukan bahwa;
Permohonan pengembalian Bea Masuk yang Saudara sampatkan tidak

memenuhi syaral untuk diproses lebih lanjut, karena belum menyampaikan
kelengkapan dokumen sebagai berikut: .......

Agar Saudara menyampaikan kelengkapan dokumen dimaksud paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan ini. Dalam hal perusahaan tidak
menyampaikan  kelengkapan dokumen dalam balas waktu tersebur,
permohonan pengembalian Bea Masuk ditolak.

Demikian disampaikan untuk dimakiumi.

Nama Jabatan

|||||||||||||||||||||||||

DIEEKTUR JENDERAL,
-tidl-

HERL PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya.,
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1A TIRAR M0

PERATLIHAN INHEERTUR JENDERAL HEA 1AM C LA
MR R 3 SR 30 0

TENTANL

FETURMILUN  MELAKSANANY  PERATURAN  MEYITERE
EELEAMT AR REPLIEELIK Irwd BB MIC SN, MO R
FETRRARES2H. TENTANG PENGEMIALIAN HEA MASIEL
YANG THIAID DINAYAHR ATAS [RARANG MEWA sras
IO DARARNG DAl IMATIAN UNTUE BIcEadl, [nRaKiT,
ATAL DNPSSARG [ADA BARAND [AIN DENGAN TUJLIAN
LINTUE DN pgeesn

FORMAT SURAT KETETAPAN PEMBAYARAN FASILITAS PENGEMBALIAN

BEA MASUK (SKP.FPFBM)

W VTR BT AU
BRI PSS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KREPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ...

TENTANG

FENETAPAN PENGEMBALIAN BEA MASUK [SKP.FFBM) UNTUK
FERUSAHAAN ............. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI

Menimbang : a.

Mengingal

1,

PERUSAHAAN KITE FENGEMBALIAN NOMOR. ......

MENTERI KEUANGAN,

bahwa setelah dilakukan penelitian atas permohonan PT, ...
tanggal ..., diperoleh  kesimpulan bahwa yang
bersangkulan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan
Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan
untuk diclah, dirakil. atau dipasang pada barang lain dengan
tujuan untuk diekspor;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a, perlu menetapkan Kepulusan Menteri
Keuangan tentang penetapan Pengembalian Bea Masuk
(SKP.FPBM) atas impor barang dan bahan untuk diolah,
dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk
diekspor;

Undang-Undang 10 Tahun 1995 (entang Kepabeanan
{Lembaran Negara Tahun 1995 75, Tambahan
Lembaran Negara 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Repuhilik
Indonesia Tahun 2006 93, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia 4661);



Menetlapkan

FERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

B o Fp
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2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun

2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267)

3. Peraturan Menteri Keuangan 161/PMK.04/2018 tentang

Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor
Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakil, Alau Dipasang
Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;

MEMUTUSEKAN:

» KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN

PENGEMBALIAN BEA MASUK  [SKP.FPEM) UNTUK
PERUSAHAAN ............ SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN
SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN NOMOR.

Memberikan Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBEM) kepada:

Nama Perusahaan

NPWP Perusahaan

Alamat Kantor

Rekening Bank B i S
Pada Bank e i AR
Kode Bank F e R
Alamat Bank

atas permohonan dengan register Kantor Wilayah DJBC

.......................... tanggal ........

Jumlah Pengemballan Bea Masuk sebagaimana dimaksud
DIKTUM FERTAMA  adalah  sebesar  Rp. S
s e e tulisan........) dengan perhitungan sebagatmana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pengembalian Bea Masuk sebagaimana tersebut pada DIKTUM
EEDUA dibayarkan melalui Kantor Pabean tempat pemenuhan
kewajiban pabean impor dengan perineian sebagai berikut :

No. Kantor Pabean Jumla h (Rp)

¥

LR T T T SR i

N I T

Keputusan Menteri Keuangan ini menjadi  dasar bagi
penerbitan Sural Perintah Membayar (SPMEK) bagi Kantor
Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor,
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KELIMA t Repulusan Menteri Keuangan inl mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyala
terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Heputusan ini disampaikan kepada:

1.

2
o )
4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai wv.p Direktorat Penerimaan dan
Perencanaan Sirategis;

. Kepala Kantor Pabean ....... (tempat pemenuhan kewajiban pabean impor);
Kepala KPPN............
. Pimpinan ........... (Perusahaan),

Ditetapkan dl = : .......
pada tanggal -,

a.n. MENTERI]I KEUANGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH/
KEPALA KPL #)

NAMA,
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LAMPIFAN

KETUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG PENETAPAN PENGEMBALIAN BEA MASUK [(SKEP.FPBEM) UNTUK PERUSAHAAN
............. KEFUTUSAN PENETAPAN SEBAGA] PERUSAHAAN KITE PENGEMDALIAN

DAFTAR BAHAN BAKU YANG MENDAPAT PENGEMEBEALIAN BEA MASUK

UNTUK PFPERUSAHAAN ....... KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAL

PERUSAHAAN KITE PENGEMBALIAN NOMOR. ... PADA KANTOR PABEAN
UEALAMN
No | NOPEN/TGL | BARANG NILAI BM DLM zﬁmz
PIB KODE HS PIE (RP) L. i W
| SERI BARANG
I,
JUMLAH 3OO0 j

JUMLAH TOTAL PENGEMBALIAN RP [..... TULISAN....... }
KEPALA KANTOR WILAYAH/
KEPALA KFPU *)
TTD

NAMA

DIREKTUR JENDERAL,
ttd-

HERU PAMBU DI

Salinan sesuai dengan aslinya,

e B di Adrijanto
“==<MIP 19700412 198912 1 001
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LA FThAN 2N
I"ERATLHAN THIHERTUR JENDERAL BEA TN LA
SRR PER- 3 S s2008

TERTAMNG
PETUNILE.  PFLANSAMLAN I"E AT RA WMENTER
BN REPUEELIE IREICENEELA NI

ECT 1 AETHL Dok £ 20 T H TN TANG PENGRMIBALIAN NEA MA%s (g
YANG TELALT LINAYAR AT [MMEANG MEWAL ATAS 1IWITIH
Padeapds DAy IRABIAN LINTLIER (3000}, IndaARrT, sran
PHISEANC P ES TIARARNG LAIN BIEMGAN TLL AN LOVILH
I RSOl

KOF SURAT KANTOR WILAYAH fKPTJ

] i e o e o o e 1 T U T ko o e e o o e o o e el e L s

Nomor - Tangeal ...........
Silat . Sangal Segera
Hal :  Pembekuan Fasilitas KITE Pengembalian
Yth. Pimpinan .......... {(Perusahaan)

i U

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal ... Peraturan Menleri
Reuangan  nomor........., tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas

lmpar Barang Dan Bahan Untuk Dieolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain
Dengan Tujuan Untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai beriloat:

1. Bahwa ..., (Perusahaan), yang mendapat [fasilitas KITE Pengembalian
berdazarkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE
No......Tanggal....... telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan
Fasilitas KITE Pengembalian yaitu :

M ks e A
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan menpingat ....... (Perusahaan) telah
memenuhi kriterla pembekuan sesuai ketentuan oi atas maka terhitung tanggal
................. fasilitas KITE Pengembalian ......... (Perusahaan) dibekukan.
4. Dengan pembekuan inl maka berlaku ketentuan sebagai berikut;
i, alas pemberitahuan pabean impor selama periode pembelkuan Fastlitas KITE
Pengembalian lidak dapat diberikan Pengemballan; dan
b selama periode pembelkuan Fasilitas KITE Pengembalian, Perusahaan tidak
dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Pengembalian atas
Bahan Baku yang diimpor.
4. Fasilitas KITE Pengembalian dapat diberlakukan kembali dalam hal ...
[Perusahaanl mengajukan permohonan pemberlakuan kembali Fasilitas KITE
Pengembalian setelah memenuhi persyaratan pemberlakuan kembali.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

Kepala Kantor Wilayah /KPU

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukal:
2. Direkiur Jenderal Pajak
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan:
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;

2. Kepala HKanlor Pabean ... . [pelabuban bongkar, pelabuhan muat,
dan/atau penerima subkontrak).

..“...r..,,m:ﬂﬂ: sesuai dengan aslinya, DIREKTUR JENDERAL,

“gikrelaris Direktoral Jenderal
1 1.5 oo

HERL PAMBLITI]

ahjudi Adrijanio

BIITE 1T ™ 18 S AS ™1™ 1 mum
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EAMPMHAN XXX
PEMHATUIAN [NRERTUIR QENIERLL B8 Tl 1A
MO TR 3 JRC/ 2010

IEKTANG
PEMIMILE PELAKSANAAN  FEHATURAN  MESTRER
HELLAMGAN REMCE INIHINESIA RO

181/ PME. 08/ 2018 TENTANG FENGEMIALLIAN [EA MASLIK
WANL TECLAN ITHIMA YA ATAS HARANG MEWALL ATAS PMICIN
[IARAND E1AR  IBAILAN IENTLIE DIKHAIL IHKARIT. ATALI
PRIPASANG PADA BBAHANG Lall IENGAN TIRUAN LTI
(B SR

FORMAT SURAT PEMBERLAKUAN EEMBALI FASILITAS KITE PENGEMBALIAN

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nomor -1 A Tanggal .........,
Silal : Segera
Hal : Pemberlakuan Kembali Fasilitas KITE Pengembalian

Sehubungan dengan pelaksanaan kelentuan Pasal ... Peraluran Mentes
Keuangan Nomor ... tentang Pengembalian Bea Masuk yvang Telah Dibayar Atas
Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit. Atau Dipasang
Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal
sehagai berikut:

1. Bahwa ...... (Perusahaan), yang mendapat fasilitas KITE Pengembalian berdasarkan
keputusan  penetapan sebagai Perusahaan KITE No......Tanggal......, telah
mementhi ketentuan pemberlakuan kemball fasilitas KITE Pengembalian yaitu:

2. Berdagarkan hal tersebut di atas maka terhitung tanggal ... [asilitas KITE
Pengembalian ......... {Perusahaan] diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sesuai ketentuan.

Kepala Kantor Wilayah /KPL

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai:

2. Direkiur Jenderal Pajak;

3. Direkiur Fasllitas Kepabeanan:

4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
m_

Kepala Kantor Pabean ........... {pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau
penerima subkontrak).

DIREKTUR JENDERAL.,
|_.n.ﬂ|

- . . HERU PAMBUDI
Salinan sesuai dengan aslinya,

apkretaris Direktorat Jenderal
AT T, Wb
wew. . Bagian Umum

o]
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EARMIMEHAN MEXY
PERATURAN DIRERTUR JEMTHEAL 13504 AN CLIKAI
RO PEE- 8 S LEe20e

TEMTANG
MU PELAKSANAAN  PERATURAN  MENITFR
HELIANGAN REPLILIE IHIINESTA BT

TG LAME 093018 TENTANG PENGEMIALLAN [85S MASLE
YANG TELAN IINAY AR ATAS TUAHARNG MEY AL ATAS IMEYIE
IEHEANG 1AM HALAN LDNTTIK DRHALL IHRAKIT, KTAL
PSRN AT RARANG LAIN THRGAN TTAREAN LINTUIE
[ A B B T

FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN FASILITAS KITE PENGEMBALLAN

SRR LTSN R
HiLFUH & sl X s

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTER] KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN ....... (Diisi Kepulusan awal dan

Mentmbang

Mengingat

-

.

2.

perubahan Llerakhir)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap ... {Perusahaarn)
Repuiusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian ......
Tanggal ....., diperoleh kesimpulan bahwa Perusahaan telah memenuhl
kKetentuan pencabutan sebagaimana distur dalam Pasal 27 Peraluran
Menteri Kevangan /PME.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk
Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diclah.

Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk
Diekspor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
frufl a, perlu menetapkan Keputusan Menter] Keuangan Tentang
Fencabutan Keputusan Menteri Keuangan ......... ;

Undang-Undang 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 75. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 3612] schagalmana telah diubah dengan
Undang-Undang 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4661):

Peraturan Menteri Keuangan Nomor.... ..., tentang Pengembalian Bea

Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk
Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Laln Dengan Tujuan
Uniuk Diekspor:
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Memperhatikan: 1. ...
.

MEMUTUSKAN:

Menelapkan @ KEPUTUSAN MENTER]I KEUANGAN TENTANG  PENCABUTAN
KREPUTUSAN MENTERI KEUANGAN ... {Diisi Keputusan awal dan
perubahan terakhir)

PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan ....... (Dilst Keputusan awal dan
perubahan lerakhir)

REDNIA : 1. Badan usaha wajib melunas! seluruh tagihan yang terutang sesuai
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

2. Dalam hal Kepulusan penetapan sechagal Perusahaan KITE

Pengembalian dicabut, berlaku ketentuan sebagai bertlout:

a. permohonan Pengembalian yang telah diajukan sebelum pencabutan
Keputusan penetapan  schagal  Perusahaan KITE Pengembalian
diselesaikan sesual ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Peraturan Menteri Kevangan 177 /PME.04/2018; dan

b. permohonan Pengembalian yang diajukan  setelah  pencabutan
Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian tidak
dapat diberikan Pengembalian.

3. Dalam hal Perusahaan beralih darl penerima fasilitas Pengembalian
menjadi penerima fasilitas kawasan berikat, terhadap Ekspor Hasil
Produksi selama 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal penerbitan izin
kawasan berikat, dapat diperhitungkan dalam penentuan batas penjualan
hasll produksi darl kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean®

KETIGA + Keputusan Menteri Keuangan int mulai berlaku pada langgal ditetapkan.

Salinan keputusan inl disampaikan kepaca:

1. Menteri Kenangan;
2, Direktur Jenderal Bea dan Cukai:
3. Direktur Jenderal Pajak;
4, Direktur Fasilitas Kepabeanan;
9, Direktur Penindakan dan Penyidikan:
6. Kepala Kantor Pabean [, pelabuhan bengkar, pelabubian muat. .
dan/atau penerima subkontrak);
7. Pimpinan ........ (Perusahaan].
Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH /KPU

“ditambahkan sesuai kondisi yang mengakibamikan pencabutan,

DIREKTUR JENDERAL.
Salinan sesual dengan aslinya,
——atkretaris Direktorat Jenderal -tid-
._.-.n_. al.d L W
o b
B Bagian Umum HERU PAMBUDI
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LAMIRRAN XN
IHIEATUIAR |HREKTUR JENURERAL T34 [IAN CUAT
HERMOE 'ER 3710 /2010

TENTANC
TR AL TH TELANSANAAN I AT AN M¥NTERI
HIFLIARG AN REIMHILIE [ e LA TN PP

OSPRS00 ] 2 CTENTANG [PENGERATLIAN DS MASLIK
TANG TELAH DMERAY AT ATAS 1R4 ISP MEW A LAV TAS B
CESEANG AN HAHAN LIVITHC INOLAIL IHEAKTE, AT%1
DAPASAR PATA IAGANG IAIN DEMOAN TILL AR [INTUK
ARSI

FORMAT SURAT PERSETUJUAN IMPOR ATAU PEMASUKAN KEMBALI HASIL
PRODUKSI

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nomer : Tanggal...............
Sifal

Lampiran

Hal : Perselujuan Impor/Pemasukan Kembali Hasil Produksi

Yih. Pimpinan (Nama Perusahaan)
e

Sehubungan dengan surat Saudara Nemor ... tanggal ... peribal
.................... dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara uniuk melakukan
Impor kembali Hasll Produksi dengan data sebagaimana terlampir, disetujui dengan
ketentuan sebagal berikut:

1. Atas impor kembali Hastl Produlsi;

[] diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka
impor, dengan inenyerahkan jaminan senilal Bea Masuk serta pajak dalam
rangka impor berdasarkan tarlfl dan nilai barmng atas barang vang dilmpor
kembali.

[] ditserikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka
irmpor,

2. Pada saat impor kembali Hasil Produksi, agar Saudara;
[] a. memberitahukan dengan menggunakan dekumen pemberitahuan pabean

impor;

b. mengisl kelom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impo™ dengan pilihan
“barang reimpor yang mendapal fasilitas KITE":

¢. mencantumhkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kemball inl pada
lembar  lanjutan  dokumen dan  pemenuhan  persyaratan/lasilitas
pemberitahuan pabean impor;

d. melampirkan surat persetujuan impor kembali int: dan

e. menyerahkan Jaminan senilal Bea Masuk serta pajak dalam rangka impar
berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang van £ diimpor kembali.

[1 a. memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean
impor;

b. mengisi kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor™ dengan pilihan
“barang relmpor yang mendapat fasilitas KITE":

€. mencantumkan nemor dan tangal surat persetujuan Impor kembali ini pada
kolom "Pemenuhan Persyaratan /Fasilitas Impaor”;

. mencantumkan nomor dan Langgal surat persetujuan impar kembali ini pada
lembar lanjutan  dokumen  dan pemenuban  persyaratan /fasililas
pemberitahuan pabean impor:

d. melampirkan surat persetujuan impor kembali ini:
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e. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor
berdasarkan taril dan nilal barang atas barang vang dilmpor kembali

3. Hasil Froduksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
diekspor kembali dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pemberiiahuan pabean Impor kembali dan dapat diperpanjang untuk waktu paling

lama 3 (tiga) bulan dengan persetujuan kepala Kantor Wilavah atau KPU yang
mencrhitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan,

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor
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LAMPILAN XXMV

IFEATURAN DIREETUR JENRDERAL 1A THN CSURAI

MOMOR PER- 3 /NCS3009

TN TAND

FETUNIUK FLARSANAAN FFRATURAN MENTER HEUancaN
REFUILIK . IMDORIES0M NOMOIR 161 AW TE TESTANG
FENGEMOALIAN FRA MASITE DAN TTOAK  DIFUNGLT Phlar
PEICTAMIBALAN MILAL ATAU PWulAK PERTAMIAIAN NILAL 1AM
FAbak IERILIALAN ATAS FLARANG MIOW AN ATAS IMIYI IAILANG
DIAN DIAHAN UINTUHR PIOATL DTRAKET. ATAL MPaSAS0 1Al
[EANARG LAl DIERNGAN TLULAN UNTLUE DIEXSIOR

SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN IMPOR ATAU PEMASUKAN KEMBALI
HASIL PRODUKSI
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Nomor : Tanggal......... AR
ifal

Lampiran :

Hal : Penolakan atas Permohonan Impor/Pemasukan Kembali Hasil Produksi

Yih. Pimpinan (Nama Perusahaan)

A o PR, {(Nama Perusahaan)
ﬁ_.u trtrrerari

Sehubungan dengan permohonan impor atau pemasukan kembali hasil produlksi

dengan Nomor Pengajuan: ...... Nomor Register: ...... . dengan ini kami sampaikan
bahwa atas permchonan tersebut tidak dapat disetujui dengan alasan sebagai
berikut:

| SRR

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

DIREKTUR JENDERAL.,
-tid-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
airetaris Direktorat Jenderal

AR
D

.

H.........a_ﬁﬁz

i Adrijanto
9700412 198912 1 001
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EAnl AN 3000

PEHATURMAN INLEETLR SERDEIRAL, NN DAN S URAL
MOMOR PESH- 3 JRCA2080

TEIFTARO

PETURILIK LA RS A T PEILATLHAN MENTERI
FELTARTGAN BECUHLIG IS A O
LGN Aol 0 P20 0 TENTARG PENGEMBALLAN [TEMA MAZTIK
AN TITE BPLNGLT PR PEMVARMPATIAN HILAL ATAL
PG AAH PEETAMIARAN DILAT LTSN DAJAR PEMJSLALAN ATRS
BANANG MEWAH ATAS [MPOE HDaRABT AN AL TAR
LINTUK r60LAd), DERARET, ATAL ENTASARG 15415k T IEARHG
PAL LR ESHORAN T URVLIAN CRNTTLTED DS

FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAS LAPORAN REALISASI EESPOR
HEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KE.

T " 0 O e o i o e, i e ey e e e i i i e B e e b iy e el it oo

KOP SURAT KEANTOR WILAYAH /KPU

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL
FPRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

NOMOR:
TANGGAL:
WVihaiia {(Nama Perusahaan)
.......... (Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Sehubungan dengan laporan realisasi ekspor kembali hasil produksi yang
diimpor kembali dengan Nomor Pengajuan: ..., , Nomor Registers ...... , dengan
ini kami sampaikan bahwa laporan lersebut disetujui dengan daftar realisasi
ekspor yang disetujui sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor
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LAMEPIRAN X1,
PERATURAN DERERTUR JENUEMAL 1554 138K CUIKAL
NS R IO FRC R

TENTANC
PETUMILE  PELAKSANAAN  DPERATURAM  MISTERI
HELANGAN REFLIALE IrALII NS, EOLHE

FOLTMELDa 2018 TENTANG FENGEMIALIAN DEA MASLIE
LUAR TIDAK THILIBGLET 15uldl PERTAMIBHAY MILAL ATAL
PAJAE PERTARIALLLM MIZAL DIAN PJAK TERIUALAM ATAS
FARANG MEWAH AVAS [MIMOKE DAHANG AN 18T 16N
LIBFTUIEC DIEAN, DIRAKIT. ATAL [MPASANG MUK TRARARNT
LR DERNCUAN TLRMLAN LINTUIS 10ENS01

PENOLAKAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL
PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI
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T I I D i i e o et e e s e e e e e D S B 5 0. e o e e o P Y e o] e i

PENOLAKAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI
YANG DIIMPOR KEMBALI
NOMOR:
TANGGAL:

. 3 PR (Nama Perusahaan)
.......... (Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Sehubungan dengan laporan realisasi ekspor kembali hasil produksi yang
diimpor kembali dengan Nomer Pengajuan: ....., Nomor Register: ......, dengan
ini kami sampaikan bahwa laporan tersebut ditolak,

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

DIREKTUR JENDERAL,
-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesual dengan aslinya,

v mke Laris Direkioral Jenderal
. ........... u.b.
O Hﬁ__. agian Umum

vl




